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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil
keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan
Nomor 0543b/u/1987. Adapun perinciannya sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam

huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Arab Latin Keterangan
! Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- b Be
< t Te
< $ es (dengan titik di atas)
d j Je
z h ha (dengan titik di bawah)
t kh ka dan ha
3 d De
3 z zet (dengan titik di atas)
2 r Er
3 z Zet
o S Es
o sy es dan ye
oo S es (dengan titik di bawah)
e d de (dengan titik di bawah)
L t te (dengan titik di bawah)
L z zet (dengan titik di bawah)
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apostrop terbalik

Ge

L.| o | o

Ef

Qi

AN |lQ | - |Q

Ka

c—o E. G)l

El

Em

En

We

S|s| 5|3

Ha

2

Apostrop

y

Ye

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya

tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir,

maka ditulis dengan tanda (’).

B. Tanda Vokal

Vokal dalam bahasa Arab-Indonesia terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan
diftong, untuk vokal tunggal sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i Fathah a a
! Kasrah i i
i Dammah u u
Adapun vokal rangkap sebagai berikut:
Tanda Vokal Tanda Vokal Keterangan
Arab Latin
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S — ai adani
5— au adanu
Dalam Bahasa Arab untuk ketentuan alih aksara vokal
panjang (mad) dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:
Tanda Vokal Tanda Vokal Keteranaan
Arab Latin g
L 5 a dengan topi di
atas
g . i dengan topi di
atas
_ u dengan topi di
» i
atas

C. Kata Sandang

Kata sandang dilambangkan dengan (al-) yang diikuti huruf:
syamsiyah dan gamariyah.

Al-Qamariyah g Al-Munir
Al-Syamsiyah N Al-Rijal
D. Syaddah (Tasydid)

Dalam bahasa Arab syaddah atau tasydid dilambangkan
dengan ketika dialihkan ke bahasa Indonesia dilambangkan
dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda
syaddah, akan tetapi, itu tidak berlaku jika huruf yang menerima
tanda syaddah terletak setel kata sandang yang diikuti oleh huruf-
huruf syamsiyah.

Al-Qamariyah ] Al-Quwwah
Al-Syamsiyah Syl Al-Dariirah
E. Ta Marbiitah

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua, yaitu: ta martujah
yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah,
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transliterasi adalah (t), sedangkan ta marbitah yang mati atau
mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), kalau pada
kata yang berakhir dengan ta marbitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al-ser bacaan yang kedua kata itu
terpisah, maka ta marbitah ditransliterasikan dengan ha (h)
contoh:

No. Kata Arab Alih Aksara
1 wjlz“ Tarigah
2 oty ddy Al-Jami’ah al-Islamiah
3 2343 85 Wahdah al-Wujid

F. Huruf Kapital

Penerapan huruf kapital dalam alih aksara ini juga
mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yaitu, untuk menuliskan
permulaan kalimat, huruf awal Nama tempat, nama bulan nama din
dan lain-lain, jika Nama diri didahului oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh: Abii Hamid, al-Gazali, al-Kindi.

Berkaitan dengan penulisan nama untuk nama-nama tokoh
yang berasal dari Indonesia sendiri, disarankan tidak dialih
aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab,
misalnya ditulis Abdussamad al-palimbani, tidak “Abd al-Samad
al-Palimbani. Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Din al-Raniri.

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa
Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah
kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa
Indonesia, Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi
bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering
ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut
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cara transliterasi di atas, Misalnya kata al-Qur’an (dari a/-Qur’an),
Sunah, khusus dan umum, namun bila mereka harus ditransliterasi
secara utuh.

Contoh: F1 Zilal al-Qur’an, Al- ‘Ibrah bi ‘umiim al-lafzi la bi
khusis al-sabab
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas nafkah ‘“ddah (33) dan mut’ah
(423%) sebagai hak mantan istri pasca perceraian dalam perspektif
hukum Islam dan hukum positif yang sering terabaikan, terutama
jika tidak dituntut secara eksplisit oleh penggugat. Hal ini
bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur
pemberian nafkah ‘ddah (33) dan mut’ah (333%) bagi istri yang
tidak nusyuz. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. menganalisis
nafkah ‘ddah (33) dan mut’ah (43%) cerai gugat dalam putusan
nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds., 2. Menganalisis tinjauan
maslahah mursalah terhadap nafkah ‘iddah (33) dan mut ’ah (333%)
cerai gugat dalam putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan data primer dari peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi, serta putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA/Kds.
Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan
(library research) dan wawancara hakim di Pengadilan Agama
yang kemudian disusun dalam bentuk narasi. Adapun analisis
dilakukan dengan mendeskripsikan dan mengolah data
menggunakan metode analisis dokumen, diinterpretasikan secara
mandiri oleh peneliti, dan disusun sesuai pedoman penulisan
akademik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Hakim
seharusnya memberikan nafkah “ddah (33) dan mut’ah (%)
kepada penggugat karena tidak adanya bukti nusyuz dan fakta
persidangan yang menunjukkan kerugian, termasuk adanya wanita
idaman lain dan sikap temperamental. Pemberian nafkah ini
sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum mantan suami,
meskipun  dalam  jumlah kecil. 2. Putusan Nomor
1122/Pdt.G/2023/PA Kds, yang tidak memberikan nafkah %ddah
(33) dan mut’ah (423%) dalam perkara cerai gugat, sejalan dengan
dalil syar’i tetapi belum sepenuhnya memenubhi kriteria mas/ahah.
Keputusan tersebut kurang memperhatikan perlindungan hak
mantan istri yang rentan secara finansial dan emosional pasca
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perceraian, sehingga memunculkan kemadharatan bagi mantan
istri.

Kata kunci: Nafkah ‘iddah, mut’ah, hukum positif, hukum Islam,
maslahah mursalah.
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ABSTRACT

This research discusses 'iddah and mut'ah maintenance as
the rights of ex-wives after divorce in the perspective of Islamic law
and positive law which are often neglected, especially if not
explicitly demanded by the plaintiff. This is contrary to SEMA
Number 3 of 2018 which regulates the provision of 'iddah and
mut'ah maintenance for wives who are not nusyuz. This research
aims to: 1. to analyze the maintenance of 'iddah and mut'ah in the
decision number 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds, 2. to analyze the
maslahah mursalah review of the maintenance of 'iddah and mut'ah
in the decision number 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

This research uses normative juridical method with
primary data from legislation, jurisprudence, and verdict number
1122/Pdt.G/2023/PA/Kds. The data collection technique uses
library research and interviews with judges at the Religious Court
which are then compiled in narrative form. The analysis was
carried out by describing and processing data using the document
analysis method, interpreted independently by the researcher, and
compiled according to academic writing guidelines.

The results of this study indicate that: 1. The judge should
have given 'iddah and mut'ah alimony to the plaintiff because there
was no evidence of nusyuz and the facts of the trial showed harm,
including the existence of another woman and temperamental
attitude. This provision of maintenance is a form of moral and legal
responsibility of the former husband, albeit in small amounts. 2.
Decision No. 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds, which does not provide
alimony for 'iddah and mut'ah in a case of contested divorce, is in
line with shar'i arguments but has not fully met the criteria of
maslahah. The decision pays little attention to protecting the rights
of ex-wives who are financially and emotionally vulnerable after
divorce, resulting in harm to ex-wives.

Keywords: ‘iddah maintenance, mut’ah, positive law, Islamic law,
maslahah mursalah.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah salah satu isu sosial yang
semakin menonjol dalam masyarakat Indonesia. Dalam
cerai gugat, salah satu isu yang sering muncul adalah
masalah hak-hak istri pasca perceraian, termasuk hak
untuk menerima nafkah ‘ddah (33) dan mut'ah (%),
Nafkah “ddah (3) adalah dukungan finansial yang
diberikan kepada istri selama masa menunggu setelah
perceraian. Pasal 152 KHI menegaskan bahwa suami
wajib memberikan nafkah “%ddah (33) kepada mantan istri,
kecuali jika istri tersebut terbukti nusyuz. Namun, dalam
praktiknya, seringkali hak-hak ini tidak diterima oleh istri
secara baik, yang mengakibatkan hak-hak mereka
terabaikan.’

Selain nafkah  ‘ddah (3%), istri berhak
mendapatkan mut’ah (%%). Mut'ah (43%) dalam hukum
Islam diakui sebagai bentuk kompensasi sekaligus
penghibur bagi istri yang bercerai.? Fungsi utama mut'ah
(423%) adalah untuk meringankan beban ekonomi dan
psikologis yang ditanggung istri setelah perceraian. Pasal
149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami
wajib memberikan mut'ah (%23%) yang layak kepada istri,

! Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Usep Saepullah, “Hak-Hak Perempuan Pasca
Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Usroh, vol. 6, no.1,
Juni 2022, 64.

2 Fitriyadi, “Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak Mut ah dan Nafkah
‘iddah di Pengadilan Agama”, HAK Mut'ah dan Nafkah Iddah.pdf - Google Drive,
diakses 22 September 2024.
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https://drive.google.com/file/d/18zyc5OyusGD2grlH6yA8jmu692tQlOn6/view

kecuali dalam situasi di mana istri terbukti nusyuz
(durhaka). Kewajiban ini menunjukkan adanya
perlindungan khusus terhadap istri pasca perceraian, yang
dalam banyak kasus menghadapi tantangan finansial lebih
besar dibandingkan suami.

Peraturan tersebut di atas hanya berfokus pada
cerai talak saja, di mana cerai yang diajukan oleh suami.
Namun, tidak dengan cerai yang diajukan oleh istri (cerai
gugat). Dalam cerai gugat, belum diatur mengenai hak-hak
perempuan  pasca  perceraian  sampai  dengan
dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
No. 03 Tahun 2018, poin 3 dari Hasil Pleno Kamar Agama
menyebutkan bahwa “Kewajiban suami akibat perceraian
terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma
Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri
dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan
nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz’. 3
Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa
perceraian tidak merugikan secara sepihak, khususnya
bagi perempuan yang berada dalam posisi rentan.

Namun, meskipun ketentuan tersebut telah diatur
secara jelas, implementasi pemberian nafkah “ddah (33)
dan mut ’ah (43%) dalam perkara cerai gugat di pengadilan
sering kali tidak konsisten. Hal ini disebabkan karena
perbedaan hakim dalam pertimbangan hukumnya.
Kebanyakan hakim sekarang masih tetap berpegang teguh
dengan KHI pasal 149 (b), di mana dituliskan bahwa suami
wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada

3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, poin 3 dari Hasil
Pleno Kamar Agama.



bekas istri selama dalam ‘ddah (33), kecuali bekas istri
telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan
tidak hamil. * Sedangkan dalam cerai gugat termasuk
dalam talak ba’in sugra yang diputuskan oleh pengadilan.
Dengan demikian, banyak hakim yang berpendapat bahwa
istri yang dijatuhi talak ba’in dan tidak sedang hamil tidak
berhak mendapatkan nafkah.

Selain itu, nafkah ‘iddah (33) dan mut’ah (333%)
tidak diberikan dalam kasus cerai gugat terutama ketika
istri tidak secara eksplisit meminta hak-hak tersebut dalam
proses pengadilan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan
mengenai kepastian hukum bagi istri dan perlindungan
hak-haknya. Sebagian besar pengadilan agama di
Indonesia mensyaratkan permintaan aktif dari istri untuk
memperoleh nafkah ‘ddah (33) dan mut’ah (3%), dan
tanpa adanya permintaan tersebut, sering kali nafkah
‘iddah () dan mut’ah (355 tidak diberikan. Hal ini
menunjukkan adanya ketergantungan keputusan pada
adanya tuntutan atau klaim langsung dari pihak istri,
meskipun hak-hak ini seharusnya dilindungi secara
otomatis sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum
Islam.

Dalam beberapa kasus, istri yang mengajukan
cerai gugat tidak menuntut nafkah ‘ddah (3) dan mut ah
(42i%) karena kurangnya pemahaman atau bahkan
ketidaktahuan di kalangan istri mengenai hak mereka atas
nafkah “ddah (33) dan mut’ah (33%).5 Kondisi tersebut

4 Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

5 Taufik, “Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian”, https:/pa-
jombang.go.id/Perlindungan-Hak-hak-Perempuan-Pasca-Perceraian, diakses 22
September 2024.



https://pa-jombang.go.id/Perlindungan-Hak-hak-Perempuan-Pasca-Perceraian
https://pa-jombang.go.id/Perlindungan-Hak-hak-Perempuan-Pasca-Perceraian

memunculkan persoalan dalam memastikan keadilan bagi
istri yang mungkin tidak memiliki pengetahuan hukum
atau keberanian untuk mengajukan tuntutan atas hak-
haknya. Kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak
perempuan dalam perceraian juga menjadi faktor masalah
ini. Hal ini mengarah pada situasi di mana banyak istri
tidak mendapatkan nafkah ‘“ddah (s3) dan mut ah (4s)
meskipun mereka seharusnya berhak. Banyak istri yang
bercerai menghadapi tantangan ekonomi yang berat
setelah perceraian, terutama jika mereka tidak memiliki
sumber pendapatan tetap atau dukungan finansial dari
keluarga. Dalam keadaan seperti ini, natkah “ddah (33)
dan mut’ah (423%) seharusnya berfungsi sebagai jaminan
minimal untuk membantu mereka memulai kehidupan
baru setelah perceraian.

Melihat dari permasalahan tersebut, hakim
memiliki opsi untuk menggunakan hak ex-officio-nya
demi memastikan pemenuhan hak-hak istri. Hak ex-officio
adalah hak yang dimiliki hakim untuk mengambil
keputusan yang berbeda dari apa yang diajukan dalam
gugatan, khususnya terkait dengan hak-hak ekonomi
perempuan setelah perceraian. ® Hal ini sesuai dengan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 yang menyebutkan bahwa
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara ex-officio
dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘iddah (33) terhadap
suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat

6 Bayu A Wicaksono, “Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan
Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian”, Hak Ex Officio Hakim
Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara

Perceraian (20/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, diakses 27
September 2024.



https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian

nusyuz (Pasal 41 huruf (¢) Undang-undang Perkawinan),
dalam pemeriksaan cerai gugat.” Namun, dalam putusan
tersebut, hakim tidak menggunakan haknya. Salah satu
alasan mengapa hak tersebut tidak digunakan mungkin
terkait dengan asas ultra petitum partium, yang
mengharuskan hakim untuk mengadili seluruh bagian
tuntutan dan melarangnya menjatuhkan putusan atas
perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari apa
yang diminta.?

Dalam kasus cerai gugat, di mana istri menjadi
pihak yang mengajukan perceraian, sering kali muncul
anggapan bahwa istri tidak berhak atas nafkah “ddah (3)
dan mut'ah (%%3%) karena mereka dianggap "meninggalkan"
suami. ® Pandangan ini tidak hanya keliru, tetapi juga
bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hukum
Islam tidak membedakan hak nafkah ‘ddah (33c) dan
mut'ah (43%) berdasarkan siapa yang mengajukan
perceraian, selama tidak ada bukti yang menunjukkan
bahwa istri bersalah atau nusyuz.

Pada saat yang sama, pengadilan agama juga
sering menghadapi dilema dalam menentukan besaran
nafkah ‘ddah (332) dan mut ’ah (%) yang layak bagi istri.
Faktor sosial-ekonomi suami dan istri, lama pernikahan,
serta kontribusi istri selama pernikahan sering kali menjadi
bahan pertimbangan dalam menentukan jumlah nafkah

7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006.

8 Hartini, “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam
Beracara di Pengadilan Agama”, Jurnal Mimbar Hukum, vol. 21, no.2, Juni 2009,
382.

® Rendra Widyakso, "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat”,
TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf, diakses 27
September 2024.
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‘iddah (3>) dan mut’ah (433%). Namun, tidak ada standar
yang pasti mengenai berapa besar nafkah “ddah (s) dan
mut’ah (%3%) yang seharusnya diberikan, sehingga
keputusan hakim sering kali Dbersifat subjektif.
Subjektivitas ini kerap kali mengarah pada ketidakadilan,
terutama bagi istri yang berada dalam posisi ekonomi yang
lebih lemah dibandingkan suami.

Selain itu, penting untuk memperhatikan dampak
psikologis dari perceraian terhadap istri. Perceraian bukan
hanya masalah legal, tetapi juga menyangkut aspek
emosional dan psikologis yang sering kali diabaikan.
Nafkah ‘ddah (s3) dan mut’ah (433%), dalam konteks ini,
dapat dilihat sebagai bentuk kompensasi emosional yang
membantu istri menghadapi transisi setelah perceraian.
Namun, jika hak ini tidak diberikan atau diabaikan, istri
dapat merasa semakin terluka dan kehilangan, baik secara
finansial maupun psikologis.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya
untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana nafkah
‘iddah (3) dan mut’ah (33%) dipahami dan diterapkan
dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Studi ini
berfokus pada Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds
sebagai contoh untuk menggali lebih lanjut mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan
terkait nafkah ‘ddah (33) dan mut’ah (43%). Dengan
menganalisis putusan tersebut, diharapkan penelitian ini
dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai
celah-celah hukum terkait hak-hak istri setelah perceraian.

Dengan meningkatnya jumlah perceraian di
Indonesia, terutama cerai gugat, semakin penting untuk
memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dalam



proses perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki
mekanisme peradilan agama, terutama dalam hal
pelaksanaan hak nafkah ‘ddah (s3) dan mut’ah (43%) bagi
istri. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai
konsep dan penerapan nafkah %ddah (33c) dan mut’ah
(43%), diharapkan pengadilan agama dapat memberikan
putusan yang lebih adil dan konsisten.

Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan
kebijakan yang lebih baik dalam bidang hukum keluarga
Islam di Indonesia. Reformasi dalam sistem peradilan
agama sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-
hak perempuan, terutama dalam konteks perceraian, dapat
ditegakkan dengan adil dan efektif. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga
memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi
perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian.
Penelitian ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademisi,
tetapi juga bagi praktisi hukum, pengambil kebijakan, serta
masyarakat luas.

Oleh karena itu dari pembahasan di atas, penulis
tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Analisis
Nafkah ‘/ddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Gugat
Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor
1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.)”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ditarik
beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun
perumusan masalah yang akan dikemukakan dalam
penelitian skripsi adalah sebagai berikut:



1. Bagaimana penerapan nafkah ‘%ddah (s3) dan mut ’ah
(&%) cerai gugat dalam putusan nomor
1122/Pdt.G/2023/PA.Kds?

2. Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap
nafkah “ddah (3) dan mut’ah (333%) cerai gugat
dalam putusan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dan
kegunaan penulisan yang ingin dicapai penulis dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penulisan

a. Menganalisis penerapan nafkah ‘%ddah (33) dan
mut’ah (%3%) cerai gugat dalam putusan nomor
1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

b. Menganalisis tinjauan maslahah  mursalah
terhadap nafkah ‘iddah (s3) dan mut’ah (4:3%)
cerai gugat dalam putusan nomor
1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

2. Kegunaan Penulisan
a. Teoretis: Memberikan kontribusi akademis dalam

pengembangan hukum keluarga Islam, terutama
terkait hak-hak perempuan dalam perceraian.

b. Praktis: Menyediakan panduan bagi hakim,
pengacara, dan masyarakat mengenai penerapan
hukum nafkah “ddah (s3) dan mut’ah (43%)
dalam proses perceraian, sehingga memberikan
keadilan yang proporsional bagi pihak yang
bercerai.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan bagian dari etika ilmiah
yang berfungsi untuk memberikan informasi yang jelas



tentang sumber-sumber yang digunakan dan diteliti.

Sumber tersebut dapat diperoleh dari karya-karya yang

telah dipublikasikan maupun yang sebelumnya dibuat dan

harus relevan dengan tema yang akan dibahas.

Berdasarkan pengetahuan penulis, kajian terkait nafkah

‘iddah (3) dan mut ah (333%) telah banyak diteliti dengan

berbagai subjek, objek, dan permasalahan yang berbeda.

Beberapa di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sayyid Mubarraak
Ramzy (2023), Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas
Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
pada tahun 2023, dengan judul skripsi “Putusan Hakim
dalam Memutuskan Nafkah ‘/ddah dan Mut’ah
Terhadap Istri Nusyuz’. Hasil dari penelitian ini
bahwa, pemberian nafkah ‘ddah dan mut’ah juga
didasari pada perundang-undangan yaitu pasal 149
huruf b KHI dan pasal 160 KHI. Hakim juga
mempertimbangkan pula dari segi sosiologis, di mana
pemberian nafkah tersebut diberikan atas dasar rasa
keadilan serta melindungi hak-hak istri dari akibat
perceraian. '© Persamaan dengan penelitian yang
dilakukan penulis yaitu sama-sama berfokus pada
putusan hakim mengenai nafkah %ddah (3%) dan
mut’ah (%), Sedangkan yang membedakan yaitu
terkait istri yang nusyuz. Dalam penelitian yang
dilakukan penulis bahwa istri tidak melakukan nusyuz.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kabila Ahmadi Romli
Al Idrus (2020) dalam skripsi yang berjudul “Nafkah

10 Sayyid Mubarraak Ramzy, “Putusan Hakim dalam Memutuskan Nafkah ‘Iddah
dan Mut’ah Terhadap Istri Nusyuz’, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
2023), v.
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‘lddah dan Mut’ah Bagi Istri cerai Gugat Perspektif
Fikih Madzhab Syafi’i: Studi Putusan Nomor:
854/Pdt.G/2010/PA.Pas”. Hasil penelitian ini bahwa
analisis madzhab Syafi'i mengenai putusan tersebut
terdapat dua poin: a) Pertimbangan Hakim yaitu istri
(Penggugat) telah melakukan nusyuz dikarenakan
perbuatan Penggugat, yaitu Majelis menolak gugatan
natkah ‘ddah dan telah sesuai dengan konsep
madzhab Syafi'i. b) Mengenai nafkah mut ’ah putusan
Majelis Hakim kontra dengan putusan tentang nafkah
‘iddah. Tstri ketika dalam keadaan nusyuz maka istri
telah batal untuk mendapatkan hak-hak nafkah dari
bekas suaminya baik nafkah ‘ddah maupun mut ’ah.**
Penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan
yang akan diteliti oleh penulis, yaitu mut’ah bagi istri
cerai gugat. Sedangkan, yang membedakan dengan
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu
fokus penelitian. Penulis berfokus pada analisis makna
mut’ah (335%) dan ‘iddah (33) dalam perspektif Islam
lebih khusus maslahah mursalah, sedangkan penelitian
yang dilakukan oleh saudara Kabila berfokus pada
Mut’ah cerai gugat perspektif Madzhab Syafi’i.

Jurnal yang disusun oleh Taufiq Fathur Rouzie Saragih,
dkk. (2021) yang berjudul “Hukum Natkah Mut’ah
Dan [Idah Istri Dalam Perkara Khu/u’ (Analisis
Terhadap SEMA No.3 Tahun 2018 Tentang Pemberian
Nafkah ‘/ddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai

11 Kabila Ahmadi Romli, “Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Bagi Istri cerai Gugat

Fikih Madzhab Syafi’i: Studi Putusan Nomor:

854/Pdt.G/2010/PA.Pas”, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020),
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Gugat)”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pada
perkara khulu’, istri tidak memiliki hak untuk
mendapatkan nafkah ‘%ddah dan mut'ah baik itu
menurut figh maupun hukum perkawinan Islam di
Indonesia. Salah satu bunyi SEMA No.3 Tahun 2018
adalah “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap
istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor
3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri
dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan
nafkah ‘ddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”,
sehingga memberikan kesempatan bagi wanita yang
mengguat cerai suaminya untuk mendapatkan hak-
haknya sebagai mantan isteri yang harus ditunaikan
mantan suaminya dengan syarat tidak terbukti
nusyuz. ** Dalam jurnal tersebut fokus penelitian
terletak pada analisis terhadap SEMA No.3 Tahun
2018, sedangkan penelitian penulis berfokus pada
analisis terhadap putusan perkara cerai gugat.

4. Jurnal yang disusun oleh Khairun Inauah Aliah, dkk.
yang berjudul “Implikasi dalam Pemberian Nafkah
‘lddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di
Pengadilan Agama Makassar Kelas [A”. Jurnal ini
membahas tentang nafkah ‘ddah dan nafkah mut’ah
dalam Islam pada intinya ada yang mewajibkan dan
ada pula yang mengganggap sunnah. Adapun
persperktif Hakim Pengadilan Agama Makassar

2 Taufiq F.R.S, Sahmiar P., Adlin B. S., “Hukum Nafkah Mut’ah Dan Idah Istri
Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang
Pemberian Natkah /ddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat)”, AI-Mashlahah
Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, vol.10, no.1, April 2022, 226.
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terkait dengan pemberian natkah ‘ddah dan mut’ah
pada dasarnya sejalan dengan yang diungkapkan oleh
para ulama dalam Islam yang juga mewajibkan
keduanya. Implikasi pemberian nafkah %ddah dan
natkah mut’ah kepada mantan istri yang ditalak oleh
suaminya, bertujuan untuk memberikan keadilan,
kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan.*® Fokus
penelitian dalam jurnal di atas yaitu tentang cerai talak,
di mana pengajuan cerai oleh suami. Berbeda dengan
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu
tentang cerai gugat, di mana pengajuan cerai oleh istri.
5. Muhammad Yusuf Siregar dalam penelitian jurnalnya
yang berjudul “Hak Mut’ah dan Natkah ‘/ddah Dalam
Perkara Cerai Gugat (Study Putusan Pengadilan
Agama Rantauprapat)”. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, pertama Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak
memberikan pengaturan mengenai hak mut’ah,
memberi nafkah “ddah, maskan dan kiswah kepada
bekas isteri selama dalam ‘ddah dalam perkara cerai
gugat (perceraian atas kehendak / pengajuan istri).
Kedua, pada praktek hukum tentang Pemberian Hak
Mut’ah Dan Nafkah ‘/ddah Dalam Perkara Cerai
Gugat di Pengadilan Agama Rantauprapat salah
satunya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama
Rantauprapat Nomor: 1152/Pdt.G/2020/PA-RAP yang
mana didalam putusan tersebut memberikan
kewajiban kepada suaminya memberikan hak mut’ah,

13 Khairun I.A., Lomba Sultan, Fatimah, “Implikasi Dalam Pemberian Nafkah
Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar
Kelas 1a”, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, vol.8, no. 2,
November 2021, 99.
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memberi nafkah ‘ddah , maskan dan kiswah kepada
bekas isteri selama dalam ‘iddah.** Jurnal ini memiliki
kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh
penulis, yaitu berfokus pada hak mut’ah (333%) dalam
perkara cerai gugat. Sedangkan yang membedakan
dengan penelitian penulis yaitu hasil putusan hakim.
Dalam jurnal di atas putusannya tertulis memberikan
kewajiban kepada suaminya untuk memberikan hak
mut’ah, memberi nafkah ‘ddah (33), maskan dan
kiswah kepada bekas isteri selama dalam “ddah (3x).
Sedangkan dalam putusan yang akan diteliti penulis
bahwa istri tidak mendapatkan nafkah “ddah (33) dan
hak mut’ah (35%).
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis
normatif yang bertujuan menganalisis terhadap
persoalan dalam kajian ini, dengan menggunakan
asas-asas hukum, norma, dan pemikiran dalam ilmu
hukum.
2. Sumber Data
a. Data primer
Sumber data primer adalah bahan-bahan
yang mempunyai kekuatan hukum di masyarakat
yang mencakup norma-norma, atau kaidah dasar,
peraturan dasar, peraturan perundang-undangan,
bahan yang dikodifikasi, dan yurisprudensi.

14 Muhammad Yusuf Siregar, “Hak Mut’ah dan Nafkah ‘Tddah Dalam Perkara
Cerai Gugat (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat)”, Jurnal Illmiah
“Advokasi”, vol.10, no.2, September 2022, 106.
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Adapun data primer yang digunakan dalam

penulisan ini adalah:

1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

3) SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.

4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor
KMA/032/SK/IV/2006.

5) Putusan Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek
penelitian. Data ini dikumpulkan melalui berbagai
sumber lain, baik secara lisan maupun tertulis,
seperti wawancara dengan hakim atau informasi
yang diperoleh dari buku dan kitab undang-
undang yang relevan dengan isu nafkah “ddah (s3c)

dan mut ’ah (43%).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti
adalah Pengadilan Agama Kudus. Pemilihan lokasi ini
didasarkan pada fakta bahwa putusan yang menjadi
objek penelitian merupakan putusan dari Pengadilan
Agama Kudus. Selain itu, peneliti juga melakukan
wawancara dengan hakim di lembaga tersebut untuk
mendukung pengumpulan data.
Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
metode studi kepustakaan (library research) dan
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wawancara dengan hakim. Prosesnya meliputi
pengumpulan berbagai data, buku, dan sumber tulisan
lainnya, serta melakukan wawancara dengan hakim.
Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah
membaca, memahami, dan menyusun hasil
wawancara ke dalam bentuk narasi.
5. Teknik Analisis Data
Data dianalisis dengan mendeskripsikan
secara jelas dan mengolah isinya melalui metode
analisis dokumen. Selanjutnya, data tersebut
diinterpretasikan menggunakan bahasa peneliti sendiri,
sehingga dapat diperoleh jawaban yang rinci terkait
pokok permasalahan yang diteliti. Dalam proses
penulisan, peneliti berpedoman pada buku “Pedoman
Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Walisongo.”
F. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian ini, akan dibagi menjadi lima
bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan: pada bab ini berisi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan,
telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika
penulisan.
BAB II Landasan Teori: pada bab ini berisi teori tentang
nafkah “ddah (3) dan mut’ah (%) dalam perspektif
hukum Islam (mas/ahah mursalah) dan hukum positif.
BAB III Data Penelitian: pada bab ini berisi data dan
informasi mengenai gambaran umum Pengadilan Agama
Kudus, pertimbangan hukum, dan hasil wawancara dengan
hakim di Pengadilan Agama Kudus.
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BAB 1V Hasil Penelitian dan Pembahasan: bab ini
merupakan hasil penelitian dan pembahasan pada literatur
dan data yang telah diperoleh penulis. Pada bab ini
merupakan inti dari penelitian di mana akan disajikan
analisis dan tinjauan maslahah mursalah terhadap nafkah
‘iddah (3>) dan mut’ah (433%) cerai gugat dalam putusan
nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

BAB V Penutup: pada bab ini berisi kesimpulan hasil
penelitian dan pembahasan, saran-saran, serta kata
penutup.



BAB 11
LANDASAN TEORI

A. Nafkah ‘Iddah (5) dan Mut’ah (%5%)
Naftkah ‘/ddah (3)

1.

a.

Pengertian

Nafkah ‘“ddah (33) terdiri dari dua kata,
yaitu nafkah dan %ddah (33). Nafkah merujuk
pada kata Rl yang berarti biaya, belanja,
pengeluaran uang *°, di mana suami memiliki
kewajiban untuk menyediakan rezeki dan bekal
hidup sehari-hari bagi istrinya. Sedangkan
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
nafkah diartikan sebagai biaya untuk kebutuhan
hidup atau pendapatan yang diterima. Selain itu,
nafkah juga dapat diartikan sebagai bekal untuk
kehidupan sehari-hari, termasuk rezeki.® Dalam
konteks ini, nafkah merujuk pada uang yang
diberikan oleh suami kepada istrinya untuk
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Sementara itu, kata “ddah (s>) berasal
dari kata "%" yang berarti menghitung atau
hitungan.!” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), ‘iddah (3) diartikan sebagai masa
tunggu bagi seorang wanita sebelum menikah lagi
setelah suaminya meninggal atau setelah berpisah

15 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya:
Pustaka Progresif, 2002), cet. 20, 1449.

16 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),
cet. 3, 770.
Y7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Kencana, 2009), 303.
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(perceraian), baik itu cerai hidup maupun cerai
mati.?® Dengan demikian, seorang wanita yang
masih dalam masa “ddah (3) belum diizinkan
menikah lagi setelah berpisah dari suaminya, baik
karena perceraian melalui talak maupun karena
kematian suami sampai dengan selesainya masa
‘iddah (s). Jika wanita tersebut sedang hamil,
maka ‘iddah (32) berlanjut sampai ia melahirkan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan
bahwa nafkah %ddah (3x) diartikan sebagai
tunjangan yang diberikan selama masa 7ddah (3)
oleh mantan suami setelah perceraian. Dengan
kata lain, nafkah <ddah (33) adalah bentuk
dukungan finansial yang diberikan seorang pria
kepada mantan istrinya berdasarkan putusan
pengadilan terkait perceraian mereka. 1° Hal
tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan
kebutuhan hidup mantan istri selama masa tunggu.
Pemberian nafkah ini mencakup kebutuhan pokok,
seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian,
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dasar Hukum

Dalam hukum Islam, para fugaha sepakat
bahwa perempuan yang sedang menjalani masa
‘iddah (3:) setelah talak raj’i masih memiliki hak
untuk menerima nafkah dan tempat tinggal. Hal
yang sama juga berlaku bagi perempuan yang

18 Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

19 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),
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sedang hamil, berdasarkan firman Allah SWT
dalam Q.S. At-Talaq ayat 6 yang mengatur hak-
hak istri yang diceraikan dalam keadaan raj’7 dan
mereka yang diceraikan saat sedang hamil.

:fiaw\dﬁ_’ Yj(v; wowg / ’:. o ?/zfigfg/a"
Lr e

L;-" ol ~ ‘o... G J»:;' &Jj‘ ufd g /i// P?-:f. {/S
$sfor Lo- .
Gl s

“Tempatkanlah mereka (para Istri) di
mana  kamu  bertempat  tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan
Jika mereka (istri-istri yang sudah di talag) itu
sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
Nafkahnya hingga mereka bersalin.”® (Q.S. 65
[At-Talag]:6)

Nafkah ‘/ddah (33) dalam Figh

Dalam membahas nafkah “ddah (33) dan
durasi ‘ddah (33) bagi perempuan, penting untuk
memahami perbedaan jenis talak, terutama
berkaitan dengan hak suami untuk merujuk selama
masa ‘ddah (33). Misalnya, dalam hukum Islam,
talak raj’7 memungkinkan suami untuk kembali
kepada istri selama masa “ddah (sx). Selama
periode ini, istri berhak atas tempat tinggal,
pakaian, dan nafkah yang wajib diberikan oleh
suami sesuai kesepakatan ulama dan ketentuan
yang tertulis dalam firman Allah SWT.

2 Depag RI, Al-Qur’'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004),

1090.
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Lol 3501 81 G5 13 a3, S 248580
“Dan suami-suaminya berhak
merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka
(para suami) menghendaki ishlah. ! (Q.S. 2 [Al-
Bagqarah]:228)

Jika ditelaah berdasarkan ayat tersebut,
dapat dipahami bahwa seorang suami yang
menceraikan istrinya dengan talak satu atau dua
belum  sepenuhnya  memutuskan  ikatan
perkawinan mereka. Oleh karena itu, selama masa
‘iddah (33) talak raj’i, seorang wanita yang
diceraikan masih dianggap sebagai istri. Meskipun
kewajiban suami tidak sepenuhnya terpenuhi, hak-
hak tertentu bagi istri tetap ada, seperti hak atas
tempat tinggal, pakaian, dan biaya hidup selama
masa ‘iddah (s).

Pada konsep talak ba'in, terdapat dua jenis:
talak ba'in sugra dan talak ba'in kubra. Talak ba'in
sugra menyebabkan perpisahan di mana suami
tidak dapat kembali kepada mantan istrinya
kecuali melalui pernikahan baru dengan mahar
baru. Sedangkan talak ba'’in kubra memiliki
konsekuensi yang lebih besar. Dalam kasus talak
ba'in kubra, jika suami ingin rujuk, pernikahan
baru harus dilangsungkan dengan syarat istri telah
menikah dengan pria lain (muhallil), melakukan
hubungan suami-istri, dan menyelesaikan masa
‘iddah (33) nya. Proses ini wajib diikuti untuk

2 [bid., 200.
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memulihkan ikatan pernikahan setelah talak ba'in
kubra, sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Selain itu, istri yang ditalak sebelum
melakukan hubungan suami istri, ia tidak memiliki
masa ‘iddah (3>), namun berhak menerima
mut’ah (pemberian) dari mantan suami. Jika
mantan istri tidak hamil dalam dua belas bulan
terakhir, haknya hanya sebatas tempat tinggal.
Namun, jika ia hamil, maka ia juga berhak
menerima nafkah selama masa kehamilannya.

Para fugaha memiliki perbedaan pendapat
mengenai nafkah ‘iddah (33) bagi istri yang
menjalani “ddah (33<) akibat talak ba’in. Menurut
pandangan mazhab Hanafi, wanita tersebut berhak
mendapatkan nafkah, baik sedang hamil maupun
tidak, asalkan dia tetap tinggal di rumah yang
disediakan oleh suaminya selama masa ‘iddah
(33).%2 Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika
wanita tersebut tidak hamil, dia hanya berhak atas
tempat tinggal, tetapi jika hamil, dia berhak atas
nafkah dalam bentuk apapun, dan hak tersebut
tidak hilang meskipun dia keluar dari rumah
karena nafkah itu ditujukan untuk bayi yang
dikandungnya. Mazhab Syafi’i dan Hambali
menyatakan bahwa wanita yang tidak hamil tidak
berhak atas nafkah %ddah (33) maupun tempat
tinggal, namun jika hamil, dia berhak atas nafkah
dalam bentuk tempat tinggal dan lainnya. Mazhab

22 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, terj. Masykur A.B. dkk.,
(Jakarta: Lentera, 2004), cet. 12, 401.
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Syafi’i menambahkan bahwa hak atas nafkah
‘iddah (33) akan hilang jika wanita tersebut
meninggalkan rumah tanpa alasan mendesak.
d. Nafkah 7ddah (33) dalam Hukum Positif
Suami memiliki kewajiban  untuk
memberikan nafkah “7ddah (33) kepada istri yang
diceraikannya sebagaimana diatur dalam Pasal
149 huruf (b) KHI. Pasal tersebut menyatakan
bahwa apabila perkawinan berakhir karena talak,
suami harus memberikan nafkah, tempat tinggal
(maskan), dan pakaian (kiswah) kepada mantan
istri selama masa ‘ddah (33), kecuali jika istri
telah dijatuhi talak ba'in, berstatus nusyuz, atau
tidak sedang hamil. 2* Ketentuan ini
mencerminkan tanggung jawab suami dalam
memastikan bahwa istri tidak mengalami kesulitan
ekonomi setelah perceraian, khususnya selama
masa ‘iddah (33=) yang merupakan periode transisi
sebelum hubungan perkawinan benar-benar
berakhir. Kewajiban tersebut juga menunjukkan
komitmen hukum Islam terhadap perlindungan
hak-hak perempuan meskipun perkawinan telah
berakhir.

Dalam Pasal 152 KHI dijelaskan bahwa
“Mantan istri berhak menerima natkah ‘ddah dari
mantan suaminya, kecuali jika dia terbukti
nusyuz.”?* Ketentuan ini menggarisbawahi prinsip
keadilan dalam memberikan nafkah ‘ddah (33),
yaitu bahwa hak tersebut hanya diberikan kepada

23 Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.
24 Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.
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istri yang tidak melanggar kewajibannya selama
masa perkawinan. Nusyuz dianggap sebagai
tindakan yang menghilangkan hak istri terhadap
perlindungan finansial dari suaminya. Ini
menunjukkan bahwa terdapat beberapa hak bagi
seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya,
yaitu mut'ah dan nafkah “Gddah ().

Sedangkan untuk menentukan besaran
nafkah tersebut masih belum jelas. Hal ini dapat
dilihat dari Pasal 80 Ayat 2 KHI, yang
menyebutkan bahwa “Suami berkewajiban
melindungi istrinya dan memenuhi segala
kebutuhan hidup dalam rumah tangga sesuai
dengan kemampuannya.” % Ketentuan ini
memberikan fleksibilitas dalam menentukan
besaran nafkah, yang disesuaikan dengan
kemampuan finansial suami. Dalam praktiknya,
besaran nafkah sering kali diserahkan pada
kebijakan hakim yang mempertimbangkan bukti
kemampuan ekonomi suami, seperti penghasilan,
aset, atau tanggungannya.

Selain itu, ketentuan mengenai masa
tunggu juga diatur dalam Pasal 153 KHI, dan
kewajiban suami untuk memberi natkah ‘iddah
(%) akan gugur jika istri dinyatakan dalam
kondisi nusyuz. Hal ini menegaskan bahwa hak
natkah ‘iddah (s3) tidak bersifat mutlak,
melainkan bergantung pada perilaku istri selama
masa perkawinan berlangsung. Nusyuz dipandang
sebagai pelanggaran terhadap kewajiban istri,

%5 Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
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yang membuatnya kehilangan hak tersebut.

Ketentuan ini menghubungkan antara perilaku

istri dan tanggung jawab suami, menciptakan

hubungan hak dan kewajiban yang saling terkait.
Adapun istri bisa dikatakan nusyuz
berdasarkan pengaturan tentang nusyuz dalam

Pasal 84 KHI, sebagai berikut:?

1) “Istri dapat dianggap nusyuzjika ia tidak mau
melaksanakan kewajiban kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1)
kecuali dengan alasan yang sah.” Ini
menunjukkan  bahwa tindakan  nusyuz
meliputi penolakan terhadap kewajiban utama
istri, seperti taat kepada suami dalam hal yang
sah, dan menjaga kehormatan suami serta
keluarga.

2) “Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami
terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat
(4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal
untuk kepentingan anaknya.” Ketentuan ini
membatasi  kewajiban suami, sehingga
tanggung jawab finansial hanya berlaku untuk
kepentingan anak, bukan istri yang nusyuz.

3) “Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di
atas berlaku kembali sesudah istri tidak
nusyuz.” Dengan kata lain, jika istri berhenti
melakukan perbuatan nusyuz dan kembali
memenuhi kewajibannya, hak-haknya akan
dipulihkan, termasuk nafkah dari suami.

%6 Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.
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4) “Ketentuan tentang ada atau tidak adanya
nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti
yang sah.” Ketentuan ini menggarisbawahi
pentingnya pembuktian yang adil dan objektif
dalam menentukan status nusyuz. Hal ini
untuk mencegah penyalahgunaan nusyizyang
dapat merugikan pihak istri.

e. Implikasi Nafkah ‘7ddah (3) Pada Perkara Cerai

Gugat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor:

KMA/32/SK/1V/2006 mengatur tentang

penetapan kewajiban nafkah “ddah (s3) terhadap

suami dalam perkara cerai gugat, menyebutkan
bahwa:?’

1) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah
secara ex-officio dapat menetapkan kewajiban
natkah ‘“ddah terhadap suami, sepanjang
istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz
(Pasal 41 huruf (c¢) Undang-undang
Perkawinan), dalam pemeriksaan cerai gugat.

2) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah
sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui
jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang
jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan
pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan
dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah
madiyah, natkah ‘ddah dan nafkah anak.

27 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/32/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan
Tugas Dan Administrasi Pengadilan.
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Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman
atau kekerasan suami, Hakim secara ex-officio
dapat menetapkan natkah ‘iddah (/il istibra).
Berdasarkan ketentuan di atas, maka
dapat diketahui bahwa dalam perkara cerai gugat
Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah
secara ex-officio dapat menetapkan kewajiban
nafkah ‘ddah (33) terhadap suami sepanjang istri
tidak terbukti nusyuz. Ketentuan ini memperkuat
perlindungan hukum terhadap perempuan,
khususnya dalam hubungan perkawinan yang
berakhir dengan perceraian. Hakim tidak hanya
bertugas memutuskan perkara, tetapi juga
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-
hak finansial istri yang sah diakui dan dipenuhi.
Dengan  adanya  kewenangan  ex-officio,
pengadilan dapat memastikan bahwa tidak ada
pihak yang dirugikan, khususnya istri yang berada
dalam posisi rentan akibat perceraian.
2. Mut’ah (335)
a. Pengertian
Kata mut'ah (3% atau bisa juga dibaca
mit’ah (%), berasal dari kata al-mata, yang
berarti sesuatu yang menyenangkan. Mut "ah (4x3%)
merujuk pada materi atau pemberian yang
diberikan oleh suami kepada istri yang
diceraikannya, baik melalui talak maupun
perceraian serupa, dengan memenuhi syarat-syarat
tertentu. Definisi lain yang sejalan menyatakan
bahwa mut ’ah (423%) adalah sesuatu yang diberikan
oleh suami kepada istri sebagai bentuk
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penghiburan selain nafkah, disesuaikan dengan
kemampuan suami.?® Dengan demikian, mut'ah
(433%) merupakan pemberian dari seorang suami
kepada istrinya yang telah diceraikan, yang dapat
berupa uang, pakaian, atau bentuk bantuan lainnya
sebagai penghormatan dan dukungan kepada
istrinya, serta untuk mengurangi dampak buruk
dari perceraian yang dijatuhkan.

Mut’ah (%3%) adalah suatu ketentuan
syar’i yang berfungsi sebagai kompensasi akibat
penyalahgunaan hak talak. Suami yang
menjatuhkan talak diwajibkan memberikan
mut’ah  (43%) agar tidak  sembarangan
menjatuhkan talak, kecuali dalam keadaan yang
benar-benar mendesak. Pemberian mut’ah (3x5%)
ini juga bertujuan untuk menjaga nama baik istri
dan melindunginya dari prasangka buruk yang
mungkin timbul dari pihak lain yang tidak
bertanggung jawab.

Muhammad Abduh, seperti dikutip oleh
Abd al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur,
berpendapat bahwa talak merupakan tindakan
yang rendah dan sering kali tidak diinginkan oleh
suami. Namun, ada kondisi yang memaksa suami
untuk menceraikan istrinya. Oleh karena itu,
suami diwajibkan memberikan mut’ah (4x%)
sebagai bentuk penebusan, guna menghapuskan

28 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih al-Usrah al-Muslimah, Fikih Keluarga, terj. M.
Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), 72.
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kerendahan tersebut.?’ Mut’ah (3x5%) diibaratkan
sebagai saksi yang membersihkan nama istri.
Allah SWT menetapkan pemberian mut ’ah (3x5%)
ini untuk meredakan sakit hati, agar suami dan
masyarakat lebih bisa mentolerir perceraian. Oleh
sebab itu, sebagian ulama figih mewajibkan
pemberian mut’ah (4335) kepada istri yang
diceraikan sebelum terjadi hubungan. Jika suami
memberikan mut’ah (333%) yang pantas kepada
istrinya, prasangka buruk dapat hilang dengan
sendirinya.
b. Dasar Hukum

Islam kembali menegaskan perhatian dan
penghargaan terhadap kedudukan wanita dengan
memberikan hak mut’ah (433%) yang diberikan
ketika suami menceraikan istrinya. Seperti dalam
QS. Al-Baqarah: 241.

G e s Sl ps ezl

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan
(hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah
menurut yang ma ruf, sebagai suatu kewajiban
bagi orang-orang yang takwa.”* (Q.S. 2 [Al-
Baqgarah]:241)

Ayat tersebut menekankan kesesuaian
dengan Hukum Islam terkait natkah setelah masa
‘iddah (s3) berakhir. Mut'ah (%) juga diartikan
sebagai sesuatu yang memberikan manfaat atau

29 Rudi, “Hak Istri Terhadap Mahar dan Mut ah Pasca Perceraian Dalam Nikah
Tafwidh (Studi Analisis Pemikiran Imam Asy-Syafi’i)”, Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (Riau, 2015), 91.

30 Depag RI, AI-Qur’an , 204.
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kesenangan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat
disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut'ah (333%)
dari suami kepada istri yang telah diceraikan
adalah untuk menghibur dan menyenangkan hati
istri, sekaligus sebagai bekal hidup bagi mantan
istri. Selain itu, pemberian mut'ah (333%) juga
bertujuan untuk menjaga perasaan wanita dan
menghilangkan kekhawatiran akan penghinaan
dari pihak pria terhadapnya.®

Jika seorang suami menceraikan istrinya
sebelum mereka berhubungan dan sebelum mahar
ditentukan, suami berkewajiban memberi mut’ah
(433%) sebagai kompensasi atau bentuk pemberian
kepada istri. Inilah yang dimaksud dengan
"melepas dengan baik." Hal ini sesuai dengan
firman Allah Swt. dalam QS. Al-Ahzab: 49.

& 3@/ &’; 0, o &1 % 5 A 0'& ST
Se EAREll B i 5SS T ) T
L P L R SR < SN PO ROl ¥ SR~
ujubwg%wu.g.g&vgjw&wd\&

7o A RV E R

ea 5L SR fagaces

“Hai orang-orang yang beriman, apabila
kamu menikahi perempuan-perempuan yang
beriman, kemudian kamu ceraikan mereka
sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali
tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu
minta menyempurnakannya, maka berilah mereka
mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara

yang sebaik-baiknya.”** (Q.S. 33 [Al-Ahzab]:49)

31 Rahman Ghazaly, Figih Munakahat, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003),

92-93.

32 Depag RI, AI-Qur’an, 820.
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Selain itu, mut’ah (433%) sebagai bentuk
penghiburan yang diberikan sesuai dengan
kemampuan suami, sebagaimana dinyatakan
dalam firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat
236:

FE TN RERA e HI2 Q\VQL:—CLZLY
PEE M@N‘J&& i b 13 38
Seidl Je G uj;,db Bl 535 a4

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar)
atas kamu, jika kamu menceraikan istri- istrimu
sebelum kamu bercampur dengan mereka dan
sebelum kamu menentukan maharnya. Dan
hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian)
kepada mereka. Orang yang mampu menurut
kemampuannya dan orang yang miskin menurut
kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut
yang patut. Yang demikian itu merupakan
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat
kebajikan. " (Q.S. 2 [Al-Bagarah]:236)

Terdapat dua syarat yang mewajibkan
pemberian mut’ah (%%) kepada istri yang
diceraikan:

1) Perceraian  terjadi sebelum adanya
percampuran dan penyebutan mahar.

2) Dalam konteks tertentu, kata ‘3’ pada ayat
dapat bermakna pengecualian, yaitu jika
suami telah menyebutkan mahar, maka ia
tidak wajib memberi mut’ah (%%). Namun,
jika perceraian terjadi sebelum adanya

33 Ibid., 202.
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hubungan, dan suami telah menyebutkan
maharnya, ia wajib membayar separuh mahar
yang telah ditetapkan. Jika mahar belum
disebutkan, maka tidak ada kewajiban bagi
suami untuk memberikan apa pun kepada
istri.®
c. Mut’ah (333%) dalam Hukum Islam
Dalam figih klasik, para imam mazhab
memberikan  berbagai  pandangan tentang
kewajiban pemberian mut’ah (333%) oleh suami
kepada istri yang dicerai. Mazhab Syafi’i, Hanafi,
dan Hambali sepakat bahwa mut ah (33%) adalah
harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri
yang diceraikan, dengan beberapa syarat tertentu.
Berbeda dengan pandangan tersebut, mazhab
Maliki melihat mut’ah (43%) sebagai kebaikan
yang dianjurkan untuk perempuan yang diceraikan,
disesuaikan dengan kemampuan finansial suami.
Mazhab Maliki juga berpandangan bahwa mut ’ah
(4i%) tidak wajib diberikan, melainkan sunnah
yang didasarkan pada akhir ayat Surat Al-Baqarah
ayat 236 Ciwdl e G (Hal itu merupakan
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat
kebajikan).® Dalam menafsirkan penggalan ayat
di atas, Imam Malik berpendapat bahwa ayat
tersebut merujuk pada orang-orang yang memiliki
sifat dermawan dan berbuat kebajikan. Hal-hal

34 Abd al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, Hukum-hukum dari Al-Qur’an
dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari’at, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003),
175.

3> Depag RI, AI-Qur’an , 202.
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yang berkaitan dengan kemurahan hati dan
kebaikan dianggap sebagai perbuatan yang
dianjurkan, bukan sebagai kewajiban.*®

Imam  Syafi'i menetapkan  syarat
pemberian mut'ah (423%) oleh suami kepada istri
yang ditalaknya dengan dua pendapat. Pertama,
dalam pendapatnya pada gau/ gadim, Imam Syafi'i
menyatakan bahwa pemberian mut'ah (433%)
setelah pernikahan yang telah dijalani adalah
sebuah anjuran, bukan kewajiban, karena
perkawinan telah berlangsung sesuai ketentuan,
dan istri telah menerima maharnya dengan
sempurna. Kedua, dalam gqaul jadid, beliau
berpendapat bahwa mut'ah (4x3%) wajib diberikan
kepada setiap istri yang diceraikan jika perceraian
berasal dari pihak suami, kecuali bagi istri yang
telah ditentukan maharnya namun dicerai sebelum
digauli. Pendapat ini didukung oleh tokoh-tokoh
sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin
Khattab, serta putra mereka, Hasan bin Ali dan
Abdullah bin Umar, yang berpandangan sama
dengan Imam Syafi'i.>’

Adapun Imam Hanafi membagi hukum
pemberian mut’ah (4%) dalam tiga jenis, antara
lain:

1) Wajib, yaitu ketika istri ditalak sebelum
berhubungan  suami-istri  dan  belum
ditentukan maharnya.

36 M. Bagir Al-Habsyi, Figih Praktis, (Bandung: Mizan, 2002), 231-232.

37 Ibid., 230.
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2) Sunnah, untuk istri yang ditalak setelah
berhubungan tetapi maharnya  belum
ditentukan. Dalam hal ini, istri berhak
menerima mahar misil.*® Pemberian mut’ah
(4i%) dimaksudkan agar perceraian berjalan
dengan baik, sesuai perintah Allah.

3) Sunnah Muakkad, untuk istri yang ditalak
setelah berhubungan dan maharnya sudah
ditentukan. Pemberian mut’ah (%%) dalam
kasus ini berarti menyelesaikan perceraian
secara baik dan terhormat.

Syariat tidak secara eksplisit menentukan
besaran mut’ah (%), sehingga hal ini menjadi
ruang bagi ijtihad yang harus diserahkan kepada
hakim, mirip dengan perkara lain yang
memerlukan pertimbangan khusus. Mut ah (433%)
yang dianggap layak dan wajar pada satu zaman
bisa jadi tidak sesuai di zaman lain, demikian pula
antara satu tempat dengan tempat lainnya.
Menurut ulama Syafi’iyah, meskipun mut ‘ah (4334)
tidak memiliki ukuran pasti, disarankan untuk
tidak kurang dari 30 dirham atau nilai setara.
Besaran mut’ah (%4) sebaiknya tidak melebihi
mahar misi/ dan idealnya tidak lebih dari setengah
mahar misil. ¥ Sedangkan dalam pandangan
ulama Hanafiyah, jumlah mut ah (423%) yang wajib

3 Mahar misi/ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata
misil yang berarti maskawin yang tidak ditentukan jumlahnya (kadarnya) pada
waktu melakukan akad nikah.

39 Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, “Pemberian Mu¢’ah dan Nafkah
‘lddah Dalam Perkara Cerai Gugat”, Jurnal Studi Islam, vol.21, no.1, Juni 2020,
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diberikan kepada istri berupa pakaian wanita yang
lengkap, dengan batas tertinggi tidak melebihi
setengah mahar mi$il/, dan batas terendahnya tidak
kurang dari lima dirham.

Dalam ijtihad mengenai besaran mut’ah
(4%), hakim dianjurkan mempertimbangkan
kondisi keuangan suami, apakah termasuk yang
berkecukupan atau sebaliknya. Ini sesuai dengan
firman Allah dalam QS. Al-Baqgarah ayat 236:

55 sath Jos 8 ostl o 2455

“Berikanlah mut’ah (pemberian) kepada
mereka. Yang mampu, menurut kemampuannya,
dan yang miskin menurut kemampuannya pula.”*
(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:236)

d. Mut’ah (433%) dalam Hukum Positif

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
secara umum mengatur tentang nafkah pasca
perceraian antara suami dan istri. Berdasarkan
Pasal 41 huruf ¢ UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, disebutkan bahwa pengadilan dapat
menetapkan kewajiban bagi mantan suami untuk
memberikan biaya hidup dan/atau menentukan
kewajiban lain bagi mantan istri.** Ketentuan ini
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
kepada mantan istri agar tetap memperoleh
jaminan finansial setelah perceraian. Tujuan dari
aturan ini adalah untuk memastikan bahwa
kebutuhan hidup mantan istri tetap terpenuhi,
terutama jika perceraian tersebut menimbulkan

40 Depag RI, AI-Qur’an , 202.
41 Pasal 41 huruf ¢ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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ketergantungan  ekonomi. Hal ini juga
mencerminkan upaya legislasi untuk menciptakan
keadilan sosial dalam hubungan pasca perceraian.

Selain itu, mut’ah (43%) juga diatur dalam
Pasal 149 (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini
memberikan dasar hukum yang jelas untuk
memastikan perlindungan finansial dan moral bagi
mantan istri setelah perceraian, khususnya dalam
konteks hukum Islam di Indonesia. Pasal 149 (a)
menetapkan bahwa jika perkawinan berakhir
dengan talak, mantan suami diwajibkan
memberikan mut ‘ah berupa uang atau barang yang
layak kepada mantan istri, kecuali jika perceraian
terjadi sebelum hubungan seksual (gabla ad-
dukhul). ** Ketentuan ini menunjukkan adanya
pembedaan  perlakuan  berdasarkan  status
hubungan suami istri, di mana hak mantan istri
terhadap mut’ah (“x3%) hanya berlaku jika ba’da
ad-dukhul. Dengan demikian, hukum
memperhitungkan tingkat kedekatan hubungan
yang telah terjalin dalam menentukan hak mantan
istri.

Ketentuan pemberian mut 'ah (4x3%) dalam
Pasal 158 mensyaratkan bahwa: (1) mahar belum
ditetapkan untuk istri setelah terjadi hubungan
seksual (ba’da ad-dukhul), dan (2) perceraian
diajukan oleh suami. “** Persyaratan ini
menekankan pentingnya keadilan dalam hukum

42 Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.
43 Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.
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Islam, dengan menegaskan bahwa tanggung jawab
mut’ah (%3%) lebih besar jika suami yang
memutuskan hubungan perkawinan dan ketika
belum ada mahar yang ditentukan. Ini berarti
mut’ah (43%) menjadi  bentuk kompensasi
finansial atas ketidakpastian yang mungkin
dialami oleh istri akibat perceraian.

Namun, Pasal 159 KHI menambahkan
bahwa mut'ah juga dapat diberikan tanpa
memenuhi syarat di Pasal 158. * Artinya,
pemberian mut'ah (%%) bisa bersifat wajib atau
sunnah. Mut'ah (355) wajib diberikan jika mahar
belum ditetapkan untuk istri setelah hubungan
terjadi dan perceraian atas permintaan suami. Di
luar ketentuan ini, mantan suami tetap dianjurkan
(sunnah) memberikan mut'ah (333%), meskipun
mahar telah ditetapkan atau perceraian terjadi atas
kehendak istri.  Pemberian mut'ah (%) ini
berfungsi sebagai bentuk penghiburan bagi istri
yang terluka akibat perceraian.

Pemberian mut’ah (%2%) adalah tindakan
baik yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk
penghargaan atas pengorbanan dan pengabdian
istri selama perkawinan. Besaran mut’ah (%)
yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan
istri diatur dalam Pasal 160 KHI, yang
menyatakan bahwa nilai mut ’ah harus disesuaikan

dengan kewajaran dan kemampuan suami.

44 Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam.
45 Heniyatun, Pemberian Mut ah, 48.
46 Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.
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Faktor yang dipertimbangkan meliputi bahwa
perceraian terjadi atas kehendak suami serta
lamanya waktu istri mendampingi dan mengabdi
selama perkawinan.

Implikasi Mut ah (4x3%) Pada Perkara Cerai Gugat

Mut’ah (33%) pada dasarnya berfungsi
sebagai dukungan emosional bagi istri yang
ditalak serta sebagai sarana menjaga hubungan
baik antara mantan suami dan istri setelah
perceraian. Pemberian mut’ah (423%) tidak hanya
bersifat material, tetapi juga berfungsi untuk
memperkuat tali silaturahmi meskipun hubungan
pernikahan resmi telah berakhir. Islam sangat
menganjurkan, bahkan mewajibkan agar suami
yang menikahi istri dengan baik juga berpisah
dengan cara yang baik, salah satunya melalui
pemberian mut’ah (4%). Namun, dalam kasus
perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat),
aturan mengenai mut’ah (%) tidak secara
eksplisit dibahas. Meski demikian, menurut
pandangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali,
disunnahkan bagi suami untuk memberikan
mut ’ah (43%) kepada istri yang telah digauli sesuai
kemampuannya.

Dalam  Kompilasi Hukum  Islam
disebutkan bahwa mut ah (%2is) diberikan kepada
istri sebagai konsekuensi cerai yang diajukan oleh
suami. Berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI,
apabila perkawinan berakhir karena talak, maka
suami wajib memberikan nafkah, tempat tinggal
(maskan), dan pakaian (kiswah) kepada istri
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selama masa ‘iddah.*” Namun, kewajiban ini tidak
berlaku jika istri telah dijatuhi talak ba’in,
dinyatakan nusyuz, atau tidak dalam keadaan
hamil. Oleh karena itu, apabila perceraian
diajukan oleh istri dan menghasilkan putusan talak
ba’in sugra, maka dapat digiyaskan bahwa
perempuan yang menggugat cerai suaminya tidak
berhak mendapatkan nafkah mut’ah (3x5%) dari
mantan suaminya, sebagaimana nafkah, maskan,
dan kiswah juga tidak diberikan dalam masa
‘iddah (33) nya.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
No. 03 Tahun 2018, poin 3 dari Hasil Pleno Kamar
Agama menyebutkan bahwa “Kewajiban suami
akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz
Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam
perkara cerai gugat dapat diberikan mut‘ah, dan
nafkah ‘/ddah sepanjang tidak terbukti nusyuz’.*®
Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa
perceraian tidak merugikan secara sepihak,
khususnya bagi perempuan yang berada dalam
posisi rentan. Dalam perkara cerai gugat,
meskipun istri yang mengajukan gugatan, ia tetap
memiliki hak untuk mendapatkan mut'ah (435)
sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi
atas kontribusinya dalam rumah tangga, kecuali

47 Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.
8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, poin 3 dari
Hasil Pleno Kamar Agama.
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jika istri terbukti nusyuz, yaitu melanggar
kewajiban pernikahan dengan alasan yang tidak
sah.

Jika istri yang mengajukan cerai gugat
bukanlah nusyuzr dan telah menjalankan
kewajibannya sebagai istri secara sempurna, ia
berhak memperoleh nafkah mut ah (3i%) sebagai
bentuk pelipur lara dan jaminan hidup untuk
kepentingan dirinya setelah perceraian, guna
meringankan beban kehidupannya. * Demi
melindungi  hak-hak  perempuan, konsep
pemberian mut ah (33%) kepada perempuan yang
menggugat cerai perlu direkonstruksi dengan
memperhatikan magasid syari’ah, yaitu tujuan
akhir syariat yang ditetapkan demi kemaslahatan
manusia, yang dapat bervariasi sesuai dengan
perubahan kondisi, waktu, dan tempat.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
memiliki kedudukan hukum yang diatur dalam
Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (UU MA). SEMA
dikategorikan sebagai bleidsregel atau aturan
kebijakan, yang digunakan oleh Mahkamah
Agung untuk memberikan arahan, petunjuk, atau
perintah operasional kepada pengadilan di
bawahnya. Fungsi utama SEMA adalah untuk
mengisi kekosongan hukum atau menjawab
kebutuhan akan kejelasan aturan yang belum
diatur secara rinci dalam undang-undang. Dalam
konteks ini, SEMA No. 03 Tahun 2018

49 Fitriyadi, “Cerai Gugat”, diakses 25 November 2024.
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memberikan landasan hukum bagi hakim untuk
memutuskan perkara terkait nafkah ‘iddah (s3)
dan mut'ah (%3%) secara adil dan sesuai dengan
prinsip keadilan.

SEMA termasuk dalam kategori peraturan
perundang-undangan dengan kekuatan hukum
yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 8
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Dengan
kekuatan ini, SEMA menjadi pedoman resmi yang
wajib dipatuhi oleh seluruh hakim di lingkungan
peradilan. Keberadaan SEMA memperjelas
praktik hukum di pengadilan dan memastikan
perlakuan yang konsisten terhadap pihak-pihak
yang berperkara, khususnya perempuan yang
berada dalam posisi rentan akibat perceraian.

B. Hak Ex-Officio Hakim
1. Pengertian

Kata ex-officio dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) berarti karena jabatannya. FEx-
officio merupakan hak yang dimiliki seseorang karena
jabatan, tanpa memerlukan surat penetapan,
pengangkatan, atau permohonan.*® Dalam konteks
hakim, hak ex officio adalah kewenangan yang
diberikan kepada hakim melalui jabatan untuk
memutus hal-hal yang tidak tercantum dalam tuntutan
atau di luar tuntutan. Hak ini memungkinkan hakim
menjatuhkan suatu putusan yang tidak diminta dalam
petitum, terutama dalam kasus perceraian. Meskipun

%0 Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1979), cet.4, 43.
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tidak ada permintaan spesifik dari pihak yang bercerai,
hakim dapat menggunakan hak ex-officio untuk
memutuskan hal-hal yang dianggap perlu untuk
keadilan, seperti pengaturan nafkah dan hak asuh anak.
Secara khusus, hak ex-officio bertujuan melindungi
hak-hak pihak yang lebih rentan dalam perceraian,
yang sering kali ada pada perempuan atau mantan
istri.>!

Sebagai bagian dari sistem peradilan, hakim
memegang peranan penting dalam menjalankan
kekuasaan kehakiman. Tugas utama seorang hakim
adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan
menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang
dihadapinya. Dalam menjalankan tugas ini, hakim
wajib menemukan dasar hukum yang relevan,
meskipun dalam beberapa kasus ketentuan hukumnya
mungkin kurang jelas atau ambigu. %> Dalam konteks
perceraian, misalnya, ada kalanya perkara yang
diajukan tidak mencakup semua aspek yang penting
untuk keadilan bagi salah satu pihak, khususnya pihak
yang lebih rentan seperti perempuan. Hak ex-officio
memungkinkan hakim untuk tetap melakukan
intervensi dalam bentuk putusan yang belum diminta,
yang bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial dan
menjamin  kesejahteraan mantan istri  berupa

51 Tengku Muhammad Hasbi As-Siddieq, 1997, Peradilan Dan Hukum Acara
Islam, (Semarang : Pustaka Rizki Putra), cet.1, 29.

52 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum dan
Progresif, (Jakarta; Sinar Grafika 2010), 6-8.
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pembebanan nafkah ‘iddah (s3) dan mut’ah (433%)
kepada mantan suami.>
Dasar Hukum

Dasar hukum penggunaan hak ex-officio diatur
dalam Pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang No. 16 Tahun
2019 yang mengamandemen Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut
menyatakan bahwa ‘“Pengadilan dapat mewajibkan
kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban
bagi bekas istri.”** Kata ‘dapat’ di sini memberi ruang
bagi hakim untuk menetapkan nafkah ‘iddah (33) dan
mut’ah (43%) sebagai bentuk perlindungan bagi
mantan istri setelah perceraian, meskipun hal tersebut
tidak diminta oleh pihak yang bersangkutan.

Selain itu, hak ex-officio hakim juga tercantum
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 ayat
1-4. Kemudian dalam Pasal 152 KHI juga menjadi
pedoman bagi hakim dalam menerapkan hak ex-officio,
khususnya terkait nafkah “%ddah (33) yang harus
diberikan kepada mantan istri setelah perceraian. Pasal
tersebut menyatakan bahwa “Bekas istri berhak
mendapatkan nafkah ‘ddah dari bekas suami kecuali
ia nusyuz” ® Ketentuan ini semakin memperkuat
peran hakim untuk melaksanakan hak ex-officio dalam
memutuskan nafkah “ddah (33), dengan tujuan

53 Ahmad Zainul Fata, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan
Nafkah ‘/ddahdan Mut’ah (Analisis Putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan No.
642/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo)”, Skripsi, (Semarang:
Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), 40.

% Pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

55 Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.
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memastikan bahwa hak-hak istri yang lebih rentan
secara ekonomi tetap dilindungi meskipun tidak
diungkapkan dalam tuntutan pihak yang bersangkutan.
Dengan demikian, hak ex-officio dalam konteks
hukum keluarga, khususnya perceraian, memberikan
ruang bagi hakim untuk bertindak adil dan melindungi
kepentingan pihak yang lebih lemah.

Namun, dalam sistem hukum yang lebih luas,
terdapat larangan bagi hakim untuk memutuskan hal-
hal yang tidak dituntut atau memutuskan lebih dari
yang diajukan dalam tuntutan (prinsip ultra petita),”
sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat 3 HIR dan
Pasal 189 ayat 3 RBg. Hal ini bertujuan untuk
memastikan bahwa hakim tidak melampaui batas
kewenangannya dan hanya memutuskan perkara yang
relevan dengan tuntutan yang ada. Meskipun demikian,
dalam  beberapa  kasus  perceraian, hakim
diperbolehkan untuk memberikan kewajiban nafkah
atau mut *ah (4=4) kepada mantan suami meskipun hal
ini tidak diajukan dalam tuntutan. Ini adalah
pengecualian yang diperbolehkan demi kepentingan
bersama dan untuk mencapai keadilan.

Pedoman Buku II terkait Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama juga menjadi acuan bagi hakim
dalam menjalankan hak ex-officio, terutama dalam
kasus perceraian. Dalam bagian cerai talak, huruf g
menyatakan bahwa ‘“Pengadilan Agama/ Mahkamah
Syar'iyah secara ex-officio dapat menetapkan
kewajiban natkah ‘ddah atas suami untuk istrinya,
sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan

% Soeroso, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 134.
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menetapkan kewajiban mut’ah.” °" Ketentuan ini
memperkuat kewenangan hakim untuk menjatuhkan
putusan yang tidak diminta dalam petitum, namun
dianggap penting untuk mencapai keadilan dan
melindungi hak-hak pihak yang lebih lemah, dalam hal
ini mantan istri. Dengan demikian, meskipun terdapat
batasan dalam prinsip ultra petitum, penerapan hak ex-
officio tetap diperbolehkan dalam konteks perceraian
untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi
pihak yang lebih rentan.
3. Hak Ex-Officio dalam Memutuskan Perkara
Penerapan hak ex-officio harus didasarkan pada
norma hukum yang kuat dan jelas, baik dalam hukum
positif maupun aturan khusus yang berlaku dalam
Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, hakim
diharapkan untuk mengedepankan prinsip keadilan
dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang
ada. Agar penggunaan hak ex-officio dapat berjalan
dengan adil dan efektif, peraturan perundang-
undangan juga menetapkan batasan-batasan yang
harus dipatuhi. Batasan ini termasuk kondisi di mana
mantan istri secara sukarela melepaskan hak-haknya,
yang dapat menjadi alasan untuk tidak menerapkan
hak ex-officio. Hal ini penting karena hakim tidak
boleh melampaui kewenangannya untuk melindungi
hak-hak mantan istri jika pihak istri sudah menyatakan
persetujuan untuk melepaskan hak-haknya.
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 yang disandingkan dengan Undang-

5 Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Agama Buku II (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 130.
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Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, ditegaskan bahwa hakim bertugas untuk
membantu pencari keadilan dan mengatasi hambatan
dalam peradilan.® Pasal ini menunjukkan bahwa hak
ex-officio tidak dapat digunakan oleh hakim jika pihak
yang bersangkutan, dalam hal ini istri, telah
menyatakan secara tegas untuk melepaskan hak-
haknya. Sebagai contoh, jika istri secara eksplisit atau
dalam dokumen tertulis menyatakan tidak ingin
menuntut nafkah atau mut ’ah (%3%), maka hakim tidak
dapat memutuskan kewajiban-kewajiban tersebut
tanpa adanya permintaan atau persetujuan dari pihak
yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, kerelaan atau penolakan
dari pihak istri harus secara tegas dinyatakan, baik
secara lisan di pengadilan maupun melalui dokumen
tertulis seperti gugatan, replik, atau kesimpulan.
Kedua, jika istri dalam keadaan gabla ad-dukhul
(belum pernah berhubungan suami-istri), maka
menurut Pasal 149 (a) KHI, bekas suami wajib
memberi mut’ah yang layak kecuali dalam kondisi
gabla ad-dukhul® Berdasarkan ketentuan ini, hak ex-
officio hakim di Pengadilan Agama tidak berlaku
untuk melindungi hak mantan istri dalam situasi
tersebut. Selain itu, jika istri dinyatakan nusyuz oleh
hakim, yakni membangkang atau menentang suami
tanpa alasan yang sah menurut syara’, maka hak-hak
istri dalam hal ini juga akan terbatasi.

% Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
59 Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.
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Selain itu, jika istri dinyatakan nusyuzoleh hakim,
yakni melakukan pembangkangan atau penolakan
terhadap suami tanpa alasan yang sah menurut syara’,
maka hak-hak istri akan terbatas, sesuai dengan Pasal
80 dan Pasal 84 ayat (2) KHI. Pasal ini menyebutkan
bahwa kewajiban suami terhadap istri akan gugur jika
istri dalam keadaan nusyuz. Hal ini menunjukkan
bahwa dalam praktiknya, hak ex-officio tidak dapat
diterapkan jika istri tidak memenuhi kewajiban dalam
perkawinan, seperti dalam hal berperilaku nusyuz.
Namun, meskipun hak-hak istri dapat terbatas dalam
hal ini, hak anak tetap harus diprioritaskan, dan hakim
dapat menggunakan hak ex-officio untuk menjamin
hak-hak anak tetap terlindungi, meskipun ibu berada
dalam keadaan nusyuz.®°

Dengan adanya hak ex-officio, hakim memiliki
kewenangan untuk memberikan putusan yang
melampaui atau berbeda dari yang diajukan dalam
gugatan, khususnya terkait dengan hak-hak ekonomi
perempuan pasca perceraian. Hak ini untuk
memastikan bahwa perempuan yang mungkin tidak
mengetahui hak-haknya atau tidak memiliki sumber
daya untuk menuntutnya, tetap dapat memperoleh
perlindungan hukum yang diperlukan untuk mencegah
kekerasan ekonomi. Namun, penerapan hak ex-officio
ini tetap harus memperhatikan batasan yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
sehingga hak-hak tersebut dapat diberikan dengan adil

60 Bayu A Wicaksono, “Hak Ex-Officio Hakim”, diakses 27 September 2024.
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tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum yang
berlaku.®!
C. Maslahah Mursalah
1. Pengertian Maslahah Mursalah
Dalam hukum Islam terdapat berbagai sumber
hukum, salah satunya adalah maslahah mursalah.
Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu
maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari
akar kata ala CJ,A_‘ — #lia yang memiliki arti sesuatu
yang baik, layak, dan memberikan manfaat.®? Dalam
konteks syariat, maslahah mengacu pada hal-hal yang
membawa manfaat bagi individu maupun masyarakat.
Sedangkan, kata mursalah bermakna bebas atau tidak
terikat pada dalil agama berupa Al-Qur'an dan Hadis
yang secara khusus membenarkan atau melarangnya.®
Maslahah mursalah memiliki berbagai definisi
dari kalangan ulama. Salah satunya menurut Abdul
Wahab Khallaf, maslahah mursalah merujuk pada
kemaslahatan yang tidak secara spesifik diatur oleh
syariat, baik melalui penetapan hukum untuk
mencapainya maupun melalui dalil yang mengakui
atau menolaknya. % Definisi ini menekankan
fleksibilitas syariat dalam menghadapi situasi baru
yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber
utama hukum Islam. Selain itu, Muhammad Abu

61 1pid., 10.

62 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), 219.

83 Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan
Bintang, 1996), cet.10, 43.

64 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet.8, 123.
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Zahrah mengemukakan bahwa maslahah mursalah
adalah segala bentuk kemaslahatan yang selaras
dengan tujuan-tujuan syariat dalam penetapan hukum
Islam, namun tidak memiliki dalil khusus yang secara
eksplisit mengakui atau menolaknya.% Pandangan ini
menunjukkan bahwa maslahah mursalah tidak hanya
relevan, tetapi juga diperlukan dalam menjaga
keselarasan antara syariat dan kebutuhan masyarakat
kontemporer.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa secara umum,
maslahah berarti segala hal yang mendatangkan
manfaat dan menjauhkan kerugian. Namun, dalam
pengertian yang lebih mendalam, hakikat mas/ahah
adalah upaya menjaga tujuan-tujuan syariat (maqgasid
syari’ah) dalam penetapan hukum. Tujuan syariat ini
menjadi dasar utama yang harus dipelihara dalam
setiap keputusan hukum Islam.® Dengan demikian,
setiap penetapan hukum berdasarkan mas/ahah harus
memperhatikan maqasid syari’ah untuk menciptakan
keseimbangan antara manfaat individu dan
kepentingan umat secara keseluruhan.

Pandangan serupa disampaikan oleh Wahbah
Zuhaili, yang mendefinisikan mas/ahah sebagai usaha
untuk meraih manfaat sekaligus menghindarkan
kerusakan. Dalam konteks ini, mas/ahah dimaknai
sebagai perlindungan terhadap tujuan utama syariat
yang mencakup lima hal mendasar, yaitu menjaga

8 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj. Saefullah Ma’shum, et al.,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), cet.9, 424.
66 Adien Sukma Puspita, “Rasio Decidendi Putusan Nafkah ‘/ddah dan Mut’ah
Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Maslahah Mursalah”, Skripsi, (Malang:
UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 39-40.
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agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs),
menjaga akal (hifz ‘aql), menjaga harta (4ifz mal), dan
menjaga keturunan (Aifz nasl). ® Definisi yang
disampaikan Wahbah Zuhaili sejalan dengan
pandangan Al-Ghazali, terutama dalam hal makna dan
tujuan. Keduanya sepakat bahwa mencegah kerugian
adalah bagian terpenting dari menciptakan manfaat.
Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya maslahah
dalam menjaga harmoni hukum Islam dengan prinsip
keadilan.

Penerapan maslahah mursalah tidak boleh
bertentangan ~ dengan  prinsip-prinsip  syariat.
Keputusan hukum yang diambil berdasarkan mas/ahah
mursalah harus tetap sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis,
dan kaidah-kaidah syariat lainnya. Hal ini menjadi
pembatas agar penggunaan maslahah mursalah tidak
menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya,
maslahah mursalah sering digunakan untuk menjawab
tantangan hukum yang belum diatur secara spesifik
dalam Al-Qur'an atau Hadis, seperti hukum modern
yang berkaitan dengan teknologi atau kebijakan publik.
Dengan demikian, maslahah mursalah menjadi
instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum
Islam di berbagai situasi dan kondisi.

Dengan melihat beberapa pengertian di atas, dapat
disimpulkan bahwa maslahah mursalah merupakan
salah satu sumber hukum Islam yang pendekatannya
mengutamakan kemaslahatan sebagai dasar dalam

67 Aminudin Slamet Widodo, “Konsep Mas/ahah Mursalah Wahbah Zuhaili
Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri di Indonesia”, Skripsi, (Malang: UIN
Maulana Malik Ibrahim, 2011), 51.
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menetapkan hukum untuk situasi yang memiliki nilai
kebaikan serupa, tetapi belum diatur secara jelas dalam
Al-Qur’an maupun Hadis. Hal ini menunjukkan
fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan
masyarakat di berbagai zaman, dengan tetap menjaga
esensi magqasid syari’ah sebagai pedoman utama.
2. Tingkatan Maslahah Mursalah
Maslahah dalam hukum Islam merupakan prinsip
kemaslahatan atau manfaat umum. Berdasarkan
tingkat urgensinya, maslahah mursalah dapat
dikelompokkan dalam tiga tingkatan. Tingkatan ini
bertujuan untuk membantu dalam memahami prioritas
dan urgensi kebutuhan manusia yang harus dipenuhi
dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu
maupun masyarakat.
a. Daruriyyah
Dalam tingkatan ini menitikberatkan pada
pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik yang
berkaitan dengan kehidupan di dunia maupun di
akhirat. ® Tanpa pemenuhan kebutuhan ini,
kehidupan manusia akan berada dalam bahaya
atau kesulitan yang parah. Kemaslahatan ini
terbagi ke dalam lima aspek utama, yang dikenal
sebagai al-maslahah al-khamsah. Kelima aspek ini
mencerminkan tujuan utama syariat (maqasid
syari’ah) dalam menjaga keseimbangan dan
kelangsungan hidup manusia secara menyeluruh.

%8 Abu Yasid Adnan Quthni, “Implementasi Mas/ahah Mursalah Sebagai
Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat”, Jurnal Asy-Syari’ah,
vol. 5, no.1, Januari 2019, 11.
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Hifz ad-din (memelihara agama) yang
dianggap sebagai fitrah dan kebutuhan
mendasar manusia. Dalam hal ini, Allah
mensyariatkan berbagai ketentuan untuk
melindungi agama, termasuk aspek akidah,
ibadah, dan muamalah. Hal ini bertujuan agar
manusia dapat menjalankan keyakinan
agamanya dengan aman dan tenang.

Hifz an-nafs (memelihara jiwa) menjadi
prioritas utama karena hak hidup adalah hak
paling mendasar bagi setiap individu. Untuk
melindungi jiwa manusia, Allah menetapkan
hukum-hukum yang memastikan
keselamatan, seperti syariat qisas untuk
menegakkan keadilan, aturan pemanfaatan
sumber daya alam untuk kebutuhan hidup,
dan berbagai hukum lain yang berorientasi
pada perlindungan jiwa.

Hifz al- ‘agl (memelihara akal) menjadi fokus
penting karena akal adalah anugerah yang
menentukan bagaimana seseorang menjalani
hidup. Agar akal tetap terpelihara, Allah
melarang hal-hal yang dapat merusaknya,
seperti konsumsi minuman keras atau zat-zat
yang berbahaya. Larangan ini bertujuan
menjaga akal manusia agar tetap sehat dan
mampu berfungsi optimal dalam membuat
keputusan.

Hifz an-nasl (memelihara keturunan) juga
menjadi bagian esensial dari kemaslahatan ini.
Kelangsungan generasi manusia di muka
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bumi membutuhkan perlindungan terhadap
institusi ~ keluarga. Untuk itu, Allah
mensyariatkan pernikahan sebagai jalan
menjaga dan melanjutkan keturunan, lengkap
dengan aturan mengenai hak dan kewajiban
pasangan suami istri.

5) Hifz al-mal (memelihara harta) adalah
kebutuhan pokok yang tidak dapat diabaikan,
karena harta merupakan penopang kehidupan
manusia. Allah menetapkan berbagai aturan
untuk memperoleh harta secara sah, serta
memberikan perlindungan terhadap harta dari
tindakan kejahatan seperti pencurian dan
perampokan.

Keseluruhan aspek ini membentuk pilar
utama dalam hukum Islam yang bertujuan
melindungi, menjaga, dan menguatkan kebutuhan
dasar manusia. Dengan memenuhi kelima aspek
ini, syariat berupaya menciptakan kehidupan yang
seimbang, berkeadilan, dan harmonis, sesuai
dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang
diajarkan dalam Islam.

Hajiyyah
Pada tingkatan ini mengacu pada kebutuhan

sekunder yang, meskipun tidak mendesak seperti

daruriyyah, tetapi penting untuk memudahkan
kehidupan manusia. Kemaslahatan ini berfungsi
sebagai pelengkap dan penyempurna bagi
kebutuhan  pokok, dengan  memberikan
kemudahan atau keringanan yang bertujuan untuk
membantu  mempertahankan dan  menjaga
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kebutuhan dasar manusia. % Jika mas/ahah
hajiyyah tidak terpenuhi, hal ini mungkin tidak
secara langsung merusak lima unsur pokok dalam
maqasid syari’ah, namun secara tidak langsung
dapat memicu kerusakan pada aspek-aspek
tersebut.”® Sebagai contoh dalam konteks ibadah,
Allah memberikan keringanan seperti
diperbolehkannya tidak berpuasa bagi wanita yang
sedang hamil, menyusui, dan orang yang sedang
sakit. Selain itu juga diperbolehkan mengqasar
sholat atau berbuka puasa bagi seorang musafir.
c. Tahsiniyyat
Kemaslahatan  ini  berfungsi  sebagai
pelengkap bagi kemaslahatan yang telah ada
sebelumnya. Meskipun pemenuhannya tidak
bersifat wajib, hal ini bertujuan untuk memberikan
kesempurnaan dan menciptakan keindahan dalam
kehidupan manusia.” Sebagai contoh dalam aspek
ibadah, seseorang dapat melaksanakan ibadah
sunnah sebagai bentuk amalan tambahan yang
memperkaya nilai spiritualnya.
Kehujjahan Maslahah Mursalah
Maslahah mursalah adalah salah satu dalil dalam
hukum Islam yang konsepnya masih menjadi
perdebatan di kalangan wulama fikih. Hal ini
disebabkan oleh penggunaannya sebagai landasan
untuk menangani masalah-masalah baru yang secara
eksplisit belum diatur dalam sumber utama hukum

69 Darmawati, Usul Figh, (Jakarta: Kencana, 2019), 71.
0 Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2008), 349.

" Ibid,.
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Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Oleh karena itu,
perbedaan pandangan tentang penerimaan atau
penolakannya sebagai dalil hukum mencerminkan
upaya ulama untuk menjaga keseimbangan antara
inovasi hukum dan kesesuaian dengan sumber-sumber
syariat.”? Dalam konteks ini, perdebatan tidak hanya
mencakup penerimaan prinsipnya, tetapi juga kriteria
dan batasan dalam penerapannya.

Madzhab yang pertama kali memperkenalkan
serta mendukung penggunaan maslahah mursalah
sebagai landasan hukum dan hujjah syar'iyah adalah
madzhab Imam Malik. Mereka berpendapat bahwa
praktik ini telah diterapkan oleh para sahabat,
sebagaimana terlihat dalam keputusan untuk
mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, yang
didasarkan = semata-mata  pada  pertimbangan
kemaslahatan. Tindakan tersebut tidak didukung oleh
dalil yang secara khusus memerintahkan atau
melarangnya.” Contoh ini menunjukkan fleksibilitas
dalam hukum Islam untuk menangani kebutuhan
mendesak demi kepentingan umat.

Secara umum, mayoritas ulama mengakui
maslahah mursalah sebagai metode yang valid dalam
penetapan hukum syariat. Meski demikian, terdapat
variasi dalam cara penerapan dan persyaratan

74

penggunaannya. Misalnya, ulama Hanafiyah

menyatakan bahwa penerapan maslahah mursalah

72 Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-syatibi tentang Maslahah Mursalah”, Profetika:
Jurnal Studi Islam, vol. 14, no.1, Juni 2013, 79.

3 Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan
Hukum Islam”, Jurnal Justitia, vol. 1, no. 04, Desember 2014, 352-353.

74 Ibid., 356.
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sebagai dalil hukum harus didukung oleh landasan
yang kuat, seperti ayat Al-Qur'an, hadis, atau ijmak.
Dukungan ini diperlukan untuk memastikan bahwa
sifat kemaslahatan tersebut berfungsi sebagai °‘il/at
(alasan hukum) atau memiliki kesesuaian dengan * il/at
yang telah ditetapkan oleh nas. ”® Pandangan ini
menekankan  pentingnya  memastikan  bahwa
penerapan maslahah mursalah tetap berada dalam
kerangka hukum dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam hukum Islam, tujuan wutama adalah
menghilangkan segala bentuk kemudaratan. Upaya
untuk mencegah kemudaratan ini termasuk dalam
konsep  maslahah  mursalah, dengan  syarat
kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum memiliki
dukungan dari nas atau ijmak, atau setidaknya serupa
dengan kemaslahatan yang telah diakui oleh keduanya.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa maslahah
mursalah tidak sepenuhnya bersifat independen,
melainkan tetap terkait dengan prinsip-prinsip syariat.
Sementara itu, ulama Malikiyyah dan Hanabilah
memiliki pendekatan yang lebih luas dalam menerima
maslahah  mursalah  sebagai  hujjah. Mereka
menetapkan beberapa kriteria agar kemaslahatan ini
dapat dijadikan dasar hukum.”® Pertama, kemaslahatan
harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan
termasuk dalam kategori yang secara umum didukung
oleh nas. Kedua, kemaslahatan harus bersifat rasional
dan pasti, bukan sekadar dugaan, sehingga dapat

> Ma‘ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: elSAS, 2011),

cet.1, 160.
78 Ibid., 163.
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memberikan manfaat nyata dan mencegah kerugian.
Ketiga, kemaslahatan harus menyangkut kepentingan
masyarakat secara umum, bukan hanya individu atau
kelompok tertentu.

Di sisi lain, ulama Syafi’iyyah memiliki
pendekatan berbeda dengan mengintegrasikan
maslahah mursalah ke dalam metode giyas, bukan
sebagai dalil independen. Sebagai contoh, mereka
mengqiyaskan hukuman untuk peminum minuman
keras dengan hukuman bagi orang yang menuduh zina,
yaitu cambuk sebanyak 80 kali. Alasan di balik analogi
ini adalah bahwa orang yang mabuk cenderung
kehilangan kontrol atas ucapannya, sehingga
berpotensi menuduh orang lain melakukan zina tanpa
bukti. " Pendekatan ini menunjukkan bagaimana
ulama Syafi’iyyah tetap mempertahankan kerangka
metodologi yang ketat, sambil memanfaatkan
maslahah untuk memperkuat penerapan hukum.

Meskipun masiahah mursalah diakui oleh
mayoritas ulama sebagai bagian penting dalam hukum
Islam, penerapannya memerlukan kehati-hatian.
Setiap keputusan hukum berdasarkan maslahah
mursalah harus memenuhi kriteria dan syarat yang
telah ditetapkan oleh masing-masing mazhab.
Pendekatan yang hati-hati ini memastikan bahwa
penggunaan maslahah mursalah tetap sejalan dengan
tujuan syariat, yaitu menjaga kemaslahatan umat tanpa
melanggar prinsip-prinsip  syariat yang telah
ditetapkan.

77 Muksana, Maslahat, 358.



BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KUDUS PADA PERKARA NAFKAH ‘IDDAHDAN

MUT’AHDALAM CERAI GUGAT

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus

1.

Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kudus

Menelusuri sejarah Pengadilan Agama Kelas 1B
Kudus tidak bisa dilepaskan dari sejarah terbentuknya
Kota Kudus serta perkembangan Pengadilan Agama
atau Mahkamah Syariah di Indonesia, khususnya di
wilayah Jawa dan Madura. Kota Kudus sendiri
memiliki kaitan erat dengan salah satu tokoh utama
Wali Songo, yakni Sunan Kudus atau Ja'far Sodiq,
putra dari Raden Usman Haji, yang dikenal dengan
gelar Sunan Ngudung dari Jipang Panolan (beberapa
menyebut lokasinya di utara Blora). Karena
keahliannya, Sunan Kudus mendapat tugas memimpin
jamaah haji dan diberi gelar “Amir Haji.” Beliau
pernah tinggal di Baitul Maqdis untuk memperdalam
ilmu agama, dan berhasil membantu menanggulangi
wabah yang melanda wilayah tersebut. Sebagai
penghargaan, Amir Palestina menganugerahinya
wilayah kekuasaan di Palestina, tertulis pada sebuah
batu beraksara Arab kuno yang kini masih berada di
atas Mihrab Masjid Menara Kudus.

Sunan Kudus kemudian memohon kepada Amir
Palestina agar dapat memindahkan wewenang tersebut
ke Jawa. Permohonan ini disetujui, dan Sunan Kudus
mendirikan Masjid di Kudus pada tahun 1548 M atau
956 H, yang awalnya bernama Al Manar atau Masjid
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Al Agsha, meniru nama Masjid di Yerusalem. Nama
kota Kudus sendiri berasal dari Al-Quds (nama lain
Yerusalem), yang kemudian digunakan untuk nama
kota Kudus saat ini. Masjid ini dikenal sebagai Masjid
Menara di Kauman Kulon. Setelah menetap di Kudus,
populasi Muslim di sekitar masjid bertambah,
sehingga daerah tersebut dikenal dengan nama
"Kauman," yang berarti tempat tinggal kaum Muslim.

Hari jadi Kota Kudus ditetapkan pada 23
September 1549 M, sesuai dengan Peraturan Daerah
No. 11 Tahun 1990, dikeluarkan pada masa Bupati
Soedarsono. Peringatan hari jadi ini dirayakan dengan
berbagai acara, termasuk parade, upacara, dan ritual
keagamaan di Masjid Menara.

Pengadilan Agama, yang dahulu dikenal dengan
Pengadilan Surambi, telah ada di masyarakat Muslim
Indonesia sejak kedatangan Islam. Pengadilan ini di
Kudus telah ada sejak Islam masuk ke kota tersebut,
dan dinamakan ‘“Pengadilan Surambi” karena
persidangannya sering dilakukan di serambi masjid.
Pengadilan Agama dianggap sebagai kebutuhan
masyarakat Muslim seiring dengan berdirinya
kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai,
Demak, Mataram, dan Banten.

Pada tahun 1882, dengan dikeluarkannya Surat
Keputusan Nomor 24 pada 19 Januari (Staatsblad
Nomor 152 Tahun 1882), Pengadilan Agama secara
resmi dibentuk di Jawa dan Madura. Pengadilan ini
sebelumnya dijalankan oleh pemuka agama Islam
sebagai gadi (hakim), termasuk Pengadilan Agama di
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Kudus, yang telah ada sebelum kedatangan kolonial
Belanda.

Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Kudus
pernah berbagi tempat dengan Pengadilan Negeri
Kudus. Pada tahun 1950, kantor Pengadilan Agama
Kudus dipindahkan ke KUA dekat Masjid Agung dan
pendopo kabupaten, di kawasan yang kini dikenal
sebagai Simpang Tujuh. Karena belum memiliki
tempat khusus, persidangan dilaksanakan di serambi
masjid.

Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus
saat ini dimulai dengan pemberian tanah dari Pemda
Kudus pada tahun 1977, dengan luas 450 m?, sesuai
SK Bupati Kudus No. OP.00/6gs/SK/77. Kantor ini
kemudian dibangun di Jalan Mejobo, dengan luas
bangunan 260 m? Pada tahun 2009, Pengadilan
Agama Kudus dipindahkan ke kantor baru di Jalan
Raya Kudus-Pati Km.4, dengan tanah seluas 3.172 m?
dan bangunan dua lantai seluas 1.500 m>."

2. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Kudus

Adapun urutan periodesasi ketua-ketua yang
menduduki sebagai pimpinan di Pengadilan Agama
Kudus antara lain:"®
a. K. Musa (1942-1954)

b. KH. Abdul Jalil Hamid (1950-1951)
c. KH. Turaechan (1954-1957)
d. K. Maskub (1957-1968)

8 PA Kudus, https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadian/profil-
pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses 30 Oktober 2024.
& PA Kudus, https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadian/profil-

pengadilan/foto-ketua, diakses 30 Oktober 2024.
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K. Abu Amar (1968-1972)
H. Amien Sholeh (1972-1984)
Drs. H. Sumadi, S.H. (1984-1990)
Drs. Chudlori (1990-1994)
H. Amin Thsan (1994-1998)
Drs. Wiyoto, S.H. (1998-1999)
Drs. Supardi, S.H. (1999-2002)
Drs. H. Suyuti Ikhsan (2002-2004)
. Drs. Muri, S.H., M.H. (2004-2009)
Drs. H. Abd. Tzanie, S.H., M.Hum. (2009-2010)
Drs. H. Wahid Abidin, M.H. (2010-2013)
Drs. Muhlas, S.H., M.H. (2013-2014)
Drs. Sucipto, M.H. (2014-2015)
Drs. H. M. Hasani Nasir, S.H., M.H. (2015-2016)
Drs. Musaddad Zuhdi, M.H. (2016-2017)
Drs. Ali Mufid (2017-2020)
Zainal Arifin, S.Ag. (2020-2022)
Abdul Rouf, S.Ag., M.H. (2022-2024)
. H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec.,
M.H. (2024-sekarang)
3. Gedung Kantor Pengadilan Agama Kudus
Gedung Kantor Pengadilan Agama Kudus
beralamat di Jalan Raya Kudus - Pati KM 4 Kudus -
Jawa Tengah.®

S$<E"POOB OB FTER SO

80 PA Kudus, https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadian/profil-
pengadilan/alamat-pengadilan, diakses 30 Oktober 2024.
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Gambar 3.2 Pengadilan Agama Kudus, 2024.
Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus memiliki visi
“Terwujudnya Pengadilan Agama Kudus Yang Agung’
dan memiliki misi:®

9

a. Mewujudkan pengadilan yang sederhana, cepat,
biaya ringan, dan transparan;

b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan
pada masyarakat;

c. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen
peradilan yang efektif dan efisien;

d. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana
peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kompetensi Pengadilan Agama Kudus
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2) menetapkan

bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu badan

peradilan di bawah Mahkamah Agung, bersama

81

PA

Kudus, https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadian/profil-

pengadilan/visi-dan-misi, diakses 30 Oktober 2024.
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dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha

Negara, dan Peradilan Militer. 8 Pengadilan ini

memiliki peran dalam pelaksanaan kekuasaan

kehakiman untuk menyediakan hukum dan keadilan
bagi masyarakat Muslim dalam perkara-perkara
tertentu.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan
Agama Kudus memiliki tugas untuk menangani,
memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat
awal yang melibatkan masyarakat beragama Islam,
meliputi isu-isu seperti perkawinan, warisan, wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi
syariah.® Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.

Selain fungsi utama tersebut, Pengadilan Agama
Kudus memiliki beberapa fungsi tambahan, antara lain:
a. Fungsi Yudisial: Menerima, memeriksa,

mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama.® (berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi Pembinaan: Memberikan bimbingan dan
arahan kepada pejabat struktural dan fungsional
dalam lingkup teknis yudisial, administrasi
peradilan, serta administrasi umum, termasuk

82 Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

8 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

8 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
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pengelolaan keuangan dan kepegawaian.

(berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang
No. 3 Tahun 2006 dan KMA Nomor
KMA/080/VII1/2006).

c. Fungsi Pengawasan: Melakukan pengawasan atas
tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris,
panitera pengganti, dan juru sita agar proses
peradilan berjalan dengan tertib dan sesuai
prosedur, termasuk pengawasan terhadap
pelaksanaan administrasi umum. 8 (berdasarkan
Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3
Tahun 2006 serta KMA Nomor
KMA/080/VII1/2006).

d. Fungsi Nasihat: Memberikan pertimbangan dan
nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi
pemerintah di wilayahnya jika diminta. ®
(berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006).

e. Fungsi Administratif: Menyelenggarakan
administrasi peradilan, baik yang terkait dengan
persidangan maupun administrasi umum seperti
kepegawaian dan keuangan.®® (berdasarkan KMA
Nomor KMA/080/VIII/2006).

f. Fungsi Lainnya:

1) Melakukan koordinasi terkait tugas hisab dan
rukyat bersama instansi lain  seperti
Kementerian Agama, MUI, dan organisasi

8 Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

8 Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.
87 Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

8 KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
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Islam lainnya. ® (berdasarkan Pasal 52A
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
Memberikan pelayanan berupa penyuluhan
hukum, penelitian, dan akses informasi
kepada masyarakat dalam rangka mendukung
keterbukaan informasi, sebagaimana diatur
dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor KMA/144/SK/VII1/2007.

6. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kudus
Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama
Kudus meliputi 9 (sembilan) Kecamatan dan 123
Kelurahan dengan rincian:*°

FER Mo a0 o

Kecamatan Kaliwungu terdiri dari 15 Kelurahan.
Kecamatan Kota yang meliputi 25 Kelurahan.
Kecamatan Jati yang meliputi 14 Kelurahan.
Kecamatan Undaan yang meliputi 16 Kelurahan.
Kecamatan Mejobo yang meliputi 11 Kelurahan.
Kecamatan Jekulo yang meliputi 12 Kelurahan.
Kecamatan Bae yang meliputi 10 Kelurahan.
Kecamatan Gebog yang meliputi 11 Kelurahan.

i. Kecamatan Dawe yang meliputi 18 Kelurahan.
7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

8 Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

9% PA Kudus,

https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadian/profil-

pengadilan/wilayah-yuridiksi, diakses 30 Oktober 2024.
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STRUKTUR ORGANISASI

& | PENGADILAN AGAMA KUDUS
KETUA

W. Abded Malim Muhamad Shelek, M.Ec, MM

HAKIM !

" Khaerod, S.H.I,, MH

8.4
PANITERA

Mahmu

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus
B. Pertimbangan Hukum
1. Duduk Perkara
Pada tanggal 23 Oktober 2023, Penggugat resmi
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di
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Pengadilan Agama Kudus dengan nomor perkara
1122/Pdt.G/2023/PA.Kds. Dalam gugatan tersebut,
Penggugat memaparkan secara rinci kronologi
permasalahan rumah tangga yang dialaminya.
Penggugat menjelaskan bahwa ia dan Tergugat
menikah pada 21 November 2018 di Kecamatan
Kudus, dalam sebuah perkawinan yang telah tercatat
secara sah. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai
seorang anak laki-laki yang lahir pada 11 Juni 2020
dan saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat.
Pada awalnya, rumah tangga mereka berjalan
harmonis. Namun, mulai bulan Juni 2021,
keharmonisan tersebut memudar akibat berbagai
masalah yang berulang kali terjadi. Penggugat menilai
beberapa perilaku Tergugat yang menjadi akar
permasalahan, termasuk ketidaksetiaan Tergugat yang
diketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman
lain (WIL) sejak 2021. Hubungan tersebut bahkan
terus berlanjut hingga bulan Oktober 2023 meskipun
telah diketahui oleh Penggugat. Selain itu, Tergugat
kerap berhutang tanpa memberitahu Penggugat,
bersikap temperamental, sering marah tanpa alasan
jelas, dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap anak
mereka dengan sering bermain game online di ponsel.
Klimaks perselisihan terjadi pada bulan Juni 2023,
ketika Penggugat menemukan bukti komunikasi
antara Tergugat dan WIL melalui ponsel milik
Tergugat. Ketika dimintai penjelasan, Tergugat secara
terang-terangan mengakui hubungan tersebut dan
menyatakan bahwa ia tidak mampu menghentikannya.
Kejadian ini semakin menyakitkan bagi Penggugat
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yang saat itu tengah menghadapi situasi sulit, yakni
merawat ibunya yang sedang sakit keras.

Penggugat  menyatakan  telah  berupaya
menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, tetapi
tidak berhasil. la merasa tidak ada lagi peluang untuk
memperbaiki hubungan rumah tangga mereka dan
memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Selain
meminta perceraian, Penggugat juga mengajukan
permohonan hak asuh anak. Berdasarkan Pasal 105
Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang belum
mencapai usia 12 tahun menjadi hak ibunya. Dengan
alasan bahwa Tergugat tidak memberikan contoh
perilaku yang baik bagi perkembangan mental dan
psikis anak, Penggugat merasa berhak untuk
mendapatkan hak asuh penuh atas anak mereka.
Secara hukum, gugatan ini didasarkan pada Pasal 19
PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI,
yang memungkinkan perceraian diajukan jika terjadi
perselisihan terus-menerus tanpa harapan untuk rukun
kembali.

Berdasarkan duduk perkara yang telah dijelaskan
di atas, penggugat mengajukan tuntutan sebagai
berikut:

a. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai

Penggugat untuk seluruhnya;

b. Menjatuhkan talak satu ba’in sugra Tergugat
terhadap Penggugat;
c. Menetapkan perkawinan antara Tergugat terhadap

Penggugat putus karena perceraian;

d. Menyatakan hak asuh anak bernama Anak,
berjenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal
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11 Juni 2020, bernama berada dalam kekuasaan

penggugat;

e. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penggugat juga meminta agar majelis hakim
memberikan putusan yang adil dan bijaksana, sesuai
prinsip ex aequo et bono.

Pertimbangan Hukum

Dalam perkara ini, majelis hakim
mempertimbangkan sejumlah aspek hukum dan fakta
sebagai berikut:

Hakim memeriksa surat kuasa khusus yang
diajukan oleh penggugat dan menyatakan bahwa surat
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR dan
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6
Tahun 1994. Selain itu, kartu tanda pengenal advokat
(KTPA) kuasa hukum penggugat juga telah diperiksa
dan dinyatakan sesuai dengan Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh
karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa kuasa
hukum penggugat sah dan berwenang untuk
memberikan bantuan hukum serta beracara dalam
perkara ini.

Hakim menyatakan bahwa upaya perdamaian
telah dilakukan melalui persidangan maupun mediasi.
Meskipun hanya berhasil sebagian, hal ini sudah
memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
peraturan lain yang relevan, termasuk Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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Karena perkara ini menyangkut perceraian,
pemeriksaan pokok perkara dilakukan secara tertutup,
sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan peraturan-peraturan berikutnya.

Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan
alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan oleh:

a. Tergugat tidak setia dan memiliki hubungan
dengan wanita idaman lain (WIL).

b. Tergugat bersikap acuh dan tidak menjalankan
kewajiban sebagai suami.

c. Tergugat memiliki hutang yang dirahasiakan dari
penggugat.

d. Sifat temperamental tergugat yang memperburuk
hubungan rumah tangga.

e. Sejak Juni 2023, penggugat dan tergugat telah
berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi atau
menjalankan kewajiban suami-istri.

Tergugat membenarkan sebagian dari dalil
penggugat dan membantah sebagian lainnya. Namun,
tergugat tidak hadir dalam tahap sidang pembuktian
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh
karena itu, perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran
tergugat.

Untuk mendukung gugatannya, penggugat
mengajukan bukti berupa surat dan menghadirkan dua
saksi. Salah satu bukti yang diajukan adalah fotokopi
KTP yang dianggap sah secara hukum karena
memenuhi syarat formil dan materil. KTP ini relevan
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untuk menunjukkan tempat tinggal penggugat dan

dianggap memiliki kekuatan pembuktian otentik.
Dalil pokok gugatan mencakup perceraian dan

penetapan hak asuh anak (/hadanah). Berdasarkan alat
bukti dan keterangan saksi, penggugat mencoba
membuktikan dalil-dalil tersebut sebagai dasar
gugatan. Dalam pertimbangan hukum ini, majelis
hakim mengevaluasi fakta dan bukti-bukti yang
diajukan oleh penggugat untuk memastikan keabsahan
gugatan cerai dan penetapan hak asuh anak. Berikut
adalah poin-poin pentingnya:

a. Dari bukti P.1 berupa KTP Penggugat, terbukti
bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten
Kudus. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 49
dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan
Agama Kudus berwenang memeriksa dan
mengadili gugatan ini.

b. Bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat
menikah secara sah pada 21 November 2018 di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
XxxxxxxxxxX, Kabupaten Kudus. Akta tersebut
memenuhi syarat formil dan materil sehingga
dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Karena
Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam
ikatan pernikahan yang sah, Penggugat memiliki
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legal standing atau hak untuk mengajukan
gugatan perceraian.

Bukti P3 berupa Kartu Keluarga (KK)
menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat
memiliki seorang anak laki-laki yang lahir di
Kudus pada 11 Juni 2020. Anak tersebut tinggal
bersama Penggugat dan tumbuh dengan baik di
bawah pengasuhan Penggugat.

Penggugat menghadirkan dua saksi yang memiliki

kedekatan dengan pihak yang berperkara. Saksi-saksi
tersebut sudah dewasa, disumpah, dan memberikan
keterangan yang relevan berdasarkan apa yang mereka
lihat dan dengar secara langsung. Keterangan ini
memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana
diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR. Karena
keterangan kedua saksi saling mendukung, maka
keterangan mereka dianggap sah dan memiliki

kekuatan pembuktian. Berdasarkan bukti-bukti yang
diajukan, terbukti fakta-fakta berikut:

a.

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah sah pada 21 November 2018.

Mereka memiliki satu anak laki-laki yang tinggal
bersama Penggugat dan dirawat dengan baik.
Rumah tangga awalnya harmonis, tetapi menjadi
tidak rukun karena Tergugat menjalin hubungan
dengan wanita idaman lain (WIL).

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama satu bulan terakhir tanpa
komunikasi atau pelaksanaan hak dan kewajiban
suami istri.
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e. Upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim
dan keluarga kedua belah pihak tidak berhasil.
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan menetapkan bahwa perceraian
hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup kuat,
seperti ketidakmampuan suami dan istri untuk hidup
rukun. Selain itu, pengadilan diwajibkan berupaya
mendamaikan pasangan tersebut sebelum
memutuskan perceraian. Salah satu alasan perceraian
yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-
Undang ini, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
adalah adanya perselisihan atau pertengkaran terus-
menerus yang membuat suami istri tidak mungkin
rukun kembali. Terdapat tiga unsur yang harus
terpenuhi untuk memutuskan perceraian, yaitu:

a. Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.

b. Tidak adanya harapan bagi pasangan untuk
kembali rukun.

c. Pengadilan telah  berusaha mendamaikan
pasangan tetapi gagal.

Majelis hakim menilai bahwa fakta-fakta dalam
perkara ini memenubhi ketiga unsur tersebut.

a. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebelumnya rukun, tetapi terjadi pertengkaran
yang diketahui oleh saksi. Jika pertengkaran sudah
diketahui oleh pihak Iuar, hal ini menunjukkan
adanya masalah serius.

b. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
selama satu bulan, dan selama itu tidak ada



73

komunikasi atau wupaya untuk memperbaiki

hubungan. Perpisahan ini dianggap sebagai

puncak dari pertengkaran mereka.

c. Hakim dan keluarga telah berupaya mendamaikan
mereka, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
Perkawinan bertujuan membangun keluarga yang

bahagia, damai (sakinah), penuh kasih sayang

(mawaddah), dan rahmat (rahmah).

Ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat

menunjukkan bahwa tujuan tersebut tidak tercapai.

Selama pisah rumah, hubungan mereka telah rusak,

dan tidak ada lagi cinta, hormat, atau saling

mendukung.

Pentingnya keharmonisan suami istri dalam rumah
tangga diilustrasikan dalam Al-Qur’an, yang
menggambarkan pasangan sebagai ‘pakaian’ bagi satu
sama lain, yang berfungsi sebagai pelindung, penghias,
dan penutup kekurangan. Jika fungsi ini tidak lagi
terpenuhi, maka pernikahan dianggap rapuh.

Berdasarkan semua pertimbangan hukum dan
fakta di persidangan, gugatan perceraian Penggugat
dianggap memenuhi syarat hukum. Karena ini adalah
perceraian pertama, maka perceraian ini dinyatakan
sebagai talak satu ba’in sugra sesuai ketentuan Pasal
119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan
permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak
asuh (fhadanah) atas anaknya yang lahir pada 11 Juni
2020. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa
gugatan ini bersifat kumulatif, meliputi perceraian dan
hak asuh anak. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 (beserta perubahannya),
gugatan semacam ini diperbolehkan. Penggabungan
ini dianggap mempermudah proses hukum dan
mencegah putusan yang saling bertentangan.

Hakim merujuk pada empat regulasi utama
tentang hak asuh anak, yaitu: Undang-Undang
Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi
Hukum Islam. Prinsip utama yang digunakan adalah
kepentingan terbaik bagi anak, di mana untuk anak
yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun),
pengasuhan lebih tepat berada di tangan ibu, kecuali
ada bukti bahwa ibu memiliki sifat buruk atau
menelantarkan anak. Hal ini juga sejalan dengan
tradisi masyarakat Indonesia dan hadis Nabi
Muhammad SAW.

Dalam kasus ini, anak yang masih berusia tiga
tahun enam bulan dianggap belum mumayyiz.
Penggugat sebagai ibu kandung dinilai layak menjadi
pemegang hak asuh karena tidak ada bukti sifat buruk
atau penelantaran. Hakim juga menilai bahwa akses
kepada Tergugat sebagai ayah kandung tetap harus
diberikan, sesuai kesepakatan mediasi yang telah
disepakati pada 22 November 2023. Dalam
kesepakatan tersebut, anak berada di bawah asuhan
Penggugat, sementara Tergugat tetap diberi hak untuk
bertemu dan menunjukkan kasih sayang kepada anak.

Hakim menggarisbawahi pentingnya komunikasi
yang baik antara Penggugat dan Tergugat dalam
mengatur jadwal pertemuan, dengan mengutamakan
kepentingan anak. Selain itu, jika Penggugat tidak
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memberikan akses kepada Tergugat, hal ini dapat
menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan
gugatan pencabutan hak asuh.

Majelis hakim menyatakan bahwa biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
menyatakan bahwa “Biaya perkara dalam bidang
perkawinan dibebankan kepada penggugat atau
pemohon.” Amar putusan juga mencantumkan
kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada
Tergugat guna menjamin kepentingan terbaik bagi
anak.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan hadis
Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ibu
kandung lebih berhak atas anak selama ia belum
menikah lagi. Faktor lain, seperti kasih sayang dan
hubungan emosional yang lebih kuat antara ibu dan
anak, menjadi alasan utama yang mendasari keputusan
ini.

Berdasarkan hukum dan yurisprudensi yang
relevan, Majelis Hakim menegaskan bahwa jika akses
kepada anak tidak diberikan oleh Penggugat, hal
tersebut dapat menjadi dasar pencabutan hak asuh.
Akhirnya, karena perkara ini masuk dalam ranah
perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Mengingat semua pasal dalam peraturan
perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan
dengan perkara ini;

3. Amar Putusan
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a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Menjatuhkan talak satu ba’in sugra Tergugat
(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

c. Menetapkan hak asuh/hadanah anak bernama
Anak, Laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal 11
Juni 2020 kepada Penggugat, dengan memberi
akses kepada Tergugat untuk bertemu dan
mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya
tersebut;

d. Membebankan kepada  Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini  sejumlah
Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).®*

C. Deskripsi Hasil Wawancara Dengan Hakim
Pengadilan Agama Kudus
1. Identitas Informan
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data
hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama
Kudus. Fokus penelitian terletak pada analisis putusan
nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds, yang ditangani oleh
majelis hakim. Namun, wawancara hanya dilakukan
dengan hakim ketua karena dua hakim anggota lainnya
telah mutasi ke Pengadilan Agama lain. Hakim ketua
yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah

Khaerozi, S.H.I., M.H., yang telah bertugas di

Pengadilan Agama Kudus selama sekitar 1 tahun 8

bulan dan memiliki pengalaman sebagai hakim selama

kurang lebih 20 tahun.
2. Hasil Wawancara

9 Direktori Putusan PA Kudus,

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee999bbebb5718914
7313634313039.html, diakses 30 Oktober 2024.



https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee999bbebb57189147313634313039.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee999bbebb57189147313634313039.html
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Berdasarkan wawancara dengan Hakim Khaerozi,
S.H.I., M.H., sebagai hakim ketua dalam perkara
nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds, diperoleh beberapa
informasi mengenai nafkah ‘iddah (33) dan mut ah
(43%). Menurut beliau, nafkah %ddah (s3) adalah
pemberian berupa natkah yang diberikan oleh mantan
suami kepada mantan istri selama masa ‘“7ddah, yaitu
periode waktu yang harus dijalani oleh istri setelah
perceraian.®? Masa ‘iddah (3) biasanya berlangsung
selama tiga kali masa suci (sekitar tiga bulan) bagi
perempuan yang masih mengalami menstruasi,
sebagaimana diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 228.

Lesliol G351 &) U5 33 2, 5 24

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam

masa menanti itu, jika mereka (para suami)

menghendaki islah.”* (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:228)
Nafkah ‘iddah (%) diberikan sebagai bentuk
tanggung jawab suami untuk tetap menjamin
kebutuhan dasar mantan istrinya selama masa ‘ddah
(332), yakni periode waktu setelah perceraian hingga
istri tidak lagi berada dalam tanggungan suami. Dalam
pandangan hukum Islam, istri yang menjalani masa
‘iddah (s>) masih dianggap berada dalam
perlindungan suami. Oleh karena itu, tidak
diperkenankan bagi suami untuk meninggalkan istri
tanpa dukungan finansial, meskipun hubungan
pernikahan telah berakhir. Hal ini bertujuan untuk
mencegah kesulitan ekonomi bagi istri sekaligus

92 Khaerozi. Wawancara. Kudus, 13 November 2024.
9 Depag RI, AI-Qur’an, 200.
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menunjukkan rasa hormat terhadap ikatan pernikahan
yang pernah ada.

Selain itu, pemberian nafkah “ddah (33) memiliki
dimensi sosial dan spiritual yang penting. Masa ‘iddah
(33) tidak hanya berfungsi sebagai waktu penantian
yang diwajibkan oleh syariat, tetapi juga sebagai
kesempatan bagi kedua belah pihak untuk
merenungkan keputusan perceraian. Dalam beberapa
kasus, masa ‘ddah (3>) dapat membuka peluang
untuk rujuk jika kedua pihak sepakat untuk
memperbaiki hubungan mereka. Dengan demikian,
dukungan finansial dalam bentuk nafkah ‘“ddah (s3)
menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi istri
selama masa transisi ini dan memperkuat asas keadilan
dalam penyelesaian perkara perceraian.

Dalam hukum positif nafkah ‘ddah (33) diatur
dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam
(KHI), yang menyatakan bahwa suami wajib
memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), dan
kiswah (pakaian) kepada istri selama masa ‘ddah,
kecuali jika istri terbukti nusyuz (tidak taat kepada
suami).* Hal ini juga didukung oleh Pasal 41 huruf ¢
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suami wajib
menanggung biaya hidup mantan istri selama masa
“iddah.%®

Nafkah ‘ddah (33) tidak hanya mencakup
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat
tinggal, tetapi juga mencerminkan kewajiban moral

% Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.
% Pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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suami untuk tetap memberikan dukungan selama masa
transisi perceraian. Adapun cara menentukan nominal
besaran nafkah ‘“ddah (3%) yaitu biasanya hakim
melihat dari pola pemberian nafkah oleh suami selama
masa pernikahan, seperti kebiasaan pemberian uang
bulanan suami kepada istrinya. Namun, pemberian
nafkah “ddah (33) dapat gugur apabila istri terbukti
melakukan nusyuz atau jika perceraian tersebut
disebabkan oleh kesalahan istri.%

Sementara itu, mut’ah (43%) adalah pemberian
dari mantan suami kepada mantan istri sebagai tanda
penghormatan dan kompensasi atas perceraian.
Mut ’ah (3335) memiliki dasar hukum yang jelas dalam
Surah Al-Baqgarah ayat 241:

“Kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan
(hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut
yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-
orang yang takwa.” (Q.S. 2 [Al-Bagarah]:241)

Dalam konteks hukum positif, pemberian mut’ah
(42i%) diatur dalam Pasal 149 huruf a KHI, yang
menyebutkan bahwa suami wajib memberikan mut ah
yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas istri tersebut gabla ad-
dukhul®® Jika istri yang dicerai gabla ad-dukhul, maka
suami tidak wajib memberikan mut’ah (%2i%) kepada
istri. Mut’ah (%23%) harus diberikan oleh suami sesuai
dengan kemampuan finansialnya dan dalam jumlah

9 Khaerozi. Wawancara. Kudus, 13 November 2024.
9 Depag RI, AI-Qur’an, 204.
9 Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.
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yang layak. Mut’ah (3%) dimaksudkan untuk
meringankan beban ekonomi mantan istri pasca
perceraian,  terutama  jika ia = mengalami
ketergantungan ekonomi selama pernikahan.

Besaran mut’ah (333%) yang diberikan kepada
mantan istri pada dasarnya bergantung pada sejumlah
faktor, termasuk kemampuan finansial suami, durasi
pernikahan, serta pekerjaan atau tingkat penghasilan
suami. Penentuan jumlah ini tidak hanya bersifat
mekanis, tetapi juga melibatkan pertimbangan
mendalam dari hakim berdasarkan asas-asas hukum
yang berlaku. Hakim biasanya menggunakan asas
kepatutan, kesanggupan, kemanfaatan, dan kelayakan
sebagai acuan dalam menetapkan besaran mut’ah
(42is), schingga keputusan yang diambil dapat
mencerminkan rasa keadilan dan memberikan manfaat
bagi pihak istri.*®

Hakim menjelaskan bahwa asas kepatutan
berfokus pada pemberian mut’ah (4%)yang sesuai
dengan kondisi sosial dan ekonomi kedua belah pihak,
sehingga tidak memberatkan suami namun tetap
memberikan penghormatan kepada peran istri selama
pernikahan. Asas kesanggupan mempertimbangkan
kemampuan finansial suami secara realistis, dengan
tujuan agar mut ‘ah (433%) yang ditetapkan dapat benar-
benar dipenuhi. Asas kemanfaatan memastikan bahwa
mut’ah (3%%) yang diberikan memberikan dampak
positif bagi kehidupan istri pasca perceraian,
khususnya untuk membantu memenuhi kebutuhan
dasar atau sebagai bentuk kompensasi atas

9 Khaerozi. Wawancara. Kudus, 13 November 2024.
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pengorbanan selama pernikahan. Sementara itu, asas
kelayakan menegaskan bahwa jumlah mut’ah (335)
harus proporsional dengan peran dan kontribusi istri
selama masa perkawinan, baik dalam aspek emosional,
domestik, maupun sosial.1®

Ketentuan mengenai nafkah “ddah (33) dan
mut ’ah (33%) pada dasarnya berlaku secara universal
dalam perkara perceraian, baik pada kasus cerai talak
maupun cerai gugat. Namun, ada perbedaan mendasar
dalam pengaturan dan pelaksanaannya antara kedua
jenis perkara tersebut. Dalam perkara cerai talak, di
mana perceraian diajukan oleh suami, kewajiban
suami untuk memberikan nafkah <ddah (s>) dan
mut ’ah (433%) kepada mantan istri lebih jelas dan tegas.
Hal ini karena inisiatif perceraian berasal dari suami,
sehingga pemberian nafkah ‘“ddah (33) dan mut’ah
(42i%) dianggap sebagai bentuk tanggung jawab atas
keputusan untuk mengakhiri hubungan pernikahan.

Sebaliknya, dalam perkara cerai gugat, di mana
istri mengajukan permohonan perceraian, terdapat
berbagai alasan yang dapat mendasari keputusan
tersebut.  Alasan  tersebut  biasanya  seperti
ketidakcocokan yang terus-menerus, perselisihan yang
tidak lagi dapat diselesaikan melalui mediasi, hingga
adanya perlakuan buruk dari pihak suami, seperti
kekerasan fisik atau emosional, pengabaian nafkah,
atau perilaku tidak bertanggung jawab lainnya.
Meskipun permohonan perceraian berasal dari pihak
istri, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia
tetap memberikan perlindungan kepada hak-hak istri

100 Khaerozi. Wawancara. Kudus, 13 November 2024.
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setelah perceraian. Salah satu bentuk perlindungan
tersebut adalah kewajiban suami untuk memberikan
nafkah “ddah (s3) dan mut’ah (333%) kepada mantan
istrinya, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan
legal atas berakhirnya pernikahan.

Namun, kewajiban tersebut tidak bersifat mutlak.
Dalam konteks cerai gugat, suami dapat dibebaskan
dari tanggung jawab untuk memberikan natkah ‘iddah
(332) dan mut ’ah (4x3%) jika dapat dibuktikan secara sah
bahwa perceraian tersebut disebabkan oleh kesalahan
atau dari pihak istri. Nusyuz dalam pandangan hukum
Islam, mencakup  berbagai tindakan  yang
menunjukkan ketidakpatuhan istri terhadap suami,
seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami tanpa
alasan yang dibenarkan, menolak memenuhi
kewajiban sebagai istri, atau melakukan pelanggaran
serius terhadap norma-norma agama dan etika. Dalam
hal ini, beban pembuktian ada pada suami untuk
menunjukkan bahwa istri memang bersalah atau
melakukan tindakan nusyuz yang menyebabkan
perceraian.

Hakim menambahkan bahwa kebanyakan kasus
nafkah ‘iddah (33) dan mut’ah (35%) dalam perkara
cerai gugat sering kali tidak berjalan mulus karena
berbagai kendala yang muncul di lapangan. Salah satu
kendala utama adalah kurangnya pemahaman hukum
dari pihak istri. Banyak perempuan yang mengajukan
cerai gugat tidak mencantumkan permohonan nafkah
‘iddah () dan mut’ah (%) dalam gugatannya.'o!
Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan mereka

101 Khaerozi. Wawancara. Kudus, 13 November 2024.
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tentang hak-hak yang dijamin oleh hukum Islam dan
hukum positif di Indonesia. Akibatnya, mereka
kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak-hak
tersebut dalam proses persidangan.

Selain itu, ketidakmauan suami untuk memenuhi
kewajiban ini juga kadang menjadi hambatan
signifikan. Dalam beberapa kasus, suami enggan
memberikan nafkah ‘iddah (33) dan mut’ah (3335
karena merasa tidak bersalah atas perceraian yang
terjadi. Alasan lainnya yaitu kesulitan ekonomi yang
dialami oleh suami. ketidakmampuan finansial
menjadi alasan umum bagi suami untuk menghindari
pemberian nafkah ‘iddah (s3) dan mut’ah (4%).
Dalam kondisi ini, hakim tidak bisa memaksa suami
untuk memberikan nafkah %ddah (s3) dan mut’ah
(42i%) kepada istri karena perceraian tersebut atas
kehendak istri.

Sementara  itu, dalam  perkara  nomor
1122/Pdt.G/2023/PA.Kds, penggugat (istri) tidak
mencantumkan permintaan nafkah %ddah (33) dan
mut’ah (4x3%) dalam petitum gugatannya. Oleh karena
itu, hakim memutus perkara tersebut dengan
berpedoman pada asas ultra petita sebagaimana diatur
dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3)
RBg. Berdasarkan aturan ini, hakim tidak memiliki
kewenangan untuk memberikan putusan yang
melebihi atau di luar apa yang dimohonkan oleh pihak
penggugat. Dengan demikian, nafkah ‘iddah (33) dan
mut ’ah (3%%) tidak diberikan kepada penggugat dalam
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putusan tersebut, karena hal tersebut tidak tercantum
dalam permohonan.%

Keputusan ini mencerminkan pentingnya prinsip
ultra petita dalam menjaga integritas proses peradilan.
Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim
hanya memutus perkara berdasarkan apa yang
diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, sehingga
putusan tetap berada dalam batas ruang lingkup
gugatan. Namun, penerapan prinsip ini juga menyoroti
pentingnya kejelasan dan kelengkapan dalam
penyusunan petitum oleh penggugat. Dalam kasus ini,
ketiadaan tuntutan nafkah “ddah (s3) dan mut’ah
(42i%) mengakibatkan penggugat kehilangan hak untuk
menerima dua komponen penting tersebut sebagai
bagian dari putusan.

Hakim juga menjelaskan bahwa dalam kasus cerai
gugat, hak atas nafkah ‘iddah (33) dan mut’ah (4=%)
hanya dapat diberikan jika diajukan secara eksplisit
oleh istri dalam petitum dan suami hadir dalam
persidangan untuk menindaklanjuti permintaan
tersebut, serta memenuhi syarat hukum lainnya,
seperti tidak adanya pembuktian bahwa istri
melakukan nusyuz. Apabila istri terbukti melakukan
nusyuz, maka hak-hak pasca perceraian tidak akan
diberikan oleh istri.’®® Hal tersebut berdasar pada pasal
84 ayat (2) KHI yang menyebutkan bahwa selama istri
dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya
tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak
berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

102 K haerozi. Wawancara. Kudus, 13 November 2024.
103 Khaerozi. Wawancara. Kudus, 13 November 2024.
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Adapun bunyi dari pasal 80 ayat (4) yaitu sesuai

dengan penghasilannya suami menanggung:*%*

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya
pengobatan bagi istri dan anak;

c. biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
tertulis bahwa istri dapat dianggap nusyuzjika ia tidak
mau melaksanakan kewajiban-kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali
dengan alasan yang sah.'® Adapun bunyi dari pasal 83
ayat (1) yaitu kewajiban utama bagi seorang istri ialah
berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang
dibenarkan oleh hukum Islam. '® Namun, dalam
menentukan istri dapat dikatakan nusyuz harus dapat
dibuktikan dengan jelas. Hal ini sejalan dengan pasal
84 ayat (4) KHI yang mengatur bahwa ketentuan
tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus
didasarkan atas bukti yang sah.

Hakim  menambahkan  perbuatan  nusyuz
mencakup tindakan seperti meninggalkan rumah tanpa
izin suami, menolak hubungan suami-istri, atau tidak
mematuhi perintah suami tanpa alasan sah. Dalam
perkara ini, penggugat tidak terbukti melakukan
nusyuz karena istri dianggap patuh kepada suaminya
dengan bukti tidak keluar dan tetap tinggal di rumah
bersama, sementara tergugat (suami) yang
meninggalkan rumah. Berdasarkan fakta tersebut, istri

104 Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.
105 Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.
106 Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
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sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan nafkah
‘iddah (3) dan mut’ah (%), karena posisinya tetap
sebagai istri yang sholihah dan taat selama masa
pernikahan. %’

Hakim Khaerozi menekankan bahwa dalam proses
cerai gugat, meskipun secara substansi hukum
penggugat (istri) berhak atas nafkah ‘%ddah (33) dan
mut’ah (3x3%), hak-hak tersebut tidak akan diputuskan
oleh hakim jika tidak dicantumkan secara eksplisit
dalam petitum gugatan. Namun, dalam kondisi
tertentu, jika tergugat (suami) bersedia memberikan
nafkah “ddah (3) dan mut’ah (3%%) kepada
penggugat secara sukarela, hakim dapat menggunakan
kewenangan ex-officio untuk menetapkan pemberian
tersebut dalam putusan.'®® Kewenangan ini diberikan
kepada hakim berdasarkan Pasal 149 Kompilasi
Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa dalam
kasus perceraian, suami berkewajiban memberikan
nafkah ‘iddah (s3), mut ’ah (%), serta kewajiban lain
seperti nafkah anak dan pembagian harta bersama.
Ketentuan ini mencerminkan asas keadilan dan
perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak pasca
perceraian.1®

Penggunaan kewenangan ex officio oleh hakim
bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap
hak-hak dasar pihak yang berperkara, khususnya
perempuan, yang sering kali berada dalam posisi
rentan dalam proses perceraian. Langkah ini menjadi

107 Khaerozi. Wawancara. Kudus, 13 November 2024.
108 Khaerozi. Wawancara. Kudus, 13 November 2024.
109 Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.
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penting ketika pihak penggugat, misalnya seorang istri,
tidak secara eksplisit mencantumkan tuntutan atas
nafkah “iddah (33) dan mut’ah (333%) dalam petitum
gugatan. Dalam konteks ini, hakim dapat mengambil
inisiatif untuk memutuskan pemberian hak-hak
tersebut demi memastikan keadilan substantif dan
perlindungan terhadap kebutuhan finansial mantan
istri pasca perceraian.

Dalam hukum Islam, kewajiban suami untuk
memberikan nafkah ‘iddah (33) dan mut’ah (333%)
diakui sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan
hukum terhadap mantan istri. Prinsip ini juga
tercermin dalam Pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
menegaskan bahwa suami tetap bertanggung jawab
memberikan nafkah kepada istri selama masa ‘ddah
(33). 10 Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga
keberlanjutan  tanggung jawab suami dalam
memastikan kebutuhan dasar istri terpenuhi, sekaligus
mencerminkan penghormatan terhadap pernikahan
yang pernah terjalin.

Selain itu, penggunaan kewenangan ex officio
dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari
penerapan asas keadilan terhadap kebutuhan pihak
yang rentan, terutama dalam kasus cerai gugat.
Meskipun pendekatan ini dapat dianggap sebagai
penyimpangan dari asas ultra petita, hal tersebut
dilakukan dengan tujuan mengakomodasi nilai-nilai
keadilan. Dalam banyak kasus, perempuan yang
mengajukan  gugatan cerai tidak menyadari

110 pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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sepenuhnya hak-hak mereka atau kurang memahami
bagaimana mengekspresikannya dalam gugatan.
Akibatnya, tanpa intervensi dari hakim, hak-hak
tersebut berpotensi terabaikan.

Namun, penggunaan kewenangan ex officio tidak
dilakukan secara sembarangan. Hakim harus
mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik dalam
perkara yang ditangani, termasuk kesediaan tergugat
(suami) untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika
suami secara eksplisit menolak memberikan nafkah
‘iddah (3) dan mut’ah (%3%), hakim mungkin tidak
dapat memaksakan pemberian tersebut tanpa dasar
hukum yang kuat, terutama jika tidak ada bukti
kewajiban finansial yang secara eksplisit diakui dalam
gugatan.’! Dengan demikian, penerapan kewenangan
ini harus didasarkan pada asas keadilan, kepatutan,
dan keseimbangan hukum, agar tidak menciptakan
beban yang tidak proporsional pada salah satu pihak.

Dengan demikian, meskipun asas ultra petita
membatasi kewenangan hakim untuk memutuskan
sesuatu di luar apa yang dimohonkan dalam petitum
gugatan, kewenangan ex officio yang diakui dalam
hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
memberikan ruang bagi hakim untuk membuat
keputusan yang lebih responsif terhadap keadilan.
Dalam  konteks perceraian, kewenangan ini
memungkinkan hakim untuk melindungi hak-hak
dasar istri, seperti nafkah ‘ddah (s3) dan mut’ah
(4i%), meskipun tidak secara eksplisit dimohonkan
oleh pihak istri dalam gugatan. Penerapan

111 Khaerozi. Wawancara. Kudus, 13 November 2024.
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kewenangan ini mencerminkan peran hakim sebagai
penjaga nilai-nilai keadilan dan pelindung hak-hak
pihak yang rentan dalam proses hukum.

Dalam perkara ini, perhatian hakim terhadap
kemaslahatan istri cenderung terbatas karena kasus
tersebut merupakan cerai gugat, di mana proses
perceraian diajukan oleh istri melalui pengadilan. Hal
ini mencerminkan perbedaan mendasar dengan kasus
cerai talak, di mana perceraian diajukan atas inisiatif
suami. Dalam konteks cerai talak, hukum positif di
Indonesia secara tegas mengatur bahwa suami wajib
memberikan nafkah ‘ddah (33) dan mut’ah (333%)
kepada mantan istrinya sebagai bentuk tanggung
jawab atas berakhirnya ikatan pernikahan. Kewajiban
ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan
terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

Namun, dalam perkara cerai gugat, di mana
perceraian diajukan oleh istri, suami sering kali
dianggap tidak bertanggung jawab langsung atas
putusnya hubungan perkawinan. Hal ini menyebabkan
kewajiban memberikan nafkah ‘ddah (%) dan
mut’ah (43%) kepada istri tidak selalu menjadi
perhatian utama, kecuali jika istri secara eksplisit
mencantumkan tuntutan tersebut dalam gugatan dan
tidak terbukti melakukan nusyuz (ketidakpatuhan).
Dalam kasus ini, perhatian terhadap kemaslahatan istri
bergantung pada sejauh mana hak-haknya dalam
petitum gugatan dan dipertimbangkan dalam putusan
hakim.

Sebaliknya, dalam perkara cerai talak, hukum
menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada
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suami untuk memberikan kompensasi finansial berupa
nafkah ‘ddah (s32) dan mut’ah (333%) kepada mantan
istri. Ketentuan ini didasarkan pada asumsi bahwa
keputusan perceraian diajukan oleh pihak suami,
sehingga ia memikul kewajiban moral dan legal untuk
memastikan kebutuhan dasar mantan istrinya
terpenuhi selama masa transisi.*? Nafkah ‘ddah (s3)
diberikan untuk menjamin kesejahteraan istri selama
masa ‘ddah (33), yaitu waktu yang disyaratkan oleh
hukum Islam sebelum istri dapat menikah kembali.
Sementara itu, mut’ah (3%) merupakan bentuk
penghargaan atas peran istri selama pernikahan dan
bentuk dukungan finansial untuk memulai kehidupan
baru setelah perceraian.

Kewajiban ini juga berakar pada prinsip keadilan
dalam hukum Islam, yang menekankan perlindungan
terhadap perempuan, terutama dalam situasi yang
dapat merugikan secara ekonomi dan sosial.
Perempuan, khususnya mantan istri, sering kali berada
dalam posisi yang lebih rentan setelah perceraian, baik
dari segi finansial maupun emosional. Oleh karena itu,
pemberian nafkah ‘ddah (33) dan mut ’ah (3x3%) tidak
hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban hukum,
tetapi juga sebagai langkah untuk mencegah
ketidakadilan dan memastikan keseimbangan hak
antara mantan pasangan.

Meskipun terdapat beberapa hakim yang secara
proaktif menetapkan nafkah ‘iddah (33) dan mut’ah
(43%) bagi istri dalam perkara cerai gugat meskipun
istri tidak mencantumkan tuntutan tersebut dalam

112 Khaerozi. Wawancara. Kudus, 13 November 2024.
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gugatannya, Hakim Khaerozi memiliki pandangan
yang berbeda. Beliau menjelaskan bahwa hingga saat
ini ia belum pernah menerapkan ketentuan tersebut
dalam perkara yang ditanganinya. Menurut pandangan
beliau, perkara cerai gugat merupakan kasus di mana
perceraian  diputuskan oleh pengadilan atas
permohonan istri. Dalam konteks ini, Hakim Khaerozi
berpendapat bahwa tanggung jawab finansial seperti
nafkah “ddah (33) dan mut’ah (3235 tidak dapat
dibebankan kepada suami, mengingat inisiatif
perceraian berasal dari pihak istri. Dengan kata lain, ia
beranggapan bahwa suami tidak memiliki kewajiban
langsung untuk memenuhi hak-hak tersebut dalam
kasus cerai gugat.'*®

Dari wawancara ini, terlihat bahwa hakim
memprioritaskan asas kehati-hatian dalam memutus
perkara cerai gugat, terutama dalam konteks
permohonan hak-hak pasca perceraian. Hal ini
dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara
keadilan dan prosedural sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Hakim juga menyoroti
pentingnya pemahaman masyarakat, khususnya pihak-
pihak yang berperkara, mengenai penyusunan petitum
gugatan secara tepat agar hak-hak yang seharusnya
diperoleh dapat terakomodasi dalam putusan.

Selain itu, hakim juga menyoroti pentingnya
meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat,
khususnya bagi pihak-pihak yang berperkara.
Pemahaman yang baik mengenai penyusunan petitum
gugatan dianggap krusial agar hak-hak yang

113 Khaerozi. Wawancara. Kudus, 13 November 2024.
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diinginkan dapat terakomodasi secara efektif dalam
putusan pengadilan. Dalam konteks perkara cerai
gugat, banyak kasus di mana pihak istri tidak
mencantumkan tuntutan nafkah ‘iddah (s3) dan
mut ’ah (%55) dalam gugatan mereka, sehingga hakim
tidak dapat memutuskan hak tersebut karena terikat
pada asas ultra petita.

Hakim juga menegaskan bahwa penyusunan
petitum gugatan yang jelas dan tepat tidak hanya
mempermudah proses penyelesaian perkara, tetapi
juga mencerminkan penghargaan terhadap prinsip
efisiensi dalam proses peradilan. Dengan demikian,
penting bagi penggugat, terutama dalam perkara cerai
gugat, untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum
atau pihak yang berkompeten agar tuntutan mereka
sesuai dengan kebutuhan dan hak yang diatur oleh
hukum.

Dalam rangka memperbaiki situasi ini, hakim juga
mengusulkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif
mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, baik
melalui lembaga peradilan maupun organisasi
masyarakat.  Sosialisasi ini  bertujuan  untuk
memberikan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai  prosedur hukum dan pentingnya
mencantumkan hak-hak tersebut dalam gugatan,
sehingga perlindungan hukum dapat tercapai secara
maksimal. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh
ini, diharapkan proses peradilan tidak hanya berfungsi
sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga
sebagai instrumen pendidikan hukum bagi masyarakat.



BAB 1V
ANALISIS DAN TINJAUAN MASLAHAH
MURSALAHTERHADAP NAFKAH ‘IDDAHDAN
MUT’AH CERAI GUGAT DALAM PUTUSAN
NOMOR 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

A. Analisis Nafkah ‘ddah (%) dan Mut'ah (32%)
Cerai Gugat dalam Putusan Nomor
1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

Nafkah “ddah (33) dan mut’ah (33%) memiliki
peranan penting dalam melindungi hak-hak perempuan
pasca perceraian, baik dari perspektif hukum Islam
maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, nafkah
‘iddah (3) bertujuan untuk memastikan bahwa mantan
istri tetap mendapatkan dukungan finansial selama masa
‘iddah (33) sebagai bentuk tanggung jawab suami
terhadap bekas istrinya. Sementara itu, mut’ah (333%)
merupakan pemberian yang bersifat sukarela namun
dianjurkan, sebagai penghargaan terhadap ikatan
pernikahan yang telah dijalani. Kedua elemen tersebut
mencerminkan prinsip keadilan, kepedulian, dan
perlindungan terhadap perempuan dalam ajaran Islam.

Dalam perkara cerai gugat, pengadilan agama
sering kali tidak memberikan nafkah “ddah (3%) dan
mut ’ah (3%%) kepada penggugat, terutama karena adanya
persepsi tradisional yang memposisikan perempuan
sebagai pihak yang bersalah dalam cerai gugat. Persepsi
tradisional ini menunjukkan adanya bias gender dalam
penafsiran hukum, di mana perempuan dianggap tidak

93



94

layak menerima nafkah ‘iddah (33) dan mut’ah (433%)
karena dianggap sebagai pihak yang mengakhiri
perkawinan. Namun, pemikiran ini tidak lagi relevan
dalam konteks modern, di mana hak-hak perempuan harus
dilindungi berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Persepsi tradisional yang mendasari pengabaian
nafkah “ddah (33) dan mut’ah (%3%) dalam perkara cerai
gugat sebagian besar terletak pada pemahaman terhadap
Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam
pasal tersebut, diatur bahwa suami hanya berkewajiban
memberikan nafkah, tempat tinggal (maskan), dan pakaian
(kiswah) kepada mantan istri selama masa ‘“7ddah, kecuali
jika mantan istri dijatuhi talak ba’in atau terbukti nusyiz
serta tidak dalam keadaan hamil.’* Aturan ini menegaskan
bahwa pada perkara talak ba’in, kewajiban nafkah dari
suami kepada mantan istri tidak lagi berlaku.

Sementara itu, putusan nomor
1122/Pdt.G/2023/PA.Kds termasuk dalam perkara cerai
gugat, di mana perceraian diputuskan oleh pengadilan. Hal
ini sering kali dijadikan dasar untuk menghilangkan
kewajiban suami dalam memberikan nafkah “ddah (33),
mut ’ah (33%), atau bentuk hak lainnya kepada mantan istri.
Pemahaman ini berimplikasi pada munculnya persepsi
bahwa jika istri mengajukan cerai, maka perceraian
tersebut bukanlah keputusan suami, sehingga suami tidak
memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pasca
perceraian.

Penulis berpendapat bahwa pandangan ini perlu
dikritisi sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang
berkembang dalam praktik peradilan modern. Pengabaian

114 Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.
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hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya dalam
perkara cerai gugat, dapat dianggap tidak adil karena tidak
mempertimbangkan kondisi faktual yang menyebabkan
perceraian tersebut terjadi. Misalnya, jika perceraian
diajukan oleh istri karena adanya faktor yang merugikan
seperti perlakuan tidak adil, pengabaian kewajiban suami,
atau adanya pihak ketiga (WIL), maka dapat
menghilangkan hak-hak istri hanya berdasarkan klasifikasi
talak ba’in yang mengabaikan realitas keadilan.

Pengadilan di Indonesia seharusnya tidak lagi
berpijak pada pendekatan tradisional semata, tetapi lebih
mengedepankan alasan yang rasional dan adil dalam
memutus perkara cerai gugat. Putusan pengadilan harus
mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang
kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak,
khususnya perempuan yang sering kali berada dalam
posisi yang lebih rentan pasca perceraian. Nafkah ‘iddah
(33) dan mut’ah (33%), dalam konteks ini, bukan hanya
sekadar kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh
mantan suami, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas
kontribusi istri selama masa perkawinan dan sebagai upaya
untuk memberikan dukungan ekonomi sementara pasca
perceraian.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia,
sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI), mengatur nafkah ‘ddah (3>) dan mut’ah
(4i%) dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Pemberian
nafkah tersebut tidak hanya didasarkan pada ketentuan
agama, tetapi juga mempertimbangkan situasi dan kondisi
spesifik dari pasangan yang bercerai, termasuk
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kemampuan finansial mantan suami dan kebutuhan
mantan istri. Aturan ini memberikan ruang bagi hakim
untuk mempertimbangkan aspek-aspek kemaslahatan,
seperti perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta
memastikan keadilan yang seimbang bagi kedua belah
pihak.

Namun, fleksibilitas dalam hukum positif ini juga
memunculkan tantangan dalam penerapannya. Banyak
putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan
penafsiran dan implementasi terkait nafkah ‘“ddah (33)
dan mut’ah (%%). Dengan adanya perbedaan penafsiran
tersebut sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum
bagi pihak yang terlibat. Meski demikian, beberapa
kebijakan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 3 Tahun 2018 telah berupaya memberikan
kepastian hukum dan menjamin hak-hak perempuan pasca
perceraian, bahkan dalam kasus cerai gugat yang diajukan
oleh istri.

Pada kenyataannya, implementasi SEMA tersebut
masih belum optimal. Meski telah ada sejumlah
yurisprudensi yang menegaskan hak-hak ini sebagai
bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif,
banyak hakim yang tetap berpegang pada interpretasi
tekstual Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Akibatnya, banyak putusan yang mengabaikan hak-hak
perempuan pasca perceraian, sehingga memperkuat
kerentanan mereka baik secara ekonomi maupun
psikologis. Hakim seharusnya tidak hanya terpaku pada
norma-norma formal, tetapi juga menggali nilai-nilai
keadilan substantif sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) memiliki kedudukan yang
berbeda dalam hierarki hukum Indonesia. Kompilasi
Hukum Islam disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1
Tahun 1991, tidak termasuk dalam hierarki peraturan
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8
UU No. 12 Tahun 2011. KHI hanya berfungsi sebagai
pedoman hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam
menangani perkara terkait hukum Islam.!*® Oleh karena
tidak melalui proses legislasi formal, KHI tidak memiliki
kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang.

Sebaliknya, SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah
Agung untuk memberikan arahan teknis dan menjamin
keseragaman penerapan hukum di seluruh pengadilan.
Meskipun tidak termasuk dalam kategori peraturan
perundang-undangan formal, SEMA memiliki otoritas
lebih tinggi dibandingkan KHI karena berasal dari
lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia dan berfungsi
sebagai aturan kebijakan yang mengisi kekosongan hukum.
Dengan demikian, SEMA dianggap lebih tinggi
kedudukannya daripada KHI dalam hierarki hukum
nasional.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keabsahannya
apabila didasarkan pada kewenangan atau perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan
syarat bahwa perintah tersebut sah secara hukum dan
bersifat mengikat. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 79

115 Barmawi Mukri, “Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam
Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Hukum, vol. 17, no.8, Juni 2001, 22-29.
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UU No. 14 Tahun 1985 yang mengatur bahwa, Mahkamah
Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila
terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-
Undang ini.!® Dengan demikian, jika terdapat kekurangan
atau kekosongan dalam peraturan perundang-undangan,
Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk
menetapkan  kebijakan yang bertujuan  mengisi
kekosongan atau kesenjangan hukum tersebut.!!’

Dengan demikian, seharusnya dengan adanya
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018,
hakim dapat menerapkannya dalam memutuskan suatu
perkara. Di samping itu, yurisprudensi yang telah ada juga
seharusnya dapat dijadikan acuan untuk memberikan
kepastian hukum yang lebih baik dan menjamin
perlindungan hak-hak perempuan. Sebagai contoh yaitu
Yurisprudensi Mahkamah Nomor 13 K/AG/2007 tanggal
6 Februari 2008 yang menyatakan “Meskipun gugatan
perceraian yang diajukan oleh istri akan tetapi tidak
terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex-officio
suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah ‘ddah
kepada bekas isterinya dengan alasan bekas istri harus
menjalani masa ‘iddah yang tujuannya antara lain untuk
istibra’ yang juga menyangkut kepentingan suami”.!!®
Selain itu juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 yang
menyatakan “Sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam

116 pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
117 Ibnu Alwi Syihab, Sayehu, “Usman Musthafa, Fungsionalisasi SEMA Nomor
2 tahun 2023 Tentang Interfaith Marriage (Perkawinan Beda Agama)”, Jurnal
Prisma Hukum, vol. 7, no.5, Desember 2023, 45-53.

118 Yurisprudensi Mahkamah Nomor 13 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008.
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gugatannya, hakim secara ex-officio dapat membebankan
kewajiban natkah ‘iddah dan mut’ah kepada bekas suami
untuk bekas istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 149
huruf a dan b, Kompilasi Hukum Islam,” '

Dalam hal ini, penulis akan mengaitkan dengan
putusan pengadilan nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.
Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan tidak
memberikan nafkah ‘ddah (s32) dan mut ’ah (%33%) kepada
istri. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui
wawancara dengan hakim, yang menjadi alasan utama
keputusan tersebut adalah karena istri tidak mengajukan
permohonan nafkah “ddah (33) dan mut’ah (333%) secara
eksplisit dalam petitum gugatannya. Hal tersebut menjadi
pertimbangan hakim karena jika tidak dituntut secara
eksplisit oleh istri melalui petitum, maka akan melanggar
asas ultra petita. Asas tersebut melarang hakim untuk
memutus suatu perkara melebihi apa yang ada dalam
tuntutan yang diajukan.

Penerapan asas ultra petita oleh hakim dalam
perkara ini menimbulkan dilema, terutama terkait
perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca
perceraian. Asas ini meskipun bertujuan menjaga
kepastian hukum dengan membatasi putusan hakim agar
tidak melebihi tuntutan yang diajukan, dapat menjadi
penghalang dalam penegakan keadilan substantif. Dalam
konteks ini, hak-hak perempuan seperti nafkah ‘iddah (s3c)
dan mut ah (%35) berisiko terabaikan, terutama jika pihak
istri tidak memiliki pemahaman tentang hukum.

119 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6
Desember 2003.
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Dalam  kasus-kasus  perceraian,  hak-hak
perempuan seperti nafkah Gddah (33) dan mut’ah (4%)
sering kali tidak diajukan dalam gugatan karena
ketidaktahuan atau kendala lainnya. Akibatnya, apabila
hakim secara ketat berpegang pada asas ultra petita, hak-
hak tersebut berisiko tidak diterapkan dalam putusan,
meskipun secara substantif hak tersebut layak diberikan
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini
juga diterapkan oleh hakim dalam perkara ini. Kondisi ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip
formalitas hukum dan kebutuhan untuk melindungi pihak-
pihak yang rentan, khususnya perempuan dalam perkara
perceraian.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa
penerapan asas ultra petita memerlukan pendekatan yang
lebih fleksibel, terutama dalam perkara yang melibatkan
kepentingan perempuan. Hakim seharusnya menggunakan
hak ex-officio nya untuk memastikan perlindungan
terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh mantan istri,
meskipun hal tersebut tidak tercantum dalam petitum. Hal
ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (¢) UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi
bekas istri.”1?° Berdasarkan pasal tersebut, kata ‘dapat’
diinterpretasikan sebagai ‘boleh’ secara ex-officio, yang
memberikan  kewenangan kepada hakim  untuk
menetapkan mut ‘ah (4%is) dan nafkah ‘iddah (s3) sebagai

120 pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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upaya melindungi hak-hak mantan istri akibat
perceraian.'?!

Selain itu, asas ultra petita sebagaimana diatur
dalam Pasal 178 ayat 3 HIR dan Pasal 189 ayat 3 RBg
merupakan aturan umum yang membatasi kewenangan
hakim untuk memutus perkara hanya berdasarkan apa
yang diminta dalam gugatan. Namun, pengaturan ini dapat
dikesampingkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) yang memiliki sifat khusus dan memberikan
pedoman lebih terperinci mengenai penerapan asas ultra
petita dalam praktik peradilan. Berdasarkan asas lex
specialis derogat legi generali, yaitu bahwa aturan hukum
yang  bersifat khusus (lex  specialis)  dapat
mengesampingkan aturan yang bersifat umum (lex
generalis), maka SEMA memiliki kedudukan yang lebih
relevan untuk diikuti dalam kasus tertentu.

Penerapan asas ini menegaskan fleksibilitas dalam
sistem hukum untuk mengakomodasi kebutuhan keadilan
yang lebih spesifik, terutama dalam kasus-kasus yang
memerlukan interpretasi hukum yang lebih kontekstual.
Dalam konteks perkara cerai gugat, penerapan SEMA
dapat memberikan ruang bagi  hakim  untuk
mempertimbangkan keadilan substantif dan kebutuhan
khusus para pihak, seperti pemberian nafkah ‘ddah (3x)
dan mut’ah (%i%) yang mungkin tidak secara eksplisit
diminta dalam gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa
pengaturan hukum yang bersifat khusus melalui SEMA
tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga

121 Ade Ayu Sukma, Hak Ex-officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan
(Analisis Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri), Skripsi, (Parepare: IAIN Parepare,
2018), 32.
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sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang lebih
responsif terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh
para pihak. Dengan demikian, penerapan asas lex specialis
derogat legi generali melalui SEMA mendukung
terciptanya putusan yang lebih adil dan kontekstual tanpa
mengabaikan prinsip dasar hukum yang berlaku.

Jika dianalisis dari perspektif hukum Islam,
pemberian nafkah “7ddah (s3) dan mut ah (%5%) memiliki
jangkauan yang lebih luas daripada sekadar kewajiban
finansial. Keduanya mencerminkan tanggung jawab moral
seorang suami terhadap mantan istrinya, sebagai bentuk
penghormatan atas hubungan yang pernah terjalin dan
upaya menjaga kesejahteraan perempuan pasca perceraian.
Pemberian nafkah ini juga mencerminkan nilai keadilan
yang menjadi inti dari prinsip hukum Islam, di mana
perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian
menjadi prioritas utama.

Sementara itu, perkara cerai gugat dalam konteks
hukum positif Indonesia, terdapat peluang bagi hakim
untuk menggunakan kewenangan ex-officio. Kewenangan
ini memberikan ruang bagi hakim untuk memutuskan
pemberian hak-hak dasar seperti nafkah “iddah (s3) dan
mut’ah (4%), meskipun hak-hak tersebut tidak secara
eksplisit dimohonkan dalam petitum gugatan. Hal ini
bertujuan untuk menjamin keadilan substantif bagi pihak-
pihak yang terlibat, terutama perempuan yang sering kali
berada dalam posisi kurang berdaya setelah perceraian.

Namun, praktik penerapan kewenangan ini masih
belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat putusan-
putusan yang cenderung menggugurkan hak-hak istri
hanya karena tidak dicantumkan secara eksplisit dalam
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gugatan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang
diamanatkan oleh hukum, baik dalam perspektif Islam
maupun dalam hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu,
penulis berpendapat bahwa pengakuan terhadap hak-hak
dasar seperti nafkah “ddah (33) dan mut’ah (4335

seharusnya tidak terikat pada formalitas administratif
dalam gugatan, tetapi juga harus mempertimbangkan dan
menggali nilai-nilai keadilan dan memperhatikan fakta-
fakta yang terungkap selama persidangan.

Pelaksanaan hak ex-officio didasarkan pada Pasal
10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menunjukkan bahwa
hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara
formal, tetapi juga diwajibkan untuk menggali nilai-nilai
keadilan yang hidup dalam masyarakat.'?> Kewajiban ini
menegaskan pentingnya keadilan substantif sebagai tujuan
utama dalam setiap putusan hukum, termasuk dalam
perkara perceraian. Penulis beranggapan bahwa dalam
perkara ini hakim hendaknya menerapkan pasal tersebut
untuk melindungi hak-hak mantan istri, terlebih ketika
terdapat bukti yang menunjukkan adanya kerugian yang
dialami selama perkawinan berlangsung.

Fakta-fakta yang terungkap selama persidangan
memberikan dasar yang kuat untuk mempertimbangkan
keadilan bagi mantan istri. Dalam perkara ini, penggugat
menanggung berbagai kerugian, termasuk perlakuan tidak
adil dari mantan suami selama perkawinan berlangsung.
Fakta bahwa mantan suami memiliki wanita idaman lain
(WIL) serta sifat temperamental semakin memperkuat

122 pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
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argumen bahwa penggugat mengalami penderitaan
emosional dan psikologis. Selain itu, penggugat juga
terbukti telah melakukan tanggung jawabnya, baik sebagai
seorang istri maupun sebagai ibu. Hal tersebut tidak hanya
memerlukan tenaga fisik tetapi juga keterlibatan
emosional. Peran ini menunjukkan kesetiaan dan
pengorbanan penggugat dalam menjaga rumah tangga.

Jika menggunakan perspektif keadilan substantif,
kondisi yang dialami penggugat seharusnya menjadi
pertimbangan penting bagi hakim dalam memutuskan
perkara. Hakim memiliki kewajiban moral dan hukum
untuk memastikan bahwa mantan istri mendapatkan hak-
haknya, termasuk kompensasi atas kerugian yang
dideritanya selama perkawinan. Meskipun penggugat
tidak secara eksplisit mengajukan tuntutan dalam petitum,
seharusnya di situlah hakim menggunakan hak ex-officio
nya untuk menetapkan kewajiban nafkah “ddah (s) dan
mut’ah (33%) kepada mantan suami demi tercapainya
keadilan.

Selain itu, salah satu aspek yang harus
diperhatikan dalam menentukan hak atas nafkah ‘ddah
(%) dan mut’ah (333%) adalah apakah istri terbukti
melakukan nusyuz atau tidak. Nusyuz dalam konteks
hukum Islam mengacu pada pembangkangan istri terhadap
kewajiban-kewajibannya yang menjadi syarat penting
yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak
tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3
Tahun 2018, poin 3 dari Hasil Pleno Kamar Agama
menyebutkan bahwa “Kewajiban suami akibat perceraian
terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma
Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara
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Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam
perkara cerai gugat dapat diberikan mut‘ah dan nafkah
‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz'?®

Istri dapat dikategorikan nusyuz menurut pasal 84
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu ketika istri tidak
mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 83.!%* Kewajiban yang
dimaksud dalam pasal 83 yaitu berbakti lahir dan batin
kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum
Islam. ! Dalam perkara ini, penggugat tidak terbukti
melakukan nusyuz. Hal ini terlihat dari fakta bahwa
meskipun mantan suami meninggalkannya, penggugat
tetap memilih untuk tinggal di rumah bersama. Sikap
penggugat ini menunjukkan komitmennya sebagai seorang
istri yang sholihah. Ia tetap menjalankan perannya dengan
baik, meskipun berada dalam situasi yang sulit dan penuh
tekanan. Oleh karena itu, komitmen dan pengorbanan
penggugat ini seharusnya menjadi pertimbangan penting
bagi hakim dalam menetapkan nafkah ‘ddah (s3) dan
mut’ah (%), Dengan demikian, istri dalam hal ini
seharusnya mendapatkan nafkah ‘%ddah (s3) dan mut’ah
(is).

Di samping itu, hakim dalam memutuskan besaran
nafkah ‘“ddah (3>) dan mut’ah (%3%) dalam perkara cerai
juga harus mempertimbangkan berbagai aspek. Hal ini
bertujuan untuk memastikan keputusan yang adil dan
proporsional. Salah satu aspek utama yang harus

123 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, poin 3 dari
Hasil Pleno Kamar Agama.

124 Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

125 Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
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diperhatikan adalah kemampuan finansial suami, yang
mencakup pekerjaan dan penghasilan suami. Selain itu,
durasi perkawinan juga menjadi faktor penting karena
lamanya hubungan perkawinan dapat seberapa banyak
kontribusi istri dalam rumah tangga, baik secara emosional
maupun material.

Penentuan jumlah nafkah ‘iddah (33) dan mut ah
(42i%) tidak dapat dilakukan secara mekanis saja. Hakim
perlu melakukan analisis lebih mendalam dengan
memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku,
seperti asas kepatutan, kesanggupan, kemanfaatan, dan
kelayakan.’® Dengan adanya asas-asas ini dapat menjadi
bahan pertimbangan hakim untuk menilai situasi secara
menyeluruh, termasuk kebutuhan pihak istri pasca
perceraian serta tanggung jawab moral dan hukum suami
untuk mendukung kesejahteraan mantan istri.

Dalam praktiknya, penerapan asas-asas tersebut
bertujuan untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya
memenuhi aspek formalitas hukum, tetapi juga
mencerminkan rasa keadilan. Misalnya, dalam kasus di
mana suami memiliki penghasilan yang memadai, hakim
dapat menetapkan besaran mut ‘ah (433%) yang lebih besar
sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi istri
selama perkawinan. Sebaliknya, jika suami memiliki
keterbatasan finansial, hakim dapat menetapkan jumlah
yang wajar tanpa mengabaikan hak-hak istri.

Dalam perkara ini, tergugat (mantan suami) yang
berprofesi sebagai buruh pabrik memiliki penghasilan
yang terbatas, sehingga kemampuan finansialnya perlu
menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan besaran

126 Khaerozi. Wawancara. Kudus, 13 November 2024.
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nafkah ‘iddah (33) dan mut ah (423%). Meskipun demikian,
menurut penulis, keterbatasan penghasilan tidak dapat
dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban suami
terhadap mantan istri. Pemberian nafkah ‘iddah (33) dan
mut ’ah (43%), meskipun dalam jumlah yang relatif kecil,
tetap menjadi bentuk tanggung jawab moral dan hukum
yang mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak istri
pasca perceraian.

Selain itu, untuk mewujudkan keadilan substantif,
hakim harus memastikan pemberian nafkah ini dilakukan
secara proporsional dan patut, sesuai dengan asas
kepatutan yang menjadi panduan dalam perkara semacam
ini. Asas kepatutan menuntut hakim  untuk
mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak secara
menyeluruh, termasuk kemampuan finansial suami dan
kebutuhan istri, sehingga putusan yang diambil dapat
mencerminkan keseimbangan antara kewajiban dan
kemampuan. Asas kemanfaatan juga berlaku dalam hal ini,
di mana pemberian nafkah “ddah (33) dan mut ’ah (3s)
harus dapat memberikan manfaat nyata bagi pihak istri
dalam menghadapi kehidupan pasca perceraian. Dengan
demikian, putusan yang diambil tidak hanya bersifat
simbolis, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak
positif yang bagi kesejahteraan istri.

. Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Nafkah
‘Iddah dan Mut'ah dalam Putusan Nomor
1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber
hukum dalam Islam yang menekankan pada kemaslahatan
tanpa didasari dalil khusus. Dalam konteks pemberian
nafkah ‘“ddah (33) dan mut'ah (335%), konsep ini sangat
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relevan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan
pasca perceraian terlindungi, terutama dalam situasi di
mana tidak menunjukkan secara eksplisit permintaan
tersebut dalam gugatan. Analisis ini bertujuan untuk
meninjau penerapan maslahah mursalah dalam putusan
Nomor 1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.

Ulama yang menjadikan maslahah mursalah
sebagi hujjah yaitu ulama dari kalangan madzhab Maliki.
Mereka menetapkan beberapa kriteria agar kemaslahatan
ini dapat dijadikan dasar hukum. %’
kemaslahatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat
dan termasuk dalam kategori yang secara umum didukung
oleh nas. Jika dikaitkan dengan putusan ini, di mana tidak
memberikan nafkah “ddah (33) dan mut’ah (43%) dalam
perkara cerai gugat, maka dapat didasarkan pada QS. Al-
Bagarah ayat 236 dan QS. Al-Ahzab ayat 49.

\a»w’ }S /)n.um Yj vg-r\}d 0w o4 oL é";;_kziafs/ °/\
oz oy . oZ R IPE SN NP
SR &> ele e U&@J‘Q{%&W

”Tempatkanlah mereka (para Istri) di mana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaqg) itu
sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka Nafkahnya
hingga mereka bersalin.”*® (Q.S. 65 [At-Talaq]:6)

Pertama,

127 Ma‘ruf Amin, Fatwa, 163.
128 Depag RI, Al-Qur’an, 1090.
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian
kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya
maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu
yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah
mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara
yang sebaik-baiknya.”*° (Q.S. 33 [Al-Ahzab]:49)

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa
pemberian nafkah %ddah (3x) dan mut’ah (433%) hanya
diwajibkan jika suami yang menceraikan istri, atau yang
dikenal sebagai cerai talak, bukan cerai gugat. Hal ini
berdasarkan pemahaman bahwa nafkah tersebut
merupakan bentuk tanggung jawab moral dan material
suami terhadap istri yang diceraikan secara sepihak.
Dalam konteks cerai gugat, di mana istri yang mengajukan
gugatan cerai, kewajiban tersebut tidak disebutkan secara
eksplisit dalam Al-Qur'an, sehingga menjadi dasar bagi
hakim untuk memutuskan bahwa nafkah ‘“ddah (33) dan
mut ’ah (423%) tidak perlu diberikan dalam kasus ini.

Dengan demikian, putusan hakim yang tidak
memberikan nafkah ‘ddah (33) dan mut ’ah (%is) dalam
perkara cerai gugat dianggap sejalan dengan petunjuk
umum dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa
putusan tersebut telah memenuhi syarat pertama untuk
disebut sebagai maslahah. Selain itu, keputusan ini juga

129 Depag RI, AI-Qur’an, 820.
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mencerminkan konsistensi dengan prinsip dasar dalam
hukum Islam, yaitu bahwa kewajiban nafkah didasarkan
pada situasi di mana pihak suami memiliki tanggung jawab
langsung atas perceraian tersebut.

Kedua, kemaslahatan harus bersifat rasional dan
pasti, bukan sekadar dugaan, sehingga dapat memberikan
manfaat nyata dan mencegah kerugian. Dalam konteks
putusan ini, hakim tidak memberikan nafkah ‘ddah (s3)
dan mut’ah (333%) kepada mantan istri, sehingga tidak
memenuhi syarat kedua dari prinsip kemaslahatan tersebut.
Ketiadaan pemberian nafkah ini mengabaikan manfaat
nyata yang seharusnya diterima oleh mantan istri, terutama
dalam mendukung kehidupannya pasca perceraian.
Nafkah ‘ddah (s3) dan mut’ah (%s) memiliki fungsi
penting dalam memberikan dukungan finansial selama
masa transisi, seperti untuk memenuhi kebutuhan dasar
berupa tempat tinggal, pangan, dan pakaian, yang sering
kali menjadi tantangan berat bagi perempuan setelah
perceraian.

Selain itu, pemberian nafkah “ddah (33) dan
mut’ah (33 berfungsi mencegah kemudharatan, baik
dalam bentuk kerugian ekonomi maupun dampak
psikologis yang dapat timbul akibat perpisahan. Hal
tersebut sesuai dengan kaidah figh i eal
(kemudaratan harus dihilangkan). Mantan istri yang
berada dalam kondisi rentan, baik secara emosional
maupun finansial, berpotensi mengalami tekanan lebih
berat jika tidak mendapatkan dukungan apa pun setelah
perceraian.

Lebih jauh, pemberian nafkah ini tidak hanya
berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan materi, tetapi
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juga sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi istri selama
pernikahan, termasuk pengorbanan fisik, emosional, dan
moral yang diberikan untuk keberlangsungan rumah
tangga. Dengan tidak adanya nafkah tersebut, penggugat
kehilangan haknya yang bertujuan melindungi martabat
dan kesejahteraan perempuan. Selain itu, hal tersebut juga
bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariat, yang
menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban
dalam hubungan suami-istri, bahkan setelah perceraian.

Ketiga, kemaslahatan harus  menyangkut
kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya
individu atau kelompok tertentu. Jika dikaitkan dengan
putusan ini, syarat ketiga dari penerapan maslahah
mursalah tidak secara langsung relevan dengan kasus yang
diteliti. Hal ini karena putusan hakim hanya berkaitan
dengan kepentingan kedua belah pihak, yaitu mantan
suami dan mantan istri. Hak-hak pasca perceraian, seperti
nafkah ‘ddah (33) dan mut’ah (%23%), yang merupakan
kewajiban personal mantan suami kepada mantan istri dan
tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat
secara luas.

Dengan demikian, jika mengacu pada tiga syarat
utama maslahah mursalah, putusan ini hanya memenuhi
satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan dalil-dalil
syar’i. Namun, secara keseluruhan, putusan ini belum
dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang memenuhi
kriteria maslahah mursalah untuk dijadikan sebagai hujjah.
Hal ini disebabkan oleh ketidakterpenuhan dua syarat
lainnya, yakni kemampuan untuk memberikan manfaat
nyata serta relevansi kemaslahatan dengan kepentingan
masyarakat secara luas.
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Putusan ini berpotensi memenuhi ketiga syarat
tersebut jika mantan istri diberikan nafkah ‘“ddah (33) dan
mut’ah (335). Pemberian nafkah tersebut tidak hanya
memberikan manfaat langsung kepada mantan istri dalam
bentuk dukungan finansial dan psikologis selama masa
transisi pasca-perceraian, tetapi juga mencerminkan
tanggung jawab moral mantan suami, yang dapat
memperkuat prinsip keadilan substantif. Dalam konteks ini,
penerapan prinsip tersebut tidak hanya menguntungkan
individu yang bersangkutan, tetapi juga memiliki implikasi
lebih luas dalam menciptakan preseden hukum yang baik.

Preseden ini penting dalam mendorong
perlindungan hak-hak perempuan pasca-perceraian, yang
sering kali menjadi kelompok rentan secara sosial dan
ekonomi. Dengan memberikan nafkah ‘ddah (33) dan
mut’ah (%5%), pengadilan dapat menunjukkan komitmen
terhadap nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan
perlindungan dalam hukum Islam. Lebih jauh, langkah ini
juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga peradilan, menciptakan persepsi bahwa sistem
hukum tidak hanya mematuhi aturan tekstual, tetapi juga
responsif terhadap kebutuhan dan realitas sosial. Dalam
jangka panjang, putusan yang seperti ini diharapkan dapat
berkontribusi pada stabilitas sosial dan keadilan, yang
merupakan bagian integral dari tujuan syariat Islam.

Menurut penulis, jika hakim memberikan natkah
‘iddah (3>) dan mut’ah (333%), maka akan menjadikan
sebuah maslahah yang termasuk dalam tingkatan
maslahah hajiyyah. Pada tingkatan ini merujuk pada
kebutuhan sekunder yang tidak seurgensial mas/ahah
daruriyah, tetapi tetap memiliki peran penting dalam
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mempermudah kehidupan manusia. Kemaslahatan ini
berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap bagi
kebutuhan pokok dengan memberikan keringanan atau
kemudahan yang membantu menjaga keberlangsungan
dan kestabilan kebutuhan dasar. Meskipun tidak secara
langsung memengaruhi lima unsur utama dalam magqasid
syari’ah, yaitu perlindungan atas agama, jiwa, akal, harta,
dan keturunan, ketidakmampuan untuk memenuhi
maslahah hajiyyah dapat menimbulkan dampak tidak
langsung yang berpotensi merusak atau mengganggu
unsur-unsur pokok tersebut. Dengan kata lain, kebutuhan
sekunder ini berfungsi sebagai penguat bagi fondasi utama
kehidupan manusia, meskipun tidak menjadi syarat mutlak
keberlanjutannya.

Dalam konteks pemberian nafkah %ddah (s3) dan
mut’ah (%3%) kepada istri pasca-perceraian, mas/ahah
hajiyyah memiliki peran strategis dalam menjaga martabat
dan kehormatan istri sebagai individu yang berhak atas
perlindungan dan dukungan, meskipun hubungan
pernikahan telah berakhir. Pemberian nafkah ini tidak
hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
sementara, tetapi juga memberikan dukungan emosional
yang penting selama masa transisi pasca-perceraian. Hal
ini membantu istri untuk mengatasi tekanan psikologis dan
mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat
hilangnya peran suami sebagai penyedia utama kebutuhan.

Selain itu, nafkah ini mencerminkan tanggung
jawab moral dan sosial dari mantan suami untuk
memastikan bahwa perpisahan tidak menempatkan istri
dalam kondisi rentan secara ekonomi atau emosional.
Dukungan tersebut memungkinkan istri untuk tetap
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menjalani kehidupannya dengan baik, menjaga stabilitas
kesejahteraannya, dan mencegah penderitaan berlebihan
yang dapat mengganggu proses adaptasi pasca-perceraian.
Dengan kata lain, pemberian nafkah ‘“ddah (s3) dan
mut’ah (355 tidak hanya bersifat finansial tetapi juga
menjadi simbol penghormatan terhadap hak-hak
perempuan dalam sistem hukum Islam, yang
mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam
hubungan antar individu.

Namun, jika nafkah tersebut tidak diberikan,
dampaknya tidak serta-merta mengancam kehidupan atau
kelangsungan hidup istri secara langsung. Hal ini karena,
setelah masa “4ddah (33) selesai, istri memiliki kebebasan
untuk menikah kembali dengan pasangan baru yang dapat
memberikan dukungan baik secara emosional maupun
finansial. Selain itu, istri juga dapat memanfaatkan
kebebasan ini untuk membangun kembali kemandirian
ekonominya melalui pekerjaan atau usaha lain yang sesuai
dengan kemampuannya.

Oleh karena itu, pemberian nafkah ‘“ddah (33) dan
mut’ah (33%) lebih bersifat membantu istri dalam
menghadapi masa transisi pasca-perceraian, yaitu masa
yang sering kali disertai ketidakstabilan emosional dan
finansial. Nafkah ini berfungsi sebagai bentuk
perlindungan  sementara yang dirancang untuk
meringankan beban istri, tanpa dimaksudkan untuk
menjadi solusi jangka panjang atau kebutuhan esensial
seperti yang termasuk dalam kategori mas/ahah d aruriyah.

Maslahah adalah segala bentuk kemaslahatan
yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dalam penetapan
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hukum Islam.®*® Hakikat mas/ahah terletak pada upaya
menjaga tujuan syariat (maqgdsid syar ‘ah) dalam
menetapkan hukum, yang menjadi dasar utama yang harus
diperhatikan dalam setiap ke hukum Islam. Oleh karena
itu, setiap penetapan hukum yang didasarkan pada
maslahah harus mempertimbangkan magasid syari ‘ah
untuk menciptakan keseimbangan antara manfaat individu
dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, terpenuhinya syarat untuk
menjadikan maslahah sebagai dasar hukum (hujjah)
menunjukkan bahwa istri seharusnya mendapatkan hak
atas nafkah “ddah (33) dan mut’ah (43%), meskipun hak
tersebut tidak dituntut secara eksplisit dalam gugatan. Hal
ini selaras dengan tujuan syariat (maqasid syar ‘ah) yang
meliputi hiz ad-din (memelihara agama), hifz an-nafs
(memelihara jiwa), hifz al-‘agl/ (memelihara akal), hifz an-
nasl (memelihara keturunan), dan hifz al-mal(memelihara
harta). Dengan demikian, pemberian nafkah tersebut tidak
hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak
istri, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan
yang menjadi inti dari syariat Islam.

Pertama, hifz ad-din (memelihara agama).
Pemberian nafkah ‘iddah (s3) dan mut’ah (335%)
memainkan peran penting dalam mendukung hifz al-din
(memelihara agama) dengan memastikan bahwa proses
dan hubungan pasca-perceraian tetap berada dalam
kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
Dengan adanya pemberian tersebut mencerminkan
kepatuhan terhadap perintah Allah dan sunnah Rasulullah

130 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, 424.
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yang mengajarkan pentingnya memperlakukan mantan
istri dengan baik setelah perceraian. Langkah ini tidak
hanya menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai
agama, tetapi juga dapat memperkuat moralitas dalam
hubungan sosial, di mana pihak suami tetap bertanggung
jawab untuk memberikan dukungan meskipun ikatan
pernikahan telah berakhir.

Selain itu, pemberian nafkah “ddah (33) dan
mut ’ah (%3%) menciptakan ketenangan jiwa bagi pihak istri,
sehingga ia tidak merasa terabaikan secara materi maupun
spiritual. Hal ini membantu menjaga keimanan dan
keyakinannya terhadap keadilan ajaran Islam, yang tidak
hanya mengatur hubungan suami-istri saat menikah tetapi
juga memberikan perlindungan setelah perceraian. Dengan
demikian, praktik ini menjadi manifestasi nyata dari ajaran
Islam yang mementingkan keadilan, kasih sayang, dan
tanggung jawab dalam semua aspek kehidupan, termasuk
dalam situasi yang sensitif seperti perceraian.

Pemberian nafkah “ddah (33) dan mut’ah (333%)
juga memiliki nilai edukasi religius yang penting bagi
masyarakat, karena hal ini menggambarkan bagaimana
Islam mengutamakan kesesuaian prinsip sosial dan
keadilan. Dengan tetap mengedepankan prinsip hifz ad-din
(memelihara agama), tindakan pemberian nafkah ini tidak
hanya mengatur hubungan antara mantan suami dan istri,
tetapi juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat
untuk senantiasa berpegang pada nilai-nilai syariat.

Kedua, hifz an-nafs (memelihara jiwa). Selain itu,
langkah pemberian nafkah “ddah (33) dan mut ah (42%)
juga memiliki kontribusi penting dalam menjaga hifz an-
nats (memelihara jiwa), khususnya bagi mantan istri yang
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sering kali menghadapi tekanan emosional dan psikologis
pasca perceraian. Perceraian adalah momen yang sangat
sulit, terutama bagi pihak yang lebih rentan, seperti istri,
yang mungkin harus menghadapi perasaan kehilangan,
ketidakstabilan finansial, dan stigma sosial dalam
masyarakat. Dalam konteks ini, pemberian natkah ‘iddah
(33) dan mut’ah (4:3%) tidak hanya membantu memenuhi
kebutuhan materi, tetapi juga memberikan rasa dihargai
dan diakui atas perannya selama pernikahan, sehingga
dapat meringankan beban emosional yang dirasakannya.

Pemberian ini juga membantu menciptakan rasa
aman dan stabilitas psikologis bagi mantan istri, karena ia
mengetahui bahwa meskipun pernikahan telah berakhir,
hak-haknya tetap dipenuhi sesuai dengan ajaran agama.
Dengan demikian, langkah ini menjadi bentuk nyata dari
perlindungan Islam terhadap kesejahteraan individu yang
mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual. Tidak
hanya itu, pemberian ini juga berfungsi sebagai bentuk
pemulihan sosial, di mana pihak istri dapat melanjutkan
hidupnya dengan lebih baik tanpa merasa sepenuhnya
ditinggalkan atau diabaikan.

Melalui mekanisme ini, [slam menegaskan bahwa
pemeliharaan jiwa tidak hanya berlaku saat perkawinan,
tetapi juga tetap menjadi tanggung jawab setelah
perceraian. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai hifz an-
nafs, pemberian nafkah ‘iddah (332) dan mut ’ah (43%) tidak
hanya mencerminkan tanggung jawab mantan suami,
tetapi juga menjadi cara untuk memastikan bahwa
perceraian tidak menimbulkan luka emosional yang
berkepanjangan bagi pihak istri, sehingga ia dapat
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melanjutkan kehidupannya dengan lebih bermartabat dan
sejahtera.

Ketiga, hifz al-‘agl (memelihara akal). Pemberian
nafkah ‘iddah (33) dan mut ah (%3%) juga berperan penting
dalam mendukung prinsip hifz al-‘ag/ (memelihara akal),
yaitu menjaga ketenangan dan stabilitas pikiran mantan
istri di masa transisi pasca perceraian. Perceraian sering
kali membawa dampak psikologis yang signifikan,
termasuk kekhawatiran finansial dan ketidakpastian masa
depan. Dalam kondisi ini, beban pikiran dapat
mengganggu konsentrasi, produktivitas, dan kemampuan
mantan istri untuk mengambil keputusan yang rasional.
Dengan adanya pemberian nafkah “ddah (s3) dan mut’ah
(42i%), mantan istri memperoleh jaminan sementara yang
dapat meringankan kekhawatiran finansialnya, sehingga ia
dapat lebih fokus untuk menyusun kembali kehidupannya.

Selain itu, pemberian ini memungkinkan mantan
istri untuk tetap menjaga kesehatan mental dan
emosionalnya, sehingga ia tidak terdorong pada keputusan
impulsif yang merugikan dirinya atau orang-orang di
sekitarnya. Dalam konteks yang lebih luas, dukungan ini
juga membantu mengurangi potensi tekanan mental yang
dapat berujung pada konflik keluarga yang
berkepanjangan atau masalah sosial lainnya. Dengan
demikian, pemberian nafkah “ddah (33) dan mut ah (4x3%)
tidak hanya bersifat material, tetapi juga memiliki nilai
psikologis yang mendalam.

Dalam perspektif Islam, menjaga akal berarti
memastikan bahwa individu mampu menjalankan
kehidupannya dengan pemikiran yang jernih dan penuh
tanggung jawab. Dengan mendukung hifz al-‘aql,
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pemberian nafkah ‘iddah (33) dan mut’ah (%)
menciptakan ruang bagi mantan istri untuk memulihkan
diri dan merencanakan masa depannya secara bijaksana
tanpa terbebani oleh ketidakpastian finansial yang
berlebihan.

Keempat, hifz an-nasl (memelihara keturunan).
Dalam konteks ini, pemberian nafkah ‘ddah (s) dan
mut’ah (%%) tidak hanya bermanfaat bagi istri sebagai
individu, tetapi juga bermanfaat pada stabilitas kehidupan
anak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Dalam
situasi perceraian, anak sering kali menjadi pihak yang
paling rentan terkena dampak emosional dan finansial.
Dalam perkara ini, penggugat dan tergugat dikaruniai
seorang anak. Dengan adanya dukungan finansial melalui
nafkah “ddah (33) dan mut’ah (4%), istri memiliki
kapasitas yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan
dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan
harian lainnya.

Pemberian ini juga membantu menciptakan
suasana yang lebih stabil di rumah tangga pasca perceraian,
di mana anak-anak tidak perlu mengalami ketidakpastian
atau penurunan kualitas hidup secara drastis. Hal ini
penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan
perkembangan anak-anak tetap berjalan optimal meskipun
orang tua mereka tidak lagi bersama. Stabilitas ini juga
dapat membantu mengurangi risiko trauma psikologis
pada anak-anak, yang dapat berdampak pada masa depan
mereka.

Dalam konteks syariat Islam, hifz an-nas/
menggarisbawahi pentingnya menjaga keberlangsungan
generasi yang sehat secara fisik, emosional, dan spiritual.
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Dengan mendukung kebutuhan anak-anak melalui
pemberian nafkah “%ddah (33) dan mut’ah (%5%), mantan
suami tetap menunjukkan tanggung jawabnya sebagai
orang tua, meskipun hubungan pernikahan telah berakhir.
Langkah ini juga mencerminkan keadilan dalam hubungan
keluarga pasca-perceraian, di mana kedua belah pihak
tetap berkontribusi pada kesejahteraan anak-anak mereka.

Kelima, hifz al-mal (memelihara harta).
Pemberian nafkah “ddah (s3) dan mut’ah (4x3%) sejalan
dengan prinsip hifz al-mal (memelihara harta) karena
memberikan dukungan finansial bagi istri pasca perceraian.
Dukungan ini tidak hanya membantu istri memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga mencegahnya dari
situasi yang dapat membahayakan stabilitas ekonominya.
Dalam kasus ini, penggugat memiliki pekerjaan sebagai
buruh pabrik dengan penghasilan yang tergolong rentan,
sehingga pemberian nafkah “ddah (3>) dan mut ’ah (3x3%)
menjadi penting untuk membantu mengatasi kerentanan
tersebut.

Dari sudut pandang syariat Islam, hifz al-mal
bertujuan untuk menjaga dan memanfaatkan harta secara
bijaksana, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan
menghindari pemborosan atau kesulitan finansial yang
tidak perlu. Dalam konteks ini, pemberian nafkah ‘%ddah
(s3) dan mut ’ah (333%) berfungsi sebagai bentuk tanggung
jawab mantan suami untuk memastikan bahwa istri dapat
mempertahankan taraf hidup yang layak selama masa
transisi pasca perceraian. Hal ini juga berfungsi untuk
mencegah istri dari potensi utang atau ketergantungan
finansial yang merugikan dirinya di masa depan.
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Lebih jauh lagi, pemberian ini dapat menjadi
modal awal bagi istri untuk memulai usaha kecil atau
mencari peluang penghasilan mandiri. Dengan adanya
nafkah ‘ddah (33) dan mut’ah (%), istri memiliki
kesempatan untuk merencanakan keuangan dengan lebih
baik, sehingga ia dapat mencapai kemandirian finansial
secara bertahap. Hal ini juga relevan dalam konteks
masyarakat modern, di mana kemampuan finansial sering
kali menjadi faktor utama dalam menentukan stabilitas dan
kesejahteraan individu.

Selain itu, langkah ini menunjukkan keadilan
dalam pembagian tanggung jawab ekonomi antara mantan
suami dan istri pasca-perceraian. Dengan memberikan
nafkah ‘iddah (s3) dan mut ’ah (%23%), mantan suami tetap
menunjukkan rasa tanggung jawab atas kontribusi yang
telah diberikan oleh istri selama pernikahan, termasuk
pengorbanan emosional dan fisik yang tidak selalu dapat
diukur dengan materi. Ini mencerminkan prinsip Islam
yang mengajarkan pentingnya menghormati hak-hak
orang lain, termasuk hak finansial mantan istri.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis
berpendapat bahwa penggugat seharusnya mendapatkan
nafkah ‘iddah (33) dan mut’ah (35%). Selain fakta-fakta
yang ada di persidangan, pemberian nafkah tersebut juga
telah sesuai dengan tujuan syari’at (maqasid syari’ah).
Oleh karena itu, sudah seharusnya hakim memberikan
pertimbangan tidak hanya berdasar pada hukum formal
saja, akan tetapi juga memberikan pertimbangan
berdasarkan manfaat yang diperoleh dan mencegah
kemadharatan, sehingga diharapkan bisa tercipta prinsip
keadilan.



BABV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang

dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1.

Pada perkara cerai gugat dalam putusan nomor
1122/Pdt.G/2023/PA.Kds. sepatutnya hakim
memberikan nafkah “ddah (33) dan mut’ah (335%)
kepada penggugat. Selain tidak terbukti nusyuz, hakim
juga seharusnya mempertimbangkan fakta-fakta di
persidangan yang banyak merugikan penggugat.
Penggugat telah menjalankan perannya dengan baik
sebagai seorang istri, termasuk menunjukkan dedikasi
dan tanggung jawab yang luar biasa terhadap rumah
tangga dan keluarga suami. Sebaliknya, mantan suami
tidak hanya meninggalkan tanggung jawabnya, tetapi
juga menyebabkan penderitaan emosional dan
psikologis bagi penggugat, antara lain dengan
memiliki wanita idaman lain (WIL) dan menunjukkan
perilaku temperamental. Berdasarkan fakta-fakta
tersebut semakin memperkuat argumen bahwa
penggugat berhak menerima nafkah “ddah (33) dan
mut’ah (%3%) sebagai bentuk penghargaan atas
pengorbanannya dan kompensasi atas kerugian yang
dialaminya. Meskipun dalam jumlah yang relatif kecil,
akan tetapi pemberian nafkah tersebut mencapai
tujuan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan
hukum yang mencerminkan penghormatan terhadap
hak-hak istri pasca perceraian.
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2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor

1122/Pdt.G/2023/PA.Kds,  penerapan  maslahah
mursalah dalam konteks nafkah “ddah (33) dan
mut’ah (%3%) menunjukkan bahwa keputusan hakim
untuk tidak memberikan nafkah tersebut dalam
perkara cerai gugat sejalan dengan dalil syar’i, namun
belum sepenuhnya memenuhi kriteria mas/ahah.
Putusan ini kurang memperhatikan manfaat nyata dan
perlindungan terhadap hak mantan istri yang rentan
secara finansial dan emosional pasca perceraian.
Meskipun tidak bertentangan dengan prinsip syariat,
pemberian nafkah “ddah (33) dan mut’ah (333%)
memiliki nilai strategis dalam menjaga keseimbangan
hak, keadilan, dan martabat perempuan, yang selaras
dengan magqgasid syar‘ah. Oleh karena itu,
mempertimbangkan pemberian natkah ini dapat
menciptakan kemaslahatan yang lebih luas, tidak
hanya mendukung individu yang bersangkutan tetapi
juga membentuk preseden hukum yang responsif
terhadap kebutuhan sosial dan keadilan substantif
dalam sistem hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  penulis

menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1.

Kepada Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan
Agama Kudus. Penulis menyarankan supaya
melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh
Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan agar pihak-pihak
yang terlibat dalam proses perceraian, baik penggugat
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maupun tergugat, memahami hak dan kewajiban
mereka setelah perceraian.

2. Kepada pemerintah Indonesia. Penulis menyarankan
supaya membuat peraturan tambahan yang secara
khusus mengatur pemberian nafkah ‘“ddah (33) dan
mut ’ah (333%) dalam perkara cerai gugat. Peraturan ini
diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang
kuat dan jelas bagi hakim dalam memutuskan perkara
terkait.

3. Kepada para hakim. Penulis menyarankan bahwa
dalam memeriksa, memutuskan, dan mengadili
perkara cerai gugat, diharapkan dapat bersikap seadil
mungkin dalam menetapkan nafkah ‘ddah (3%) dan
mut ’ah (433%) bagi istri. Hal ini dilakukan dengan tetap
berpedoman pada prinsip keadilan bagi semua pihak
yang berperkara.

C. Penutup
Dengan  segala  kerendahan  hati,  penulis

mempersembahkan karya tulis dengan judul “Analisis
Nafkah ‘/ddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Gugat
Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor
1122/Pdt.G/2023/PA.Kds.)”. Penulis berharap karya ini
dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan
menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian
selanjutnya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih
memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca
sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.
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DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadian Agama Kudus yang memerksa can mengadh perkam
lertontis pada Sngkat pertama dalam sifang mapels Makom telah menjaivhkan
putesan sabagai berdat delam parkare Corni GugM dan hak asuh anak

(hadtonuh) setara
Penggugat, NIK : ncocox, Umur 27 Tahun, TTL : Kudues, 18Jul-1995, Agora
Isam, P SLTA

Peharaan Wirsswasts, Alnmal & xcecex, katupaten Kodus,
Provieal Jwwa Tengah, dakam hue isi membericen kuass Ky
kepada advokat Berdasankan Surat Keasa Krusus tertangpad
23 Oktober 2023 yang lolah cidaftar dalom Register Kuasa
Nomor TEBNIU23SA Kds tangzal 24 Okiober 2023, sebags
Penggugat.
meiwman
Tergugat, TTL ; Kedus, 12 Juré 1995, Usia 27 Tatwn, Jenis Ketamin Laki-laki,
Apema Isam, Warga Negan Indonesin. Pendidisan SLTA,
Poersan Wiraswasts (Burvh Patek PT. ooocox), Tempat
tieggel & Dukh cooococexe kntupaten Kudus, Provins Jaws
Tengah, sebags Tergugat,
Pengadian Agama tersetut,
Teizh membaca dan mempefajan berkas perkara;
Tolsh mandangsr katarangsn Pranggugat dar Teegogal, serta lelah rh
Wat-alat bukti yang dajadon di parsdangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan sural gugatannya sersanggal 23 Oktober 2023
Iolah mengsjukan gugsan Ceesr Guge! yeng odafiar di Kepanberasn
Pengedilan  Agama  Kudus  dengen  migitler  perkame  Nomor

Hatiran 1 dan 27 Aatrnen. Punisan Somer 0000PILGANZEPA Kow
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0000/POLGRIZIPA Kds, tangpal 24 Oklober 2023 dengan call-dail sebagal

berihut:

1. Batwa Penggugal telah snikah dengan Terguga! pada tanggal 21 Nowerber
2018, yang talah tercatat pada Pegawai Pancalst Nikeh Kantor Unssan Agama

X » Kedus tercalst  dafam

Kutpan Akta Nicah Nomer - tertanggal 21 A 200

2 Bahwa sebolum st sikah Penggupgat berstaus Liang (Peawan) dan
Terpugat berstanus Lajang (Jejakay

3 Batwa seoletah skad nkah Pengguge! dan Tergegat hidup dan membing rumah
tanggs bemsama ¢ Rumah Orang Tum Pengguget bemalamatl ¢l Dukuh
Nwoocooooe, RTO0GRW.003 Desa
kabupalen Kudus, Provinsi Jawa Tengah ;

4 Botws semuls keadasn rumah tanggas Penggugnt dan Tergugal delam keadasn
rokun dan Same, Mtta sudah g Loge yabavy
suaml sy (bede dukhul) can dkanunia 1 (Anak) anak Yanp Bemama Anak,
berjeris kelamin Laki-aki yang Gahk pada tangpal 11 Juni 2020 Yang ssat inl
anak lersabut dalam asuhan Pargguget

5. Bahwa kehdupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugal muiaé goyah
dan sanng terjad perselisinan dan pertengkatan seak Bulan Juni tahun 2021;

6 Batwa faklor lugadiops p dan perieng daebabian kimunk
a Tegugal mempurpal sfal yang tdak capal sela képada pasangar

Pengpuget yallu dtunukan dengan Tergugat memidi hubungan kepada
WIL(Warita Idaman Lain)

b, Tergugat memils sifat Sdak balk yang selau mompermainkan peenibahan
dlunjukan dengan  Berskag acch, tidak mempeeculien porasann Penggupat
selalu Menggelang! Hubungon dengan Wanta idaman Lain (WIL) yang mana
Pobungan lemsabut ketabuan muls darl befan Junl Tahun 2021, Tergugal
hombak momilki Hubungan dengan Wanita idaman Lain pada Bulan Agushus
2022 dan poda Awal Bulan Januas sampai dengan Sulan Chacber 2023:

© Twgugal memiblks hatang yaitu mangambd keedt Pisjarman Usng skan tetap!
Tergugal Sdek memberiaby Penggugl yang masth Dicsalans (s sah
perhal  hetang can hutang wang tersebut

Haterias 2 dart 27 hetaman, Putssan Nomar 0000 G021 Kds
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setinggn Penggugat tidsk meng wang termebut i ik
oph,
& Tergugat pumysi sifat lemnp {sering macah-marah targa alasan
yarg jelas) diunjukan dengan serng main game cnbno can tdak
(U aknya hetica i Penggugal, tergugt marat-marah
dun Sdok lerima;
Hol Infah yany menjadi pemicy dan - antan
Ponggugat dan Terggat.
7. Batwa Apotila Penpgugol Tergugot
] g ot krys namun Terguget beskap acuh tak
sara tidak baik kepada Ponggugat
8. Bawa puscah dan Vo yoltu pada Bulan Juni Taten

2023 dimana poda pogl har Penggugst ssat membustkan Saragan ngn
memfclo hidangan tersabul dengan menggunakan M2 mik Tergugal deaat
Penggugat HP ok Targugat ol bhajarggaian seedapat Apbeast
yarg dsembuyian seselah dbuka fey Aptixasi bt A

Chatingan WhatsApp dengan Wanfia Idaman Lan. yang mana Wanita idaman
Lain tersnbut adalah orang yang sama daei tabem 2021, pada sast Panggugal
mananyekan sepada Targuga! “Maksudmis opo i Aok iseh hubunagen e
cah wedok i, Jodl selama I/ pe mburky (ki seng nok porbuat" (apa
maksdums masih ads hubungan dengan wanita inl, jadl selama Inl
dielakangku Inl yang kamu perbuat) dan Tegugm membalss denges “Aku
hubungan kaeo dekne iy nek prs gak due duit el tak manfastne dan ahi
yo gak onfuk perhatian seko awakmu™ (Aku Hubungan sama dia saat tidak
punya wang dan aku tidak seadapatkan perhatian darl difdme™} don
Panggugst menayakan apsesh Tergugal akss meninggaian Wasits idaman
Lt ahan twtapi Jowatan das Targugsd adaish “tevus teenng shu reiso” (Terus
terang aku Bdak bisa) padahal pada saot bulan junl Penggugal merawat bu
Perggupat yang  sedang saki keras sehingga dengan sebalk-baiknya
Penggugst membagi wakiu dan pachalion Penggegnt techadap Targugs! skan
tataps Tergugsl membaianya dungan kelkdak sefiame daam pemionan
dnqusan  masih deng wanita fain

merupakan orang yang sama dar tahun 2029,
Malaman J dat 27 halaman, Putsasn Nomar 0000PIL GRIZATA Ken
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oole

9. SBahws Panggugal sudsh b usauk meny i
dangan cara kekelumgaan, akan ol Sdax bDerhasd dan Ponggugat sudah
Sdok sanggup lagi mefantkan rumah tangga bersama dongan Tergugol.
dsampng ttu Penggugat Pall entuk b dengan Tergug

10, Bahwa Pengguget sudah eak sanggup gl melanjutian raman nggs bersama
dangan Tergugal dharenaban tidak ada harapen uniuk ndem kesbak oloh
karenanya Penggugal mengajkan Gugatan Cemil pada Pengadtan Agama
Kudus;

11, Sahwa Karens silat Torgugsl yang Sk baik lersabul, maka Teegusat Tk
dapat mamberkan contoh pediaky yieg bak untuk perkembangan Mestal dan
Psikls Anak, berens kelamin LakiHakl, yang labir pada
fanggal 11 Junl 2020 Sehingga sesual dengan kefentuan Pasal 106 KM
(Kemplasi Hokum tstam) Pamedbarsan ansk yang delim mesmayyis sty bebam
beramur 12 (dow bela) (abowr adelah fek Bumyw. Pameddarsan asak pang
sudah muemaypiz disevahkan Aepada anak wituk memih duntaa ayah alau

Dunys sobagn hak pemokhas sehingga mohon Aepada
Majelis Hakim yang memeriksa perkars agor supayn hak ssub anok diberkan
hopada Penggugat;

12. Sahwa Penggugal borketotapan had uniuk berceral dangan Toogugal, selus
dengan  Kelerdman Pasal 18 PP 8 Tahun 1575 lerfang pelsksansan
Undang-Uncang Nomer 1 Taten 1674 tentang Peckywinan dan Pasal 116 buru
1 KHI | Kompilasé Hokum lslam ) yallu “anfans suney dan ialev/ Mvuy menous
terfadi parseliahan dan parenghanmn dan Lk ade hampsn akan Mdup ndum
lag/ dalam rumah tangga”;

halnal g datas, maka Penggugal memohon
dengan tooval hepada Kelus Pengaciian Agama Kidus melal Mijess HMakim yang
memurias den meegedil parkses Il unkd Barkenan memanggll pate gehak,

memenia perkara Ik desgan menj As5an yang y gat berkau ©
1, Mer dan gatan Ceml Penggugat unisk seburuhnya;

2. Mejwishian misk sty bain sugheo Turgugat (Tergugat) lechadap Pecggugat
(Penggugat);

3. Menctapian porkawinen ontaea Tergugal (Tergugat) terhadap Peoggugal

(Penggugat) Tergugal putes karena percerian;
Malarran 4 ¢an 37 talaman Petusas Nomor (00052 GRIINPA K
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A Maoryatakan fuk ssuh anak Buemase Anak, budgenis kelamin Laki<atl, yang e
pada ngaal 11 Juni 2020, Bamama Decada dalam kekusian penggugst

5. Menetaphkan diaya Perkara menurut hukum;

Ao apabila Majels Hakim Penpadian Agama Kudus berpendapal lain mohon

putusan yang seadi-adiays ([EX AEQUO ET BONG).

Botowa dudem pertir ageo, Penggugal tedah membes dom kusss kirsos
kepada advokat Berdasarkan Sural Kuasa Xhusus Sertanggal 23 Okloter
2023, can telth -] gadian Agama Kodus dengan
Nomoe TOVEMZ0ZUPA Kds twegge 24 Oktobes 2023,

Batran, Majelis Hudm tulah mamariban sursl Kuass Panggugst lersetet
diatas. dan memeriksa puls Kamu Tanda Pengenal Advokal (KTPA) yarg
bersanghutan;

Botwa pada bar-hari sdeng yeng lwish diletapkan Penggugst
disampng: Kaasmvya dan Teegugal hadic & peesidanges

Batwa Majols Hakim lolh berusaha mendamaikan Ponggugal dan
Tergugat ¢i persidanpan namun Sdak bechasd;

Botwo Ketun Mayels tolsh memenstahian Penggugm den Tergugst
untuk menoopuh upays mediasl namun sesul lpoms Mediatoe bemams
Rika Nur Fajianl Kartia Dewl, SH., tanggal 22 November 2023, teryma
medasl borhask gian dangen P » torlanggal 22
Novemnber 2023 yang poca pokokayn behwn Mak asuh atas anak yang
bemama Ansh terada dafam asuhan Pengguget dengan tetap memberkan
akses sepade Tergugal urtuk dapet beromu dan mencurahkan kasth sayang

kepodo anak bemama Anak
Borwa 1ol surst Penggugal yong i don
RNy letep okh Panggugat;
Batwa atas gugalan Penggugat gogal mengajukan )3
secon san sebagal borfkut.

- Babwa point 1, 2, 3 dan 4 adolsh benar ;

- Buowa berar dedwls pada buan Jus 2021 Teegugat Seubusgan dengan
Wanita @is bemama WIL teman kara Targugal, tataci sekarang swdah toak
lagh;

Padarin 5 ol 2T hadarnun, Putnan Normer IO00MLGZUZIPA Kty
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- Batwa tdok benar Terguget sadng selnghuh dengan 2 (dua) Wasita, tetepi

hanya dengan WIL saja dan sokarang sudah sdak lagi

« Dahwa bons Teergugol pemah mengajusan hutang sebelum tashun 2021
9 sudeh lidak mengasfken hulsng lagl :

« Bahwa Tergugat memang main gamae, lota masin letep memperhatitan

anaknya ;

- Batwa Tergugnl sudsh tdak betnbungan gl dengan Wanka ftersebut,
sk Jund 023 hanys Terguget lups menghapus pessn pads HP bersebet,
« Hahwa benar Tergugat tidak perhasan kepada Perggugat karena Tergugat
sdak boleh membuka MF Porggupat hobkan MPmya diand oleh

Penggugel -
- Batwa benar Pasggupst sudsh b yelesnd

tersobut, totapi seharang Penpgugst sudah tidak mas ruken kembal
« Bahtws Penpgugat Sdok ococok dengan orang tua Tergugal, Tergugat

SIMPAnG Miah
- Batrws Tergugat Salap wntuk dengnn P UM |
Bahwa atas jawoban Tergupat torsebut, Penppugat mengajukan replk
socan lertufts sebagal berkt
Dalam Pokok Perkar

1. Bahwn Fenggugat tetap berpegang teguh pada dail-call gugatan ceral
gugat tanggal 23 Okiober 2023 dan menclak secar tegas semua jawaban
Torgugst hecuall yang dabui kebanataneyn cleh Terguga:

2. Bahwn Sdak Dinar jawabinn TaGugs angis 6 hund b yaeg bendr adush
Tergupat ketahuan memisi hubungan desgan wanita daman Lain bermama
(WL yang diakul pada saat sidang jawaban) dan bulan Juni tahun 2021,
setefah tu ketatnan kembsh pads busn Agustys 2022 can padia wwal trtan
Janusel sampal dongan Bulen Oklober 2023 yaits dengan omng yang sama
yolu WL

A Bahwa Wdak bonar jawotan Tergugat angkal hunef ¢ yang benar adalah
Torgugat mamilki kredil pinjaman vang dan Gdek jujer membestahy
Panggegal yang masin S aah den senubopl huteeg tersedut, hal ini akan
kami buktixan pada skdang pemtukian:

Hatarnas & das 27 hdares, Putanes Nomor 0000 GLOZIPA Kds
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4 Bahwa Uk bomar apabfa Penggugat tidok membolehkan Tergugat
membuka WP Fengguget. yang benar adalsh WP Penpguget selslu
Glotsbian di maje akan 1eapi Sdak perah dbuke deh Tergugel dan HP
Penggegal Gpasang ket sandi semonjak Teegugal satieuan selnghed
dongan wanita idowan Lin bemama WIL dkarenakan d dalam WP
Penggugal wakta buan Junt 2023 Penggugal mencoba menghubungl
wiriln Maman lain lewal Clust Whatsapp sersstut aban lotagd ketis dbaks
ohh WL sebativn dbapus cleh Tergugst dan Terguge! mengucaghan “dek
seng weswos” (dek, yang sudah ya sudah)

5. Babwa Sdak benar apabia Penpgugat tidak bersikap bialk tarhadap kedua
orang S lergugsl yang benar adalsh Penggugal selshu menghormati
kadun omng S Tergugst dan sl mwmb g kedun orang tus
Tergupat baik tonaa
dam keSha Bu Tergugat jatuh sakil Penggugal merawalga dengan sepenun
hak ashingge Scak Senar apabiin Penggagat Sdek berskip bak terhadap
hadun crang tus Targupat

6. Babwa sdok denar apabila Tergugat mongatskan Perggupal serng
marsarah yang bensr adainh Pangguget memiki sl yang tasl patuty
dan  mwnghorsall Tegugal sebege  suami. Dan etk Terguget
mengatakan Panggugal marah.marmh ebib ya Penggugat
emosl kekocewaan dan rasa sakt hat yang mendalam akibat dar pritaks
serta Undakan Tergugst yang ketahums mamibhl wasity idawsn tin yang
ketahuse ot bulan Juni Shun 2021, setolah it kotahusn damtbali pada
bulsn Agastes 2022 dan poda awal buian Januari sompal dengan bolan
Oilober 2023 yaitu dengan orang yang sama yaitu WIL;

Berd halhal sebages dates, maka Penggugsl memohos

dongan hormal hepads Katus Pergadian Agama Kudus melsiul Majeds Hakim yang

memerisa don mengadd peram il unluk berkenan memanggd paea phak,
memariksa perkara in dengan meng@hbkan p yang s2bogal berkut |

1 dan 0 wgatan Canai Penggugat uniuk sefuruheya;

2. Manjatirken Wik salu bain sughno Tergugat (Tergugat) leradap Pangouomt
(Penggugat);

Halrran 7 dan 27 hatersan, Putcsan Nomar 0000F S Q02354 ¥ids
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3w antara Tergugat ( ) Penggugat
(Penggugat) Tergugat putss karena perceratan;

4. Meoyatakan hak asuts anak Bemama Anak, berenis kelimin Laki ki, yang Whi
s tanggal 11 Auni 2020 , Bemama Decscn daam kekustann ponaguget

5. Menetapian blaya Perkara menurut hubum;

Aau apobia Majolis Hakim Pengadion Agama Kudus berpendapal lain monon

utusan yang sendhadiwyn (EX AEQUO ET BONG).

Bahwn Tergugal poda lahsp repth das sideng-sdang berkulm
Tergugat tisak hads dan fdak mesgism wokd ate y telan
diperistahkan dan atau cipanggl secar resmi dan patut serta Sdak datangnya
1 tidak dissbabkan suaty halangan yang st

Bahwa wntuk meegusitan cukaal gugsisanys, Panggugel telsh
mangajukan alit bkl surat sebagai beskut -

1. Folokop Kamu Tanda Pendudubk NIK, xoooooc atas nama Penggugal yang
o chah Dukcapd Kab Kudus pada tanggat 13-02-2020. Buki
surat tersebut telsh digeriksa alsh Majeis Hakim, dicocokkan dengan
asinya yang teeryats sescai dan telah dinazegelen, kemudan dider kode
bk (P.1). Diber tanggal can paraf oich Ketsa Majells;

2. Fowkopt Kutipan Akta Nikah Nomor © soocoooococoooocen fertsnggal 21
Novesbar 2018 yong disluadan oeh Kestor Unisan Agama (KUA)

Kab Kudes, Bok® st tersabut telah
dperisa oleh Mojels Hakim, dcocokian dengan asinya yang leenyats
sesua dan felsh dinazegoien, komudian dberl kode bukti (P.2). Dberl
tanggat dan paral Ketus Majels:

3. Forkopt Karty Kelusrgs Nomor yorg ok ciwh Dubcapd
Kabupaten Kudus pada tanggal 23.05.2020. Bukti surat tersebul itefah
Sperksa cleh Majels Haum, ccoockian dengan asbnyn yang fermpata
sosu dan telsh dnazegetan, kemudon dben kode ekt (P.3) Oben
tanggat den paral clah Xetus Masis

Bahwa & samging okl bk tendin, Penggugat juga telah mengajban
saksisaksi di muka sidang yang masing-masing adala
1. Saksl 1, umor 34 tahwn, agama lhslam, pendidkan SMA, pekerdsan

wiaswasta, bedempsl tnggal di Duksh xxxoRl 00 Rw 02 Oesa
Hakrran & duri 27 Salaran. Mtsnan Normor 000092t GUUZAPA Ky

e
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K % K Kudus, di bawsh
oh ik sabogal berkut :
- Batwa, sakal xene Pengauget dan Tergugat dan memidkl hutungan
dangan Panggugat sabagai kakak kandung Panggugat .
« Batwo, saksi mergetatul Penggugatl dan Tergugal menikah pads tabun
2018
- Batwe pada sat Panggugat dan Tergugs
barstatus Jojoka |
Batwa, saksi mengetahul setelah mendah Penggugat das Tergugat
tinggal bersama & rumah crang o Penggugal;
- Batwa, saksi mengelahul anters Pesggugal den Tecguga! selama
Seloh o 1 {natu) anak Anak, Laki-lonl, lahic &
Kudes, pada tanggal 11 Jusd 2020, Lakidak;
« Batwa anak lersabut tinggal bersama Penggegot Hingga sekarang;
- Batwa selnma tinggal bersama Pengsugsl, anak larsebul tuwbun
kembang dengan bk dan Sdok ledantar;
« Bahwa Penggugat adalah seomng musiimah yang balk, tast berbadan

dan baik lerhadap y
- Hotwa, sska mesgelatel beadasn nemah legge Pesggugal dan
Tergugat pada Y0 rukun can akan tetags g sudah

tidak rukun lag! karena sefing terjad pectengkaran;

- Botwe. sshe mengslahes dan mendengsr sendn ketka Penggugst
dangan Turgugst barinngkar,

Batwa, saksi mengetabul yang menjadi penyotab kesdalk

rumah tangga Penggugat dan Tergupat disebablan sarena Tergupat
memibk hubungen dengan WiL(Wanita idaman Lain) bemama WIL :
- Botwa saksi mesgelstul screenshol chat Tergugst samps Sshun 2023
yang dikirim Penggugat ko saksi

Batwa Tergugat jka Terguga! ghuh ketia 23
mendsmakan

Batws, soky mengatahus anlate Peeggugst dan Terguge! sudah
barpisah rumah sejak 1 (saw) tulan yang iy karena Targupat pargl

.

feataran O dant 2T patarar, Patsaas Nomar 0000F G IPA Kds
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meninggakon Fenggugal sampal dengan sekarang dan sudah ook
bersalu fagt

- Bahwa sk Derpisah lersabud sempal dengan mikicang anlars
Penggugat dan Tergugal sudsh Sdak ada komenasi yang baik dan
sodah tdak lagi aj g yaknyn suami
i

- Dahwo, bak sakal phak kob, sudah dourk
Penggugat dam Tergugst akan letapl Sdak bechast;

~ Bahwa, saksi Udak sangoup legi uniuk mandamakan Pongguget dengan
Tergugat.
2 sakal 2. umwr 43 Bhun, agama isam, pendidikan SMA. pekesoan
weamwastn, bertempat Binggal di Dubuh xcxcoo Kabupwlen Wedus, df
Dirwahs sump bt G gl barihut |
~ Bahwa, ssksl koral dengan Penggugst den Tergugst dan memiiki
trtungan dungan Panggagat sebaga leeman hurjs Porgguget.

~ Bahwa, saks menguistul Punggugst dan Tergugat adalah suami istes
yang sah yang mendah pada tahus 2018

= Bahwa pads ssat Pergguzst & P dan Tergugs
borstatus Jejoka |

~ Bahwa, saksi mangatatud satelah menish Punggugst dan Tergugst
ngge besama ¢ rumah onng lus Pangsuget

- Bshwa, saksi mengetahul dan perkawwan Perggugst dan Tergupat
Iefah dharnnis 1 [salu) anek bermama Anak Laki-laki, lair di Ko,
pada langgal 11 Juni 2020, Lak-lakt

~ Bahwa anak Mrsedet Inggal bessama Penggugat hingga sakarang,

~ Bahwa selama tngpal bersama Penggupst. anak lersebul tembun
hambang dengan Baik dan tdak Serantar,

- Bahwa Penggugnt adalsh reomng musbmah yang balk, tast bacbadah
dan bak kny

~ Bahwa, sakal mengetahus romat nggs Pengouget dan Tergugs! sudeh
lidak tagi A, aring Wegadi an dan p b yong
mengakibakan antara Perggupat dan Tergugat sudah berpisah rumah

Hatmrsan 10 dai 27 Salaran. Msanan Nomor 500090 GRO2VPA K
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se@k 1 (satu) tudon yang lau kacena Tergugat pergl meninggadan
Pongougat sampa dengan seknng dan selama berpisah antara
Penggugat dan Targogat Iak pemah bersats lagh;

~ Batwa, saksi mengetahui dan mandengar sendinl ketika Penggupat
dengan Tergugat bertengiar,

~ Batwa, sahsi I P hads aan g
Penpgugat  dan  Terguga! disebabkan karena karena  Tergugst
mempenysl WIL don saksi pemah memergokl Tergugal sadang
berduan dungan WIL lersebiul & warung:

~ Batrwa selama berpisah aniass Penggugat dan Teegugat sudsh ok
#da Romunitasi yang bak dan sudsh Sdak gl men@alankan kewagitan
Subagaivani layakoys suami s,

~ Batren, bk anks pihak g8 sudeh berusab bk,
Penggugat dan Tergugat akan tetapl tidak berhasi.

- Botwa, saksi tidok sanggup gl untuk mendamakan Penggugat dengan

Tergugat,
Bahwa ats gan para saksi Fenggugat
dan & Tergugat titek dapat cidemgarkan

Wnggapantys;

Babwn solanjtngs Panggugst ¥ fedak whan G
apap.n lagi:

Bahwa Penpgugal melalul ki ¥o teiah ¥
yaog peds pokoknys Gelap pade gupsan den mohon putusan yaeg
mengabulcan turhtan Penggugal,

Bahwa padn sam dbacoken pussan Penggugal menyatakan dalees
keadaan sucl:

Babwn urmuk gkat uralan nl, maka ditnjuk segals

sesuiy yang lercantum dalam benta acam persidangan perkars in sebagal
bagan yang Sdak terpsahkan dad isl putusan i,
FERTIMBANGAN HUXUM
Menimbang, bahwa maksud dan Sfusn gugatan Penggugat adalsh
sebagamana lolsh duraikan & mas;

Mataman 41 dat 27 hatamen, Putssan Nomor J000P# GORIPA XS
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Menirbang, bahwa Majeils Halim lolah memerisa Surat Kuasa Khuses
Penggupat yang telsh & Peng: Agama Kudus
dangan Nomer T93BH0ZIPA Kas tanggel 24 Okiober 2023, tamyatas tefah
Serum dengan hetaruan Pasad 1235 HIR jo, Surat Edersn Mathkamah Agung RI
Nomor § Tatun 1994 tentang Surat Noasa Khusus, dan Majelis Hakim lefah
pula memesksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan
temyata Iofah sessal dengem Ketentusn Pasal 30 Undang.undang Nomer 18
Tahun 2003 teniaeg Advoksl, oleh karena B Magbs Hakim harus menyatsean
Bahwa Kuasa Penggugat subjek hukum yang sah
sehingga Mojets Makim dapal menerima dan memted len kepada Kuasa
Penggugst lecsebut urtuk berncara dalam perkars aguo sebagai advokal
profasionsl;

Manimbang, bahwa antam Penggugat dan Tespugal telah diakukan
upaya p baik calam medakd mediasl, namun
barhasil an, dergan toiah fecp L Pasal 82 ayat
(1) dam (4) Undang-Undang Nomer 7 tahun 1989 Tentang Pesaditan Agama
sebagaimana teah diubah desgan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 jo Pasal 130 MR |is
Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Repubitk indonesa Nomor 1 Tahun 2096
nnteng Prosedur Mediasi di Pesgadian

Manmbang, batrwa cleh karena persars in parkaea perceman, maka
polok perkara dporksa dafam skdang tertutup uniuk Lmum, hal tersobot sesual
ketentuon Pasal 80 ayat (2] Undang-Undang Nomor 7 tatun 16889 Tertang
Paradien Agara sebagumana wlah chish dengan Undang-Undang Nomar 3
Tahun 2006 dan Percbahin Kedun Undang-Undang Nomce S0 Tatun 2009

Menimdang, batrwa alasan pokok Penggugat mengajulan gugatan Ceral
Gugat adalah antara Penggugat dan Tergupat senng tenadi perselsihan dan
portangkann deababikon kamns Tergugal mempusys slnl yang tdsk dapal
S0 kepada passngn Parggugst yiku diunuban dengan Tergugat memil)
hubusgan kepada WEL(Wanita Idaman Lain). Teegugal memii sfat tdak bak
yarg sobly mempermankan daanjphan dengan acuh,
tdak memperduliean perassan Pecggugat selau Menggulang: Mubungan

canga Wants Idesan Lae (WIL) yeog mana hutungasn teesobut batatunn
Hudaruan 12 it 27 hdumas, Putusis Neevsr 0000PE Q2023PA Kew
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mulsl dari bulan Junl Tahum 2021, Tergugsl bembeli memiki Hubungan
dengan Wanils idaman Lakn pods Bulan Agustus 2022 dan pada Awat Bulon
Jaswan sampa dengan Bulan Okichar 2023, Tesgugatl mesilhl hutieng yaitu
mangambid keodt Prjaman Umg akan tetag Tergugel fdak membertahy
Penggugat yang masih bersetatus st sah porbal Mutanp tersebut dan
torkesan menutupl fetang unng sersebut  sehingga Ponggupat Bk

h uang perg wiivk opa don  Tergugm
mempunyal sfsl levpramental {sering marsh-marah tanpa Wosan yang jefas)
ditonjulan dengan sacng men game onlne dan Sdak samperduliien anakeys
Kotha dinaserali Fangouget, terguget marsh-marah dan lidak tedma. skbatmyn
sejak bulan Juni 2023 telah berpisah sempat inggal hinpga sekacang dan

selama tu puls sudah Sdak ada apgalagi | 2
sebagarmans layaknys susmi-sin.
Manimbang. batwa tarthadap dafi-call Punpgugat & atss, Tergugat dofam
gian den memb gian yang len, dan

dalam repiknya Pongguust Wiap mempertshankan gugataneys. oloah karena ity
Penggugat wajb membuktiuon dall gugatannya:

Manimbong. behwo Tergugal tidak mengaukan cuplk kareca pada
tahap sidang Mrsebut dan sideng-siderg berkutoyn Tergugal Sdak hadr don

Bk mangm wakil ata y pun talsh Sp dan atay
dipanggl secam resmi dan satul sera tidak dawegrya il Sdak b
suats halangan yang sah, karena tu n § a

luar hadimya Tergupat

Menimbong. botwa dall pokck gugstss Porggupst adsish gugalan
P dan p ;

Moninbang., babwa  usuk  meskokiian el gugeian  lesabul,
Panggug telah mengaukan alet tubks sorst P11 P.2 dan P.3 sena 2 {dua)
crang saksl.

Menmbang, batbwa bustl P.1 berupa fotokopl Kamu Tanda Penducuk
Penggugst yang dkelusckan oleh Pejatal yang berwensng sebags akin
auterdk, bermatomi cubup, telsh doap pos (nazegelen) dan sesunl desgan
aslivgn, maka busll sural tersebul tolah mosanuli syarat formd, isi Duktl

9 tempat Fenggugel. relevan dengan dald yang
Mataman 13 dan 27 nateman. Aunsan Novor S000PR GR023PA Koy
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NM»MW”WWWM

maka ok P sebagal shin olentis y hdan yang
sempuarma dan mengkat:
. batwa bukti .1 falah termyata terbukd|

bahwa Perggugal benempal tnggal @i wilayoh M Kabupalen Xudus,
dengan demdan Fengadian Agama i masu Pengadian Agama Kudes

3 Uk dan mengadll gugstan Caral Gugal yang
mmwmummnmmm
Nomor 7 Tahun 1929 tentang ¥ Agama. diubah dengan

Ungang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perutshan hedsa dengan
Undang-undang Nomee S0 Tatun 2008)

Menimbarg, bahwa bukti P2 berupa folokops Xutipan Akta Naah yang
dhalusrkan oloh Pejsbol yang beresnang sebage akia sulerlit, bermeseral
cukug, telsh dicap pos (naneguien) dan sesumi dengen asliye, maka bukt
surat tersebut tofah memenunl syarmt formil, is! buks tersebut menerangkan
tahwa Penggugal lolah menikah dengan Tergugst pada tangoel 21 Novemiber
2018, relavan dangan dall yang handak diuktiaan cleh Fanggugat, sehisgga
Yeiah memeouh syarst maledd, maka bukd P.2 sebagal akla clentk mempunyal

P yong <an meng
3. batwa bulti P.2 tarbuidi bahwa Penggugat
dengan Tergugat acalah suami lstn sah, menikah pada tanggal 21 November
2018 di Kantor Urusse: Agama Ki ab Kudas, hal

Tersulnd besuial hadeestunn paaal 7 aywt {1) Kompilasi Hukum st
Menkmbang. hatwa cleh karena Penggugat dan Tergugat masih terat
sabagal suami isin yang sah, maka Penggugat sebagal perscna stanch in
Ay b lvgal stendng sutngge Penggogal dapal diepasshan sabagal
phak yang hak dan 9an didam perkara ini |
Menimbang, batwa Sukd 2.3 berups Kartu Kelusrga yung dislunkan
oiuh Pajabasl yeng berwenang sebagal akia sutentk, Bermudeesl cubup, telad
dcap pos (nazegelen) dan seswal dengan asinya, maka toks sural fersetbut
teloh memenuts syarad formi, &= buktl Sersebut relevan dengan dall yong
hendak dbuitian oleh Panggugst. sehingga lalah memenchi syarst manesl,

Malarran 14 car 77 tabaran, Pusasn Nomor 0200PE GO MPA Kds
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maka buktl P.3 sebogal akia clentik ¥ yang
sampurna dan menghkat:
1 g, bastrws b bkt P33 maka harus dnyatukan tefah

1okl manunn Pulam bafwe Ansk, Laki-iai lntr o Kudus, pada wogos 11
Auni 2020 adolah anak  kandung  Penggugal dan Tergugat
Menimbang, tahwa 2 {dua) saks Penggupat yaitu: saks! 4 dan saksl 2,
dusys lefah nlah di deam
dudub parkea.

Morimbang, batwa 2 (4:0) saks Fenggugst. adalah keluarge atau
orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesual dengan Pasal 22 ayat (2}
Pecaturan Pemerictsh Nomor @ Tabun 1675 jo. Pasal 134 Kowplasl Hukum
Islam. Soksl Penggugst sudsh dewnss dan sudah disumpeh, sshinggs

syarat forma sebag diatur dafam Pasal 145 HIR:
batwa gan 2 {dua) saksi Penggupat mengenad
wwmmvmmmm—mm
Pergpwgat dan Tergugal, adefoh fakta yang peerah dihat dem didengar
langsung dan relevan dengan dall yang harus dbuitian oleh Pasggugal cleh

farena I saks fefah syaral  mateid
mmmwmmmmmm
momibh pombs i dapet dnenma seTagai alat buktl;

M g, batwe gan 2 {dux) saksl Panggugal bersesusion
dan cocok antara ks dengon yang Lin aleh karena iy keterangan dua orang
-HMMMW!MM"ZM

N g, batnen b Dkl yong dapben Penggugel
yang belah dipsrambanghan o atas, tertabd lektn knjadian sebags berkt
1. Bahwa Penggogat dan Tergugat beragama Isiam dan Penpgugatl

bertempat tinggal ¢ wilayah Katupaten Kudes,

2. HBahwn Perggugal dan Torgugat menpakan sussi isterl yarg meniah
secars sah pada tanggel 21 Novesber 2018 & Kanke Unussn Agama
(MU K Koty Kudus ;

3. Bahwa selama menitah Pengougat dengan Tesgugal teloh dikarunis 1
(=3tu) orang arak bemama Anak. Laki-dakl, lshir di Kodus, pada langgsl 11
Junl 2020

Hatrnan 15wt 37 Smdavuen, Fetuser Nomr 00008 QRO0ZIMA K
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Babwd stk tarsetat inggel beesama Porggugat hisgge sexanng.

5 Bebwa selama Ingge bDersama Panggugst ansd lerebul umbuh
kembang dengan baik dan tidak sedantar:

€& Bahwa Panggugat adalah socrang musimah yanp balk, taat beribasah dan

beadk torh

7. Batwa, keadson rumah tangge Penpgugst den Tergugst semula dalnm
headamn rykiun dan hamonis, namun saal ini sudah lidak rukun lagl, antars
Panggugal dan Tergugal saring Mrad perselahan dan parangkaras yany
dis Torgugat meoj dongan WIL [(wanita idaman lain);

8. Bahwa akbat p shan dan antara Perggupat
dwn Teegoge! sudah pisah rumsh seams 1 (ank) bulan sampai dengmm
Mekacnng dan selema bermpisan B pua kedearmyn Sdak pemah Barkaspul
logl dan tcok melcksanalan hok can kewajbantya masing-masing
sebopuimana layaknyd suami tery

9. Babwa, bak Mupks Hakim Galew persdangs pitak o
Pacgougnt dan Targugst sudah Barusahn menssshall Pangougst dae
Targupst dan sudoh ada upaya musyawarah dus keluorga onluk
merukunkan Penggugal dan Tergugat. akam tetapl tidak berhasil, karona
Penggugat bersiuiuh ingn bercaral dengsn Tergugst.

Maotembarg, balan menmedt Pass 39 Usdang-undang Nomor 1 Tahus
1974 fentang peawinan  menanhAnn Dafwe  unhh  molakukan  Suss
porcecainn harus oca cukup alasan dmana suam ¥ fdak okan dapat hdup
ek sebopgal suami isi dan pengactian teloh berusaha untuk mendamakan
Porggugst dan Tergugat staps tidsk bechasl. Selsnjuys dalem penp
Pasal 30 angka 2 hunf (1) Undang-undsng Nomor 1 Tatun 1974 ntang
porkawinan jo. Pasal 19 hunuf () Peraturan Pemesntah  Nomor © Tahun
1875 jo. Pasal 116 hund (f) Kompidas! Hukum Istam menegaskan salah sy
slssan perceraian yaity adanys don 0 yang locus
manerus actara suarmd it dan Sdak ada harapen tagl urtuk kembal nikun;

Monimbarg, batwa darl ketenhan pasal-pasal Sersobut terdapat
beberaga unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dlabukannya alasan
percersinn dengan alosan huruf (f) tersetut, baik ceral talak mougun corl
gupst yaity

Hadarran 16 gerl 7 halaman, Matusen Nomor D000 8L G202 AFA X
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- Aganys alasan telah terjednye p dan = yang terus
menens.

« F dan b yarg yebabkan suam istr sudah tdak
232 harmpae untuk kembal rukun;
Pangodisn inlah berugssy o susei it tapi tidak beenasl;
Mevimbang, batwa unsur-unsur ot skan dipertimt =ty

persalu dengan menghubunghan (akia-fakta yang loras dalas rumah langos
Penggegal dengan Tergugal sefingga antwa Ponggugst dan Teegugal

leah alasan untuk dikabufiannya suats
perceralon;

g, tahwo takia-fokin mogka 7 batvwa samule
rumah tangpa antara Penggupet dan Tergugal rukun nomun kemudian tidak
fukLn barena lelah leredi perteegharan yang peimah dketahui cleh sabs-saks
Balvan pertengharsn antar suami stes manupatan hal yasg borsdal privsl
dan tdak dketahu oleh orang lain dan apabia periengkaran antaa keduanya
sudah dapat dketahul oleh orang lan sebagalmana yang jenadi dalam rumah
tanggn Perggugat dan Yerpugol maka hal lorssbul memwnjukkan  atars
Panggegal dan Teegoget lulah tetjac paclngharsn yaeg nyata dan bedunjd
dengan peepsatan tampat Enggsl, maka Mapls Hakim berpendapm tuhwa

g yang nyata itamy WGSUNg SECAHA eTuS menens
sehingga hal lersetul dapat cljiadian sebagai slasan uniuk percermian antara
Penggugat dan Tergugal, cleh karenanya unsur pertama telah fterpenuhc

Menimbang, barwa berdasarkan fakia dakta angka 8 you Penggugat dan
Torgugst sudsh pssh rumah hinggs sekarang seloms 1 (sal) bufan dan
selama B puls keduasnya Sdak permah berdumpid Ing dan tdak melsksanakan
ek dan kewitannya masing-masieg sebagaimana Wyaknyn saami aen.
Bahwa kusitss persengharan anlea susmi isted Sdak hamm dSkhat cad

ama ¥ namun yang pedy dihat adatsh apakah

= Kimaks darl dany
atara Pengguget dan Tergugal dan bogaimana kondlsl kedusrya selama
barpisah  apokah  sebma masa | dn

MANNG-MAasing mangy ersh keedkunen alau ssbatings. Batwa berpisahnyn

empal Unggal antars Pengguoat dan Tergugat Mrsabul mesupakan Mimaky
Hakorrae 17 dat 27 Daieven, Putsen Nowor 0000PS GR0ZNPA Kew
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dart partenghatan antees Perggugst dan Tergugst selama Berumah tanggn
yong patnah SThat oleh sxcai-aaksl inggs sa ini den sefama barpissh sstars

tdak paman lagi, moka hal Sersobet snanunjuidan antara
Fenggugar dan Tergugat sudsh thdak teralin komunikasi sea sudoh Sdak
safing kan, bdsk saing mibon sobagal suami istert
setinggs Mopls Hacm berpenciapal batwa perinngh actars Perggugal
@an Targugst teleh meruncing dan antara Perggugat dan Tergugat sudah Sdak
ada hampan wvuk rukun kembak dadam sats rumah tangga, dengan demilan
nzer kodud juga telah terpenit;

Menimbang, batwa berdasarkan fakia angka S, Majeds Makim telah
Enrupays mesterivan naseld hepads Perggugat gt naen kibal sebags
Subenl (st setagui Loays mencamskan Penggugel dengen Terguost del
awal persidangan dan pada setlap persidangan sesuni ketentuan Pasal 82 ayat
{1) dan {¢) Undangndang nomor 7 Whun 1886 jis Pasal 31 Pesauran
Paumerinioh Nomor § Tabun 1075 jis Pasal 115 can Pasal 143 ayst (1) dan (2)
Kompltasl Hukum Ialam dan Dercasackan bikin remor 9 keluwgs telsh
mandamakan Penppogat dan Tergugat fetapi tidak berasd dan Panggugat
fetap bersitubuh untuk Setap beecaral dengan Yergugat sebogaimena dalam
kesimputannyo, Mojefis Hakim berpendapal uneur ketga jugs tetah tespenuhc

Menimbang, batiss dengan lelah larperadings ussur-unsur & Pasal 39
angha 2 hurul {f) Undang-undang Nemar 1 Tahun 1674 jo. Pasal 19 hund (1)
Peratuton Pemenntah  Nomor 8 Tahum 1975 jo. Pasal 116 huruf (1) Kompas
Mokum  Istam maka [ Ponggupst  dapat
cpersmbanglon kb anja.

Manmbeeg, Batren Torgugst lelah mengaiskan  batws  Torgegal
keberatan berceral dengan Penggugat dan Ingin mempertsharikan kehidupan
rumah tanggatym  dengan  Ponggugt maka  Majeds  Maklm  akan
mampacimbangean sobagai bariut;

Morimbesg, babwa  haingien  deel  phak  Terguge  unhak
mompertshankan kohidupan borumah langge cecaa sopthok  dengan

Penggupat. Sdak dapat djadikan pal alasan wntuk gl atau Sdak
@kabukannys suteash gugstan p karenn pads prnsipnys dapst wiew
ek i ya Al gugeean carsi cice pods apekah cobl-dadl

Halamas 18 dad 27 hatersin, Putssan Neovor 000OPSRLOI2APA Kew
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gugotan Penggugal telah terbubdl dan agakah rumah tangge Sersabut Iwlah
pecah dan Sdak dapst didamakan serta Bdak ads harapan entuk rekus kembal
> dafam  Yurisprudensi Agung Rep
Indonesia Nomor 38K/IAGAM990 tanggel 22 Agustus 1991, bahwa fdak periy
melhot siapa yang b yebab! dan p
Setapl yang penting apokab rumsh Singga fu telah pecah dan sult ddamakan
gl menad dasar an db ra Susts perbaca
Menisbang. tahwa sesus dengsn halestan Prasl 1 Undang-undeng
Nomor 1 Tahun 1574 tentang F bahwa odaloh ikatan
fahir bathin antara seorang pria sebagal suami dengan seorang wanta sebagal
isten dengan tupan unkik membectuk kelusega (rumah tangga) yang bahaga
dan kekal berdasackan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan jugs dalem Pasal
3 Komplasi Habem t5lm bahen tfuan unkk
mewupdkan hehidupan ruman angaa yang sakinah, mawaddah dan rahmah,
dan jugo dgariskan dalam surah Ar-Ruem Ayat (21) yang berbumyt:
A 3l cad o5 5 1AL 15 5 K s U R o DD e 0 3 Y 4 Sy

M g, bahwn o atss, dapal
dhetahu, batwa unsur dad peckawinan adalah adanya Raten L bathin
antara seorang pria sebagas suami dengan seorang wanila sebagal isten, [ika
e larsetat tdnk dalnm Ratan maka sesungguhitny
perkawinan tersebot telsh rapuh. sehingga tupuan unluk membeniuk kelargn
yong bahagia Sda tercapat

g. bahwa wondsl rumah tangga Fengaugat dan
Tergugal yang terumi calem fakia gan digal petian o
Aehidupan rumah tanpga Fenggugat dan Tergugal sudah Bidak ada Hatan lsh
batin antara Penggugal dan Tergugat dan dalam potkara in casw kndsanyd
sudah berpisah rumah, seama bak permah ot agl
dan toak hak dan uj Wa masing-masing sebagaimana

Haaman 10 200 2T nalavan, Petssan Nomar 0000PE GROZAPA Ko
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layainygs ssami ister dan Tegugat berkeletapan ratl untok mempertabanian
rumah tneggueyn, namun & lain sisl Penggugat tdak sanggup lagi hidup
berumah tangge deogan Tergugal, maka

Penggugal dan Tegugal merpakan upaye yang semu yang jestu akan
mandatangkan rass tidok nman, Sdak ny smbutean k
(bahayaj bak bagi Penpgugal dan Tergugat sendi, arana lolah wrjad
hasduiasimtangsn dalam rumah Mngos Penggegal dangan Tesgugal untuk

saing soing dan saing snsih sayong:
9. batwa gy gan suami wien dalam
inmggo telsh cleh Alah SWT dalam frmannyn, sebaga
berfkut:
N & adar Ll JO T
pakaion bagd meveks.......... (QS. ALBagerah, Ayal 187)
G bahwa P wuami iston dalem ayat lersebut
artl penting ahalan  daam dgurakan sebaga
peindung ibuh, pakaian Derp g alot wtuk 9
pakain sebagal meda urtuk diet. serta p baga

rahasia dan kohurangan seseorang. hal ini tdai lagl drasakan ofeh Penggogat
din Teguge! delam mengeung rmah W0goa,  aabegiimana  dulam
portimsangse diatas ;

Menimbang. batrwa ffuon adaiah sakinah
canr mewsdiah, ditabunglenn dangan fakis-takin fakum torsebut di stas. make
Sufuan pernikshan lorsebul sudah Sdok dapat diwujudean log oot Penggugat
can Targuge! Stambah dengan keinginan kunt Penggugst iap gin beepisah
dengan Tergugal, Mot tersebut sejolan dengan pendagal para patar Mukum
Sam dalam Kitod Ghayoh alMaram. haiaman 162 yang diambi @i morjod
partimeangan Maals Hakim dalam mesutus perkan it yang monyatakan

Al lid e ey J Ry P s 22
Artinya: “Apatia isfef e M sudah sedemician
upa. makn Makim dapat mevyadufikan tatak ferhadop istevinga devigan

tnlok saftw boln shugiva®

Menimbang. befwm  “Suemi isterl wajh sming  cGnta-mercinlal
rormat-meng sata dan mom tuhir bathie yang satu kopade

Matamias 20 dat 27 haterman, Putssan Homor D000 GGIZAPA Ken




151

Pung-e

@ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang " sebagaimana gasal 33 Undang-Ungang Nomor t Tatwm 1674
Inmtang Perawan jo. Pasal 77 tend () dan (b) Komplasi Hukum Islem,
maka Hakim berpendapal Perggugat dem Tergugst mudan lidak dapat

Ju dal pasal dan tupan perkar

Monimbang, tahwn “Suami waiid Istrirgn dan k.
segols  semmiy  kepedusn  hidup  berumsh  langge  sesus  dengen
Wemampuannys” sebagaimana Pasal B0 ayat (2) Komgiasi Hokum isfam,
maka Majelis Hakim berpendagat Tergugat sudah tisak dapst mewsjuskan
maksud dari posal dor i Sofuan +

Menimbang, batwa “Kewajban ulawa bagl seorang it laluh becbaktl
lahir dan badn kepada suami di delam baas-hatas yang dbensrkan huum
Islan” sebagimana Pasal 83 ayal (1) Kompiasi Hubum lsfam, maka Majels
Hakim berpendapat Peoggugal sudah fidok dapat melaksanakan maksud dan
pasal ersebut.

Manmbang, behwa okh kamna gugalan Pesggugat telah lertukil
memenuti keteniuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomer 1 Taten 1974,
Mojeds Makm Penggugst telah
hutum sebagumans dalur dalem kelumusn Penjeinsan Pasal 30 angha 2
hunit (1) Urdang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 18 hund (1) Paratuean
Pemerintah Nomor 8 Tatwn 1975 o Pasal 156 twrd (1) Kompstasl Mokum
Islam. sebinggo petitam gugatun Penggugat angha 2, dkabukan:

Maoninhang, batwa antam Penggugat dan Targugat Belum perma tefadi
perceraion maka talok anaea Pesggugat dan Tesgugal adalah talek sot;

Monimbang, tahwn talsk Tergugat distuhkan cleh Pengodian Agoma
maka beccasarkan Poasal 118 apnt {2) henef ¢ Komplasl Mekum lefam,
POrCaraine in: adalah i ik ety Da T SURE SERagAMAna lersebul datem
amar putusan inl;

batwa pettum agor Penggupst divtapkan
bags  pevegang d sknys,  Majolis  Hakim
memganimbangkan sbage borkut

Meonimbang, dahwa Penggupat mengajukan gugatan Netang hak
hadhanah anak dari Penggugat dan Tergugal yang bemama Anak, Lakiakl,

Lahir o Kodus, pads tanggal 11 Juni 2020,
Hularzan 21 dant 27 halan, Matusan Nomor D006l GRU2IPA s
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Menimbarg. batwa dengan demidian gugatan Penggupal odalah
mwmmmmmmmm
Majebn Hokim akan P o 9 gugn!
diraksod. sebagm berkut;

Monimbang, badwi peckans i adalsh gugatan cefai maka kumedasi
gugatan hadunah datam perkers @ quo dapel dbenatan sesus kitestunn
Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 195% yang tooh dlubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubshan Kedwa dengan
Undang-undang Nomoe 50 Tabun 2008, yang bahwn © Gy
soal penguasaan anak, nakah anak, nafkah ster, dan horta bersama suami
wmmmwmmmm

2 daal P 1ap"s

mmmmmwm
akan  memudabkan poses dan  menoegah Wn- adarya
pulusan-pulusan yong salng ¥
mmummmummum
Acars Perdata yaog bedaky (vide Pulusan Mabkamah Agung RI Ne. 877
WEIp1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No,
BB0 KSp/1973, tanggal & Mes 1575)

Meni 9. batrea ys ods 4 p yaitu (1)
Undang-Undang Republit Indoness Nomoe 1 Tadun 1974 temang Perkawmnan,
2) Undang-Undang Repubiix indonesia Nomor 39 Tahun 1959 tentang Hak
Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Repuliix indonesia Nomar 23 Tahuns 2002
tantang P Anak telsh diubah engan Undang-Undang
Reputik ndonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (&) Intruks! Presiden Republk
Indosesia Nomer 1 Tahun 1861 tentang Xompdas! Hukum lslnm yang leeksit
dungan hak ssuh anak (achansh) dan hsk-hak ansk;

9. hatwa dar p Yang meegatus tentang hak
asch anak dan hak-hak anak wrsebut & atas, Majoks Hakim borkesimpuan
batrwa pjokan utama dalom menelapkan pewegong hak asuh  areak

) adatah tarbak ataw K terbak bagl anak
MM“&MMWHZMMMIMM

maneed Majols Hawim depertingsn lwbsikngs adeleh  diasuh oleh by
Halamas 22 das 27 Malerran. Putsen Nomor 0000P0.CR0IMPA Kes
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9y Pasal 105 hunt (8} Dan hundt (b)
Kompilas Hutum Ielam (dissestkan hepada anak uni memiih it Bu sy
ayahnya) Dan selama it kandungnya tersebud Ldak ferbukl mempunya sifal
burk yang depat berpenganih bunik umbe g anak sy
torbull menclaniarkan onak sewakiu scloma dalam asuhanmys, korena lokh
kita ketahu borsama hobwa dolom adsl di indonesia, secarn umum By
blasamym lebih dekat dengan anak yang defum niaw tetah mumayylz dibanding
ayah don Itufah wagud kepentingan terbaik bog! anak:

Manimbang. bahwa hal jugs 0 sesusl dengan Hadst Nati Muhammad
SAW yaog driwayakan olh Ahmad dan Abu Diwud, yang dshahbkoan
al-Hakln, yang Artinyn: * Xamw (ibu Asedung) febir bevhak ferhadap anakmu
A0Nme engliau belum monkeh”

“ Q. babwa di atas olety
faktor setagai boritut:

1. Faktor Aash sayang, tanpa mongurang! batwa ayah juga menyayangl
nnak, namen secars alvmish dan Andmll dmarapun dn ssjak kapanpun.
Bu jmb lotsh mempu mesgembangkan kash sayang dan kelembuten
Fapade anuk dRanding wyuh.

2. Fakoe knmaeusiasn (humanidy), bl dinjau dar sagi kemieusasn sangs
musiatl apabia anak yang mash kecl hans deadk, dpisabkan dan
dijaubban dafi panghuan bu kandungnya,

G bahwa & gan  yang
ditubungkan dengan fakia yang dalam gar =
tolah dsebutkan & atas bahwa anak Penppugal den Tergugat bermama
bemama Anak, Lakidaky, lahir di Kudas, pada tanggal 11 Junl 2020, umur 3
gs) tshun 6 (enam) bulse, masih baban mumeyyiz sedangkan Perggugst
selaky ibu kandungrys seama in jugs tidak lerdapat Dokl sebegsl pribed

yang buruk dan anak, ya cengan kopaca
asas “hak asuh ( ) anak = gan tertaik
bag ansd’. Majols Makm berpendapal batwa Penggugat telah memenus
ayaral dom lyak sertn lobih lopat diy boapat peregang (hax

asuh) anak lermebut dbandng Teegugal,

Matanan 23 dmel 27 sabamin. Pubisan Nomar 00003 02023PA Kow
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g. batwa poran Medi bermama Rika Nur
Fajrian) Kartika Dewl, S.M.L tanggal 22 November 2023, termyaln medtasl
birhasi sedagien cen dolam peoses medasi Wl legadi kesepakatan
peedamaian lenanggal 22 Novewder 2023 yaog pade  pokoknys batres Hak
asuh otes ansk yang bemama Anak berada dalam asuhan Penpgugat dengan
Istap memberikan akses hepade Tergugal untuk dapat bertemu don
mercrahkan kash sayang depads anak bernsra Anak;
Menimtang, batwe seswal posal 27, 30 don 31 Perohran Mahkamah
Agung Nemor 1 Tahun 2016 tentang Prosadur Mediasi di Pesgadien don
Yurisprudensi Markamah Agung (MA) Nomor 454 KIPQ1091, menegashan

P forkalt akbat
per dapat dalam pan dan amar bla
s citabikan, apatils wwesp £ 8 Sdmc g
dorgan hekum, ketertiben umum, Vi L £ btk G

pihak ketiga. dan ¢. dapat dllaksanskan,

Merimtang, batwa solelah Majets Hakim monells dan mencermatl
basegp e ebagian anlees Peoggugal dan Tergugst langgal 22
Novermbar 2023, Majeiis  Halum  manis  tospabaten  feombol ek
berfeniangan dengan hubkem, wnum, tidak
mengian phak ketga; dan capat sehingga

but dapet datam b don ama ni
sarta menghat kepada Penggugal dan Tergugat, uniuk iy Majells Hakim
meeghutum Peoggugst dan Tergegal uniuk menteall den swisksannean

hasepabatan Sersitat.

s g, batws Wrhadep pu darnai wbnt, Mapis
Heoim akan mencantumikan dalam amar potusan perkam i, dan menghukum
Tergugat dan Penggugat untuk &l damai

e g, batwa but &

otas maka potlum gugsten Penggugot agar i dietoptan sebagai pemegang
hak hadhanah anak beenamn Ansk, Lakiakl, lanir & Kudus, pads tanggal 11
Juni 2020 patint dikabiukan;

Menimbang, babwa meakipun gupstan Penggugat clkabukon, busan

berortl Terpugal sodah fidak mempuvys hak dan  kesempatan unuk
Maervan 34 gart 7 alaman, Patian Nomar D0D3P GROIIPA Kids
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mencurahban kash sayang dan perhatienmya kepada anak tersedut. Sampal
kapan pun bakkan hingpa kelak dewasa, Tergupat sebogal ayah kandungnya
memperysl hak yong soma wrtuk membeckan kisih tayang don perhatisenys
kupada anak lersebul harya s2ja fenty harus mempermbangsan kondisi anak
y sendr, ckb darena lu Ponggugst harus leap membon kisempoatan
wiradap Tergugen sebage apah kesdungnya apatie ngn menenguk,

yak dan pul dengan anak tersebut cengan
tstap memportimbangkan komcisl amak tersobut Artiwa komuniasl andara
Penggugm dan Tergugsl dolem Jndwel g Torgugat

dengsn  onsk  fereebut  harus  dbongun  dengen  baik,  berusaha
mangesameingkan ago masing-masing dan piakan amanya afalah hat mana
yang tarbak bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Targugat

Merimbang, bahwa dengan mendasorkan kopods Sural Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Temang Pemberakuan
Rumusan Hand Rapst Placo Kesmar Mahiamah Agung Tahun 2017 Sedagal
Pudoman Pelsksanusn Toges Bagl Pengedian, deem Rumusen Hokm
Kamar Agama angka 4 yang menyalakan, “Oa'am amar ponetapan hadhanah
atas ansk harus i asban parmgang hak
skros hopada orang hup yang Misk hak hachonal anfuk
dengan arakrrs Dadam pemadangen fukum haas pult Mmesipetimdanghen
Latwa tiled mamden hak akses kepade orang fun yeag Sdak memegang hak
haghanah dspal djsditan atesan untk P butan hak
hadhansh”, maka Majetis Hakim  borp vt
pemberan hok oses uniuk berdemu anak oleh Penggugat kepods Tergugat
suat keharusan con opobila tidak dberkan hak okses tecsebut. maka hal
Wraning capal diadian alssen oleh Tegogal unbk mengajoken Qugatss
pencabulin hak hadhanah Panggugst slas anek leesebin,

Merimiang, batwa korena perkar & quo masuk bidang perkaminan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat {1) Undang-undang Nomor 7 Tohun 1883
Tertang Pecadlon Agoma sebogsimena telsh dubieh dergan Undang-undang
Nomor 3 Tatwn 2006 dan peribshon kndea dengan Undeng-sndang Nomaor 50
Tarun 209, baya perkara harus debankan kepada Penggugat;

Mongingal somwa pasal dalam 9 gan dan

Hofaman 25 den 27 nasman, Puvsan Nomor S000F e GR020PA X
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Fukum lelam yang berkaitan dengan perkara i,

MENGADILI:

1. Mungabiutenn gugatsn Pecggupss.

2. Mergatutikan talsk salu Bain Suphwo Tergugel (Tergugat) terhaden
Pomguget (Penggugatl

3 Manstap! hak haghansh anak Anak, Lakilok, lahe di
Kudus, pada tanggal 11 Junl 2020 kepads Penggugal, dengan memben
akses kepoda Torgupat untuk b dan xasih sz@ngny
kepado anskorya tersetut.

4. Mombebonkan kepoda Penpgugal unik membayar bloya perkara o
Sejunviah RpE0S,000,00 {naen ratus lma rita rpish),

Domikian dputusken dalm repat panmusyiwerstsn Majpls Hacln yang
dlngsungian pada har Rabu tanggsl 13 Desember 2023 Mased, bertcpatan
dengan sanggal 29 Jumadl Awwal Hyryan, oleh kami Khaerozi, SHL, MH.
sobogal Koka Maols, Dra Ufah can Azizah Owl Martanl, SMI, MM
masing-masing sebagal Makim Angoota. putusan tersebut ducapkan dalam
sitang Wrbuba weluk usem pade hani B0 uga, cleb Kelus Msjeis feesabut
dangan Sdampingi oloh Haklm Angoota yang sama dan didanty ofeh S
Khatjeh, SH. sebagai Pasilwa Penggant serta dhadr cleh Panggugat

dengan 0 ya dan ¢ luar hadimya Terg
Makim Anggots Metua Majedts
Ova. Ullany Khasrozl SHI MH,
Hakim Anggota

Azizah Dwi Hartani, SH1, MM,
Panitora Panggantl

Hwersen 26 dorl 27 holamas, Putssan Nomor 0000Pa G202 )PA Kds
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sold

P s &

S Khisjes, S H

Perinclan Blaya Porkara

1. Pnep
0, Perdaflaran Rp. 30.000,00
t. Pangglan Pertama Penggogat - Rp.  10.000,00
© Pangglan Portama Tergugst Rp. 10.000,00
d. Rodaesl Rp 10,000,00
€. Pemberiiahuon Isé putasan Rp. 10.000,00

2 Baya Proses TRp. 75,000,00

3. fiays Pangglen = Rp. 360.000,00

4 Metarsl “Rp 10.000,00

5 Ea Pembectatuan sousen B, 20.000.00.
Jumiah < Rp. 605.000,00

{enam ratus bma ro rupiah).

Hataman 27 dan 27 haterran. Munsn Noror 00007 GRO2VPA Kds




Gambar 1: Wawancara dengan Hakim Kaerozi

Sumber: Foto pribadi

Gambar 2: Pasca Wawancara
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya
penerapan nafkah “ddah dan mut’ah (4x3%) dalam perkara
cerai gugat menurut hukum Islam dan hukum positif?
Apa saja pertimbangan yang biasanya menjadi dasar dalam
memutuskan pemberian nafkah ‘“ddah dan mut ah (4%)?
Apakah ada perbedaan dalam penetapan nafkah ‘7ddahdan
mut’ah (333%) berdasarkan hukum Islam dibandingkan
dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia?
Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim
dalam menetapkan besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah
(a2

Apakah ada kendala atau tantangan dalam penerapan
hukum Islam dan hukum positif secara bersamaan dalam
perkara cerai gugat?

Dalam praktiknya, apakah ada kendala yang sering muncul
dalam memutus nafkah “ddah dan mut’ah (%2%) dalam
perkara cerai gugat?

Menurut Bapak, bagaimana penerapan natkah “ddah dan
mut’ah (33%) dalam putusan ini dapat mempengaruhi
pihak-pihak yang terlibat, khususnya perempuan yang
mengajukan cerai gugat?

Bagaimana dampak dari putusan tersebut terhadap
persepsi masyarakat tentang keadilan dalam hukum
perceraian di Indonesia?

Menurut Bapak, apakah diperlukan perubahan atau
penyempurnaan dalam hukum positif agar lebih selaras
dengan hukum Islam dalam hal pemberian naftkah “%ddah
dan mut ’ah (4x3%)?



10.

11.

12.

13.

14.

160

Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengaitkan
maslahah mursalah sebagai prinsip hukum Islam dalam
perkara ini?

Bagaimana relevansi UU Perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam (KHI), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam
memutus nafkah ‘ddah dan mut’ah (3x55)?

Apakah Bapak dalam memutus perkara tersebut
mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun
2018?

Menurut Bapak, bagaimana konsep maslahah mursalah
berperan dalam memutus nafkah ‘“ddah dan mut ’ah (35%)
untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian?
Apakah putusan ini mencerminkan keadilan bagi kedua
belah pihak, terutama bagi Penggugat sebagai pihak istri?
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi
Nama

Tempat, Tanggal Lahir
Jenis kelamin

Agama

Status

Alamat Rumah

No.Telepon
Email
Moto

B. Data Pendidikan

: Endiana Silviani

: Semarang, 11 Maret 2003

: Perempuan

: Islam

: Belum kawin

JI. Pringgondani II rt 01/01, Ds.

Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota
Semarang

: 082137035816

: endianasilvii@gmail.com

: Setiap kesulitan pasti ada kemudahan.

1. Pendidikan Formal
a. Tahun 2009 -2015 SD N Bangetayu Wetan 01
b. Tahun 2015- 2018 Mts NU Banat Kudus
C. Tahun 2018- 2021 MA Sunan Pandanaran Yogyakarta
d. 2021 — sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
a. Madin Al-Hidayah Genuk.
b. Pondok Pesantren Al-Asnawiyyah Kudus

C. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta
C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang
1. PPL di Pengadilan Agama Kudus.
2. Magang Klinik Hukum Distingsi di Hotel Muria

Semarang.

D. Hobi

1. Menonton film dan variety show.

2. Menyanyi
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3. Membaca

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang,17 Desember 2024

=i

Endiana Silviani



